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PENYIDIK TERHADAP OBYEK PRAPERADILAN

Arief Dwi Atmoko, Bobby
arief.dwi@narotama.ac.id

Universitas Narotama

Abstract

The supreme court issued the principle of law numdb& 2016 on prohibition of judicial
decision for a review of pre judicial. Weighingtbé award the constitutional court 21/PUU-
XI1/2014 IS the result a review article 77 KUHARIjcial, and the constitutional court number
65/PUU-IX/2011 is the result the state judiciaréview the rate of article 83 verse 2 KUHAP.
In shortcut number 4 years 2016 explained that paraevidence ‘, beginning enough evidence
Is a minimum of two evidence any, as well as “tngpgct”, “the seizure”, and “shake down”.
Are including amongst the as an object pre judickd in the law and that there is no legal
remedy again. Intended legal remedy was “for a@ewvof the ban to the award pre judicial”.
After shortcuts number 4 years 2016 former has beelonger legal remedy to a preliminary
injuction, and now this pre judicial decisions rigdinal.

Keywords: The determination of the suspect, Legal RenteayJudicial.

Abstrak

Mahkamah Agung mengeluarkan kaidah hukum yang diastalam PERMA Nomor 4 Tahun

2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali PutusapePadilan. Menimbang dari Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XI1/2014 adalakihadicial reviewPasal 77 KUHAP,

serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUQX12 adalah hasijudicial review

Pasal 83 ayat (2) KUHAP. Dalam PERMA Nomor 4 TaBQh6 dijelaskan bahwa frasa “bukti
permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “buktngacukup” adalah minimal dua alat bukti,
serta “penetapan tersangka, penyitaan dan pengdped juga termasuk sebagai obyek
Praperadilan. Begitu juga dengan upaya hukumnyay éidak ada upaya hukum lagi.
Dimaksudkan upaya hukum tersebut adalah “Larangamnfauan kembali pada Putusan
Praperadilan”. Setelah PERMA Nomor 4 Tahun 201@&mlibk, sudah tidak ada lagi upaya

hukum untuk Putusan Praperadilan, maka sekarapginsan Praperadilan benar-benar final.

Kata Kunci: Penetapan Tersangka, Upaya Hukum, Praperadilan.
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PENDAHULUAN

Pada hakikatnya setiap warga negara mempunyai drad sama di hadapan hukum.
Peradilan dalam hukum acara di Indonesia merupakatu aturan, karena dalam proses
peradilan pidana di Indonesia terdiri dari satuakiesn yang sudah pada jalurnya. Dalam proses
peradilan pidana di Indonesia dimulai dari tindak@nyelidikan, penyidikan, penuntutan
sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Kepoligi@mpunyai kewenangan melakukan
tindakan penyelidikan sampai penyidikan, semerkajaksaan memiliki kewenangan untuk
melakukan penuntutan, juga Hakim yang mempunyai ekanwgan mengadili dalam
pemeriksaan di sidang pengadilan. Kewenangan yemnigjkil oleh Hakim, Kejaksaan, seperti
halnya Kepolisian meskipun berbeda, tetapi padasjmiya merupakan satu kesatuan yang
sudah pada jalurnya sebagaimana diatur dalam hakana.

Menurut Kadri Husin, berdasarkan ketentuan hukungyzelaku bagi tersangka atau
terdakwa dalam proses peradilan pidana, hak asdsidapnya tetap dijamin oleh hukdm.
Maksud dari ketentuan yang mengatur didasarkan gaata asas praduga tak bersalah. Secara
jelas bahwa asas dalam Pasal 8 ayat (1) UndangAgndamor 48 Tahun 2009 tentang
kekuasaan kehakiman bahwa “setiap orang yang diaanlifangkap, ditahan, dituntut, atau
dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggapktidersalah sebelum adanya putusan
pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan teatperoleh kekuatan hukum tetap”. Pada
status tersangka dapat menghalangi yang dapahig&rgan untuk tetap memegang kenyataan
yang tidak sesuai kebenaran tersebut. Bukti peanufzatut diduga sebagai pelaku tindak
pidana untuk mentukan seseorang menjadi tersanbkiak mudah sekali ini mencari
penjelasan akan apa yang dimaksud bukti permulaag gukup merupakan alat bukti untuk
menduga adanya suatu tindak pidana dengan mers@araminimal ada pelapor pada
kepolisian dengan lagi ditambah alat bukti yangupugebagaimana di atur dalam KUHAP.

Menurut Hartono, Pasal 1 angka 2 KUHAP menjeladkaitang Penyidikan, yang
berbunyi “Penyidikan adalah serangkaian tindakamyidé& dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang ini untuk mencari smagumpulkan bukti yang dengan bukti
itu membuat tentang tindak pidana yang terjadi glama menemukan tersangkanyaNamun
demikian, Penyidik yang berwenang menetapkan tgksarsehingga mekanisme Praperadilan

dapat digunakan sebagai mekanisme kontrol yang jethadap penyalahgunaan wewenang

1Kadri Husin, & Budi Rizki HusinSistem Peradilan Pidana Di Indonesi@inar Grafika, Jakarta 2016,
Hal 154.

°Hartono, Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pkada Hukum ProgresifSinar
Grafika, Jakarta 2010, Hal 32.
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yang ada terutama terkait dengan kewenangan melakugaya paksa. Praperadian menjadi
hal yang menarik untuk dipelajari oleh masyarakadgpumumnya, terutama para akademisi
hukum di Indonesia. Hal ini tak terlepas dari adamperkembangan hukum yang terjadi
khususnya praperadilan, dalam beberapa putusaragiéagtermasuk pengujian sah tidaknya
penetapan tersangka sebagai objek praperadilaniniHakembuat perhatian yang beragam dari
berbagai pihak, pada akhirnya banyak yang mulaiakuddan pengujian dengan alasannya
bahwa hal tersebut merupakan suatu kemajuan daldmanmh acara pidana yang semakin
melindungi hak asasi manusia.

Menurut Jur Andi Hamzah istilah yang dipergunakésh dUHAP “praperadilan”
atau mendahului, berarti “praperadilan” sama dengabelum pemeriksaan di sidang
pengadilarf. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia prajlaratierfungsi sebagai sarana
pengawasan terhadap tindakan Kepolisian dalamdmjigikan maupun Kejaksaan dalam hal
penuntutan. Pada kenyataan tidak bisa dipungkmveaoknum penegak hukum juga manusia,
tidak selalu benar juga bisa melakukan kesalahdandanenetapkan seseorang menjadi
tersangka maupun terdakwa. Makna kedudukan hukuta peoses Praperadilan, memiliki
pengaruh besar dalam putusannya. Maka fungsi wewegang diberikan KUHAP pada
pelaksanaannya harus dijalankan dengan baik. Bodaga untuk kepentingan Penyidik saja,
namun harus diperhatikan pula hak dari terdakwia. ®#belumnya Pengadilan Negeri sekedar
memutus perkara pidana sebagai tujuan tugas utamaBa saat ini diberi tugas untuk
memeriksa sah tidaknya penahanan, penyitaan, petigh@enyidikan yang sudah dilakukan
oleh Penyidik juga Penuntut Umum.

Dalam upaya hukum harus dilakukan secara demokiatiean sepeerti jaman orde
baru yang hanya digunakan oleh kekuasaan otodfer Sebagai bentuk reformasi hukum
sekaligus sarana hukum pidana serta menghormaitas$esdi manusia, dalam rangka penaatan
kembali hukum pidana harus ditinjau juga dalam @sosukum acaranya, khususnya pada
Praperadilan yang melalui upaya hukum Banding tlanggninjauan Kembali kejelasan
finalnya harus ditetapkan pada putusan Mahkamahsti€osi. Sehingga berdasarkan
permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, fokoggl@san dalam Jurnal ini adalah
terhadap akibat hukum terhadap obyek praperaditmtgp Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 21/PUU-XII/2014 dan upaya hukum terhadap anuPraperadilan pasca Peraturan

3 Jur Andi HamzahHukum Acara Pidana Indonesi&inar Grafika, Jakarta, 2008, Hal 187.,
3



Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.

1. Tujuan Pendlitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akhgtum terhadap obyek praperadilan
pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU2B1IIA dan upaya hukum terhadap
Putusan Praperadilan pasca Peraturan Mahkamah Agpmgr 4 Tahun 2016.

2. Manfaat Pendlitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagiggerangan ilmu hukum, dan
secara praktis, diharapkan dijadikan pedoman bagidfintah, aparat Penegak Hukum serta
warga masyarakat terhadap isu hukum yang dibahlas ykibat hukum terhadap obyek
praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi N@t/i®UU-X11/2014 dan upaya hukum
terhadap Putusan Praperadilan pasca Peraturan Mahk&gung Nomor 4 Tahun 2016.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatdngan menggunakan metode
penelitian hukum yang bertujuan mencari pemecabarhukum yang dibahas didalamnya.
Hasil yang dicapai adalah memberikan preskripsi gaeai apa yang seyogyanya atas isu
hukum yang diajukan. Pendekatan yang digunakaraladatndekatan perundang-undangan
(statute approach pendekatan konseptuatoficeptual approagh dengan metode analisis
bahan hukum dilakukan dengan metode inventarisaskdtegorisasi. Bahan hukum sekunder
dikumpulkan dengan sistim kartu catataar@l sisterjy baik dengan kartu ikhtisiar (memuat
ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garig lobesapokok gagasan yang memuat pendapat
asli penulis); Kartu kutipan (digunakan untuk mebhusatan pokok permasalahan); serta kartu

ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis)

PEMBAHASAN

1. Obyek Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-X11/2014
Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/20héngabulkan permohonan

Praperadilan pada kasus Bachtiar Abdul Fatah sgokanyawan dari PT Cevron Pacific

Indonesia. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ialam pertimbangannya menyatakan

bahwa adanya penambahan Obyek Praperadilan selaagadiatur dalam Pasal 77 KUHAP

4Peter Mahmud MarzukRenelitian HukumKencana Prenada Media Groupkarta, 20058Hal. 113
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yakni penetapan tersangka, penggeledahan, dantgmmysebagai Obyek Praperadilan.
Dimana sebelumnya Obyek praperadilan dalam Pas@UHAP ditentukan bahwa Pengadilan
Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, isé&ti@ntuan yang diatur dalam
perundang-undangan tentang sah atau tidaknya peq@arg penahanan, penghentian
penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganiglken dan/atau rehabilitasi bagi seorang
yang perkara pidananya dihentikan pada tingkatidéeayn atau penuntutan. Dengan kata lain
dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, slikleannya penetapan tersangka masuk
dalam obyek praperadilan ditambah lagi tindakanggeledahan dan penyitaan juga masuk
dalam obyek praperadilan yang sebelumnya hanyalaepada penangkapan, penahanan, serta
sah tidaknya penghentian penuntutan.

KUHAP memberikan hak untuk melakukan penangkapasamgka dalam hal
tertangkap tangan, dan KUHAP juga memberikan kéaaji kepada setiap orang yang
mempunyai wewenang dalam tugas untuk memeliharajagee dan menegakkan ketertiban
umum, ketentraman umum dan keamanan umum. Malkapsetrga negara serta masyarakat
berhak mempunyai hak untuk melakukan penangkapdradap tersangka pelaku tindak
pidana untuk selanjutnya segera diserahkan kepadgeldik atau Penyidik yang terdekat
disertai atau tanpa barang bukti. Jika tertangleqgean tidak ada barang buktinya dengan
sendirinya penyerahan tersangka tersebut tanpanddoakti, dan apabila pada waktu
tertangkap tangan tersebut diketemukan barang bunkka penyerahan tersangka kepada
Penyidik secara sekaligus disertai dengan penyeréhaang bukti. Mengenai frasa bukti
permulaan yang cukup atau bukti cukup itu merupakeasal yang abu-abu dalam Pasal 1 angka
14, Pasal 17, dan Pasal 21 KUHAP, semakin jelasi diperjelas Mahkamah Konstitusi bahwa
yang dimaksud dengan bukti yang cukup adalah barkias pada minimal dua alat bukti yang
terdapat dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangasi sk&terangan ahli, surat, petunjuk dan
keterangan terdakwa.

Kewenangan untuk menetapkan seseorang sebagandgieasada pada Penyidik,
sedangkan ukuran yang digunakan untuk dapat me@etaprsangka menurut hukum acara
pidana adalah berdasarkan bukti permulaan patugdidebagai pelaku tindak pidana seperti
yang sudah dijelaskan di atas. Meskipun asas psadaig bersalah, menentukan bahwa
seseorang harus dianggap tidak bersalah, menenbaitama seseorang harus dianggap tidak
bersalah sampai ada putusan pengadilan, inilah gasdput yang telah berkekuatan hukum,

5
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yang menyatakan kesalahan seseorang itu, sehinggatgpan status tersangka kepada
seseorang tersebut harus dibaca dalam asas prdaisgenping itu, berdasarkan penahanan
proses peradilan pidana hak tersangka atau terddé&pat dibagi hak yang berkaitan di dalam
proses pra-ajudikasi (proses penyelidikan dan piémmn), hak yang berkaitan dalam proses
ajudikasi (proses penuntutan dan pemeriksaan didagrgan), hak yang berkaitan dengan
proses pasca ajudikasi (proses setelah dijatuhiurhak tetapi belum mempunyai kekuatan
hukum yang pasti. Dalam ketentuan sebagaimanardiatam KUHAP, menjelaskan bahwa
yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiapkard®enyidik untuk mencari bukti-bukti
yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan dgadesbuatan pidana atau perbuatan
yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-beshain terjadi.

KUHAP menentukan bahwa hakim ketua sidang karernmatganya atau atas
permintaan Penuntut Umum atau terdakwa dapat mepaigitah agar ketika saksi memberi
kesaksian palsu, maka akan ditahan selanjutnyadikarut perkara dengan dakwaan sumpah
palsu. Meski tidak secara menyeluruh menyebutkamang kewenangan menetapkan
tersangka, tetapi dari kalimat-kalimat dalam pasedal tersebut menunjukkan bahwa yang
dimaksud adalah adanya kewenangan dari hakim yamgpara majelis untuk menetapkan
seseorang menjadi tersangka dengan dugaan tindakgpsumpah palsu. Penegakan hukum
harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan desgjeama makna dari tindak pidana
yang sesungguhnya, dengan tolok ukur tentang pembuatau peristiva pidana itu
bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup yang ddamasyarakat setempat, misalnya
perbuatan itu pada penalaran diluar kesepakatain teéncederai kepentingan pihak lain, dan
apa ada pihak lain yang nyata-nyata dirugikan pggistiva tersebut. Memberikan hak kepada
tersangka untuk mengajukan rehabilitasi kepadaepagiilan atas alasan sebagai penangkapan
atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan wunttdantg kekeliruan mengenai orang atau
badan hukum yang diterapkan yang perkaranya tidektudkan ke pengadilan. KUHAP
mengatur tentang wewenang penyidikan diberikan rag¢pe/a kepada Penyidik, maka
pengawasan atas tindakan-tindakan penegak hukummams diadakan ketentuan-ketentuan
dalam undang-undang. Pengawasan diperlukan padsesprersebut, karena tanpa suatu
pengawasan yang tegas tidak mungkin hak asasi maakan ditindas oleh kekuasaan. Saat
ini ini tidak terhindarkan, pihak polisi yang baky@rsangkut dalam Praperadilan, maka dari
itu diadakan Praperadilan demi menemukan keadaéanmdhukum. Wewenang Penyidik harus
dilandasi oleh norma-norma hukum serta tata cdekg@naannya harus sesuai KUHAP.

Kedudukan praperadilan pada Pasal 78 ayat (1) KUk#detapkan Praperadilan

sebagai pelaksana wewenang pengadilan untuk mesaeditn memutus tentang sah atau
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tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentrmtpén serta ganti rugi rehabilitasi.
Dalam ini hakim Praperadilan memutuskan penagkajaanpenahanan oleh Penyidik adalah
tidak sah. Yang demikian inilah, dapat dikatakamieakedudukan Praperadilan adalah sebagai
suatu pengadilan umum dengan wewenang khusus ya&mpunyai proses beracara yang
berbeda dalam proses pidana. Kedudukan lembaga&rBdidpn dalam hubungan ini dapat
disamakan dengan kedudukan hakim Pengadilan Ngayegi juga ditetapkan oleh Pengadilan
Negeri, juga mempunyai wewenang khusus dan terlyatas mengadili perkara tindak pidan
biasa, serta memepunyai acara yang tidak sesuanalarman acara pidana umum. Putusan
Praperadilan adalah bersifat final dan mengikaglfberati sudah tidak dapat diajukan upaya
hukum lagi seperti upaya hukum banding, kecualamahal yang menetapkan penghentian
penyidikan adalah tidak sah. Kedudukan hakim Peajan dalam KUHAP pada hakikatnya
adalah kedudukan hakim yang mengadili perkara pitheasa, dalam arti keseluruhannya harus
tunduk serta menerapkan ketentuan-ketentuan KUHdhdmemeriksa dan memutus perkara
dalam sidang Praperadilan.

Para pihak yang berhak mengajukan Praperadilan mietWHAP, adalah yang
berhak mengajukan permohonan Praperadilan berhahudgngan jenis pemeriksaan yang
ingin diminta kepada Praperadilan tersebut. Derdgmikian maka para pihak yang berhak
mengajukan permohonan Praperadilan dikelompokanrunesdasan yang menjadi dasar
diajukannya permintaan pemeriksaan Praperadilaaligak dikaitkan dengan pihak yang
berhak mengajukan permintaan. Tersangka, keluaagamgu kuasanya yang diberi kuasa oleh
tersangka maka berhak mengajukan permintaan pesaarikientang sah atau tidaknya suatu
penangkapan atau penahanan. Penuntut Umum yanegpketihngan pada Pasal 80 KUHAP
memberikan hak kepada Penuntut Umum serta pihailgaketang berkepentingan untuk
mengajukan pemeriksaan kepada Praperadilan mengamaiatau tidaknya penghentian
penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik. Sebagaendiatur pada Pasal 1 angka 6 huruf b
KUHAP bahwa yang dimaksud dengan Penuntut Umumahdaksa yang diberi wewenang
oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan agdaksanakan penetapan hakim.

Dalam KUHAP telah diatur dengan jalan memberikak kepada pihak ketiga yang
berkepentingan untuk mengajukan permintaan penaaksah atau tidaknya penghentian
penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Demlganikian, jika sekiranya Penyidik
tidak menanggapi penghentian penuntutan yang d&akoleh Penuntut Umum. Maka pihak

7
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ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pexamnnpemeriksaan sah atau tidaknya
penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Penudtotm kepada Praperadilan. Pada
pengajuan tuntutan ganti kerugian kepada Praparagiéng perkaranya tidak diajukan ke
Pengadilan. Tersangka atau pihak yang berkepentingi@asarkan ketentuan Pasal 95 ayat (2)
KUHAP, tersangka atau pihak ketiga yang berkepgatinjuga dapat mengajukan tuntutan
ranti kerugian dan rehabilitasi karena sahnya pemiign penuntutan yang dilakukan oleh
Penuntut Umum. Jika praperadilan meemutuskan bakewghentian penuntutan itu sah, maka
hal tersebut menjadi dasar bagi tersangka atauk pkietiga yang berkepentingan unuk
mengajukan tuntutan ganti kerugian atau rehahilkepada praperadilan. Tentang tersangka
pada Pasal 97 ayat (3) KUHAP memberikan hak kepadsangka untuk mengajukan
rehabilitasi kepada praperadilan atas alasan sepagangkapan atau penahanan tanpa alasan
yang berdasarkan undang-undang jika terjadi kesalatengenai seseorang yang ditetapkan
perkara tersebut tidak diteruskan ke pengadilan.

Mahkamah Agung Rl menetapkan Peraturan Mahkamahg\jomor 4 Tahun 2016
tentang larangan peninjauan kembali putusan PrditearaSetelah lahir PERMA ini dibentuk
untuk mengakhiri polemik boleh atau tidaknya putupsaperadilan diajukan upaya hukum
polemik boleh atau tidaknya putusan praperadilajukan upaya hukum Peninjauan Kembali
ketika terdapat penyelundupan hukum. Pada PERMA4Nahun 2016 mengatur tentang
larangan peninjauan kembali (PK) atas putusan padpan, juga mengatur obyek perkara
yang dapat diajukan praperadilan, khususnya pastesgn Mahkamah Konstitusi Nomor
21/PUU-XI1/2014. Mahkamah Agung telah menjawab dagti jelasan masyarakat tentang sah
tidaknya penetapan tersangka sebagai obyek praperd@dERMA ini menunjukkan kepatuhan
Mahkamah Agung dalam menjalankan putusan Mahkanoaistiusi.

Pastinya isi materi PERMA, khususnya mengenai Oyakeradilan, sesuai dengan
Putusan MK tersebut. Pada Pasal 2 PERMA Nomor 4iTabh16 menyatakan;

(1) Obyek Praperadilan adalah:
a. sah tidaknya penangkapan, penahanan, peramerenyidikan atau
penghentian penuntutan, penetapan tersangka, @enydan penggeledahan.
b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi @es® yang perkara pidananya
dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
(2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohomdantg tidak sahnya penetapan
tersangka hanya memiliki aspek formil, yaitu apaalmg sedikit 2 (dua) alat bukti
(3) Putusan Praperadilan terhadap permohonatanig tidak sahnya penetapan
tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidikkumenetapkan yang
bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memeaairty sedikit dua alat bukti
sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

Hal ini menjelaskan bahwa Pasal 2 ayat (2) PERMAbio4 Tahun 2016 ini seolah memberi
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keuntungan bagi Penyidik serta jaksa penuntut unketika nilai itu hanya mengangkut aspek
formil saja, maka telah terdapat minimum 2 (dua) &lukti, tanpa menyentuh materi pokok
perkara. Sekarang Penyidik maupun Penuntut Umymatdaenunjukkan berbagai alat bukti
yang bisa dibilang tidak sesuai dengan pokok parlkd@mana hakim tunggal Praperadilan yang
dilarang untuk memberi pertanyaan hubungan antitabakti Praperadilan yang dilarang
untuk memberi pertanyaan hubungan antara alat kyaiig dihadirkan pada persidangan
dengan pokok perkaranya, demi memenuhi yang diskblam frasa minimal 2 (dua) alat bukti

tersebut.

2. Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Pasca Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 4 Tahun 2016.
a. Upaya Hukum Menurut Pasal 83 Ayat (2) KUHAP

Menurut KUHAP, dalam permintaan putusan akhir sabagana diatur Pasal 83
ayat (2) KUHAP, maka pada permintaan tersebut dikie ke Pengadilan Tinggi sesuai
peraturan pada acara permohonan banding. Berldajam hal upaya hukum banding
sebagaimana diatur pada Pasal 83 ayat (2) KUHARyd@enyidik dan Penuntut Umum
harus mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi adefelitusan praperadilan. Begitu juga
bahwa untuk putusan praperadilan tidak dapat dakart kasasi. Dengan alasan karena
wewenang pengadilan negeri yang dilakukan dalanpepadilan hanya dimaksudkan
sebagai pengawas secara menyeluruh dari pengaditgami dan menghindarkan atas upaya
paksa yang dilakukan Penyidik atau Penuntut Umwadi gada awalnya memungkinkan
masih bisa dilakukan upaya hukum luar biasa.

Namun demikian, tentang upaya hukum luar biasanddPaaperadilan, dalam
KUHAP tidak ada aturan yang tegas, karena haru&eédéasan pada sistem peradilan yang
mengaturnya, dengan demikian hakim wajib memmahanenggali, mencari nilai-nilai
hukum demi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakbpaya tidak sampai ada
kekosongan hukum dengan melakukan penemuan hukugnbgadasarkan undang-undang
yang berlaku.dalam hal keterkaitannya dengan amaslitan sederhana cepat biaya ringan,
maka dalam pemeriksaan Praperadilan yang belumkmapada kasus tesebut, haruslah
tetap berpegang pada asas hukum itu. Dengan hasgp#éidak ada lagi masalah dalam
pemeriksaan Praperadilan, seharusnya selesai pagkatt Pengadilan Negeri saja, agar

tidak berlarut-larut perkaranya.



Namun pada Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dinyatdskahwa jika dalam suatau
perkara mulai sejak diperiksa oleh Pengadilan Negexmun pemeriksaan mengenai
permintaan kepada Praperadilan jika belum selesaa permintaan praperadilan itu akan
gugur, namun sudah semestinya Mahkamah Agung meargah peraturan yang mengatur
tentang upaya hukum luar biasa terhadap putusasunyaya terdapat ketegasan kepada
suatu perkara. Seperti yang terdapat dalam KUHARvAahukum acara pidana menjadi
sangat berarti karena apabila tidak dilaksanakaakamakan berakibat kacau bahkan
mungkin juga berakibat lepasnya pelaku tindak padeari jeratan hukum, bahkan bisa
memunculkan gugatan hukum yang diarahkan kepadansispenegak hukum. Pasal 83
KUHAP menyatakan bahwa:

(1) terhadap putusan praperadilan dalam hal selagai dimaksud dalam Pasal 79,

Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan bgndi
(2) Dikeculikan dan ketentuan ayat (1)alad putusan praperadilan yang
menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan ggauntutan yang untuk
itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilarggiidalam daerah hukum
yang bersangkutan.
Selanjutnya pada ruang lingkupnya yang termasukopéan praperadilan telah menjadi
bagian dari tugas serta wewenang Pengadilan Negeg tidak boleh ditangani oleh
Pengadilan dalam lingkungan peradilan lain.

Namun demikian yang perlu di perhatikan, ketikeadaproses acara praperadilan
bukan sebagian dari tugas memeriksa dan memutustcda mengadili perkara tindak
pidana itu sendiri. Sehingga putusan praperaddesebut bukanlah merupakan tugas untuk
menangani suatu tindak pidana pokok yang berupaeamlesa dan memutus perkara tindak
pidana yang berdiri atas sendiri sebagai putushir.dkila putusan praperadilan meskipun
yang menentukan sah tidaknya suatu penghentiandiny atau penuntutan juga bukan
merupakan atau yang dapat digolongkan sebagaigualdir meskipun dapat dimintakan
banding, putusan akhir itu mengenai hal tersebaiyal pada Pengadilan Negeri. Maka dari
itu, apapun putusannya pada Praperadilan adalaf $elrta sangat detail dengan sendiri,
sebab disini hakim hanya mempunyai tugas serta nawgnya sebagai sarana yang
mengawasi secara menyeluruh demi penegakan hukikedodan.

Lembaga Praperadilan inilah yang akan memberi lpgalayang adil terhadap hak-
hak tersangka sebagai landasan sebagaimana pmegdpa hukum, lembaga Praperadilan
yang mengabulkan permohonan Praperadilan untuk langyd. Permohonan bisa

dikabulkan serta juga bisa ditolak, namun jararigk&eadikabulkan permohonannya karena
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pemahaman Hakim yang mendasarkan kepada aturan dakum acara. Pemahaman yang
mendasar termasuk pemeriksaan dokumen-dokumen gensbut sama sekali tidak
menyeluruh dalam makna lembaga Praperadilan tdrskbtika masuk dalam penilaian
syarat-suarat subyektif, yang mana Penyidik merkéerkesaksian juga sebagai termohon.
Apabila syarat tidak dipenuhi maka lembaga Praparadnempunyai kewenangan untuk
menyatakan, bahwa Penyidik tidak tepat mendapatii-bukti yang dilakukan dalam
penangkapan dan penahanan. Dalam keyakinan hakign s@mata-mata memeriksa dan
memutus perkara berkaitan dengan surat-surat d&ti-dukti penangkapan maupun
penahanan seolah memberi pemikiran yang seakanh ssesuai aturan perundang-
undangan. Namun demikian bahwa lembaga Praperadiéamiliki prinsip keadilan yang
hakiki sebelum perkara pokok dipersidangkan padgaudilan.

Mahkamah Konstitusi kemudian merumuskan bahwa upaglksa termasuk
merampas hak asasi manusia, yang kemudian dilaky&gmengujian serta pertimbangan
secara meninjau dari aspek yuridis, dalam tindakzaya paksa tersebut telah menyalahi
aturan KUHAP, namun dalam permohonannya sebagaichamgksud dalam permohonan
perkara MK Nomor 65/PUU-IX/2011, pemohon mengajukalicial reviewterhadap Pasal
83 KUHAP. Pada pertimbangan, sehingga tidak dapablibnkan pemeriksaan banding
dalam upaya hukum. Kemudian mahkamah konstitusilmensikap pada rumusan Pasal
83 ayat (2) KUHAP yang dalam penjelasannya memkanilhak banding kepada Penyidik
maupun Penuntut Umum, merupakan bentuk diskrimilyasig seharusnya kesamaan
dimata hukum. Sehingga Pasal 83 ayat (2) KUHAP blahkamah Konstitusi bertentangan
dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 karena tidak ressamakan kedudukan warga negara
didalam hukum dan pemerintahan serta tidak memdoerikepastian hukum yang adil
sebenarnya merupakan bentuk hak konstitusi darkamahh konstitusi terhadap rumusan
praperadilan dalam asas cepat. Pada putusan Mahk&mnatitusi Nomor 65/PUU-1X/2011
maka demi hukum tidak ada lagi upaya hukum apatasytusan Praperadilan tentang sah

tidaknya penghentian penyidikan maupun penuntutan.

a. Upaya Hukum Praperadilan Pasca PERM A Nomor 4 Tahun 2016
Upaya hukum setelah masih bisa dilakukan lagi pgadga hukum luar biasa yaitu

Peninjauan kembali, karena dalam proses upajam banding serta kasasi perkara
11



terbanding meskipun telah diputus, tetapi belum peoleh kekuatan hukum tetap. Maka

dari itu guna meninjau kembali perkara yang akauotdis serta demi mendapatkan kekuatan
hukm tetap, diadakan lah proses Peninjauan Kemdakan yang digunakan sebagai dasar
pertimbangan karena belum dapat dipastikan secarik dalam pemeriksaaannya, namun

demikian dalam proses peninjauan kembali digunatasan pertimbangan hukum dalam

menentukan putusan.

Alasan dasar diajukannya upaya hukum peninjauanb&kmPada KUHAP
terhadap putusan Pengadilan yang berkuatan hukiap éelalah setelah perkara diputus
ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan ypada waktu perkara direriksa di
Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan. Adapi melihat pada asasnya, dalam hal
ini lazim ketika putusan yang dimohonkan upaya Inukpeninjauan kembali yang
memperoleh kekuatan hukum tetap, serta Hakim yasrgabgkutan terdapat kekeliruan
yang nyata. Permohonan peninjauan kembali putusakam yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dapat diajukan, apabila potdsdasarkan pada suatu kebohongan
atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui peakga berdasarkan bukti-bukti yang
dinyatakan palsu, serta ditemukan surat-surat byétig besifat mementukan waktu
perkaranya, jika telah dikabulkan suatu hal yangkidituntut atau lebih daripada yang
dituntut, mengenai suatu bagian tuntutan belum tdgupada tingkatannya pengadilan
bertentangan dengan lain, adanya kesalahan yata nya

Peninjauan kembali yang dimintakan kepada Mahkaaging setelah semua
upaya hukum biasa telah tertutup untuk dilakukasa ldimintakan peninjauan kembali
terhadap semua pengadilan negeri, pengadilan ftinggipun Mahkamah Agung. Namun
demikian pula terhadap putusannya dapat diajukaayaupukum Peninjauan kembali,
setelah putusan Mahkamah Agung tesebut telah merapkekuatan hukum tetap. Dalam
hal ini, mempunyai kekuatan hukum tetap beraréhtelibacakan putusan pengadilan. Pada
vonis terhadap terdakwa didepan sidang terbuk&uwmuwm, dan ditandai pula dengan telah
diberitahukannya secara dah putusan pengadilagbtdrkepada terdakwa. Maka pada saat
berjalannya proses pengajuan Peninjauan Kembak,tbehadap putusannya tidak dapat
diajukan lagi apabila putusan pengadilan menyatdiaas \rijspraak) dan lepas dari
segala tuntutarofslag rehts vervolging

Alasan dapat diajukannya suatau upaya hukum Peaimj&embali ketika sudah
ditemukan bukti barunpvun), keadaaan inilah yang menjadi dasar landasankaianya
peninjauan kembali yang mempunyai sifat dan kumlilaenjadi dugaan yang kuat.
Sebagaimana jika keadaan tersebut diketahui isandikaan pada waktu persidangan, bisa
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menjadi alasan untuk menjatuhkan putusan bebasseégdla tuntutan hukum. Ketika
keadaan baru telah diketahui pada waktu persidarggma putusan yang menyatakan
kepada tuntutannya tidak dapat diterima maupun tddpadikan sebagai penerapan
ketentuan pidana tersebut. Secara undang-undakgniednyebutkan yang lebih diutamakan
antara pihak-pihak yang mengajukan peninjauan kenkiaaena peninjauan kembali bukan
hak subtitusi. Pada intinya putusan praperadildratiap upaya hukum peninjauan kembali
dalam perkaranya, karena pemohon mengajukan peamjaembali serta permohonan
terhadap putusan pengadilan yang belum berkekbataurm tetap. Permohonan peninjauan
kembali dinyatakan ditolak ketika Mahkamah Agungpeedapat bahwa permohonan
upaya hukum peninjauan kembali diajukan oleh pemaglang tidak beralasan. Disebabkan
permohonan peninjauan kembali tidak didukung fakt@a keadaan yang merupakan alasan,
maka menjadi dasar permohonan peninjauan kemtegjitubpula disebabkan pada alasan
permohonan peninjauan kembali itulah yang tidaki@ealasan-alasan yang mempunyai
fakta hukum.

Pada putusan yang menyatakan permohonan itu dkabwa peninjauan
kembali, ketika permohonan pada Mahkamah Agung meearxan alasan-alasan
permohonan peninjauan kembali, maka Mahakamah Agkam membatalkan putusan
yang sudah dimohonkan peninjauan kembali, kemudiameriksa dan memutus sendiri
perkaranya. Di dalam KUHAP juga mengatur yang ddggtipa putusan bebas, putusan
lepas dari segala tuntutan hukum, menolak tuntjgksa jika alasan-alasan permohonan
dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Dan jika alasampbonan tidak dibenarkan maka
permintaan peninjauan kembali akan ditolak oleh kdatah Agung. Dengan adanya
permintaan banding, segala sesutau tentang pegtaedbut beralih menjadi tanggung jawab
Pengadilan Tinggi khususnya banding. Dalam penalitteenggung jawab tersebut sejak
permintaan banding diajukan serta sepanjang peaamnbanding tersebut tidak dicabut
kembali baik secara bentuk barang bukti, penahgaag beralihpun menjadi tanggung
jawab Peradilan tingkat banding.

Maka adanya akibat hukum yang timbul karena pesaamt banding itu,
menyebabkan hilangnya hak untuk eksekusi putusien,ada permintaan banding pada
putusan yang menjadi tidak bisa diterima. Permohdmanding yang dilekatkan dengan

memori banding tidak bisa menghalangi pemadhks perkara pada tingkat banding.
13
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Meskipun pada pemeriksaan tingkat banding tida&lsdkrikat pada isi memori banding
tersebut, maka berwenanglah untuk yang mengesakgpingermohonannya. Namun
demikian, berdasarkan pada Putusan Mahkamah Kasigibmor 65/PUU-1X/2011 sudah
menghapus hak banding pada Penyidik maupun Penuntuin sebagaimana dimaksud
dalam pasal 83 ayat (2) KUHAP sehingga terhadapsput praperadilan tidak dapat dapat
lagi dimintakan upya hukum banding. Kembali lagperti sudah dijelaskan pada PERMA
Nomor 4 Tahun 2016, pada pasal 1 menyebutkan,ysarayang mengatur tentang larangan
pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan adifsn. Terdapat juga sebuah makna
yang berlaku bagi warga negara yang menuntut gagiiakibat kriminalisasi serta kepada
korban yang salah tangkap lewat mekanisme gugatpeadilan yang bilamana ada hal
baru dilakukan rehabilitasi setelah dirinya dinkarakorban kriminalisasi. Pasal 3 PERMA
Nomor 4 tahun 2016:

(1)Putusan Praperadilan tidak dapat diajukan panar kembali.

(2)Permohonan peninjauan kembali terhadap prapemadiinyatakan dapat
diterima dengan penetapan ketua Pengadilan Negaribdrkas perkara tidak
dikirim ke Mahkamah Agung.

(3)Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimaraksiid pada ayat (1) tidak
dapat diajukan upaya hukum.

Pasal 4 PERMA Nomor 4 tahun 2016:

(1)Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan penggweertinggi terhadap
penyelengaraan peradilan di semua lingkungan paradialam menjalankan
kekuasaan kehakiman, termasuk Praperadilan.

(2)Wewenang Mahkamah Agung dalam menjalankan fupgisawasan terhadap
Praperadilan meliputi:

a. mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hdkiam menjalankan tugas
Praperadilan.

b. meminta keterangan tentang teknis pemeriksagpeRadilan;dan

c. memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yipgndang perlu terhadap
putusan Praperadilan yang meyimpang secara fundalnen

Selanjutnya akan sedikit menarik pada penjelasatasli ketika Hakim memutus

tak lagi bersifat yang memberi rasa aman pada ryang kerap disalahgunakan bisa jadi
secara putusan itu sendiri, karena jika diputusig@gan mengatas namakan institusinya
sehingga menjadi produk hukum dari institusi ittnde, maka memang tidak bisa

dibatalkan. Jadi menghindarkan sikap semena-meda piaktik peradilan, karena dapat
dikenakan sanksi dari Mahkamah Agung selaku penleglkm dengan membawa etia para
mejelisnya.  Akan tetapi berkenaan dengan itu tdéggadi kejanggalan sebagaimana
PERMA tersebut disamakan dengan Undang-undiaigm KUHAP, dalam Pasal 5

PERMA Nomor 4 Tahun 2016 yakni dinyatakan bahwahahlyang diatur secara khusus
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dalam peraturan ini, tetap diberlakukan ketentuakum acara pidana yang berlaku.
Kemudian, pada Pasal 6 PERMA Nomor 4 Tahun 2016atikan bahwa dengan

berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini, SEMA Nomortahun 2014 tentang

pemberlakuan hasil pleno kamar Mahkamah Agung seh@@fdoman pelaksanaan tugas
bagi pengadilan, khususnya mengenai peninjauan derdrhadap putusan Praperadilan
dalam hal ditemukan indikasi penyelundupan hukuogliit dan dinyatakan tidak berlaku.
Dan pada Pasal 7 PERMA Nomor 4 tahun 2016 dinyatBleaturan Mahkamah Agung ini

mulai beralaku pada tanggal diundangkan.

Dari PERMA ini terdapat permasalahan tentang laaangaya hukum Peninjauan
Kembali atau PK atas putusan Praperadilan. Berkasd@tasal 83 ayat (1) KUHAP, putusan
Praperadilan tidak dapat diajukan ke PengadilaggiirPutusan yang hanya dapat diajukan
putusan akhir nya ke Pengadilan Tinggi, bisa dis@ga upaya hukum Banding, yang
diatur pada Pasal 83 ayat (2) KUHAP, adalah putyaag terkait sah tidaknya penghentian
penyidikan atau penuntutan. Setelah Mahkamah Kasstnengeluarkan Putusan nomor
65/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa Pasal 83 @yaKUHAP bertentangan dengan
konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum memgjksehingga dapat suatu kesimpulan
bahwa seluruh putusan Praperadilan itu sudah tdiglat lagi diajukan upaya hukum
banding ke Pengadilan Tinggi.

Mengingat penjelasan sebelumnya, Mahkamah Agunghsotemutuskan bahwa
putusan Praperadilan dapat diajukan Peninjauan Kkndengan alasan bahwa masih
terdapat penyeundupan hukum. Akan tetapi pada ratuma lalu pada kelanjutannya
PERMA ini seolah-olah dianulir bahwa alasannyadped perbedaan penafsiran mengenai
penyelundupan hukum ini. Maka atas ketentuan-kedentersebut, dapat disimpulkan
bahwa putusan Praperadilan tidak dapat diajukaryaupakum lagi. Alasan Mahkamah
Agung mengeluarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentlrgngan bagi putusan
praperadilan dilakukan upaya hukum banding, kasasijpun peninjauan kembali. Karena
sudah memenuhi unsur keadilan bagi masyarakatukhya PERMA ketika terjadi ketidak
adilan maka masyarakat akan tetap mencari keaditaka dari itu dibutuhkan kepastian
hukum. Begitu juga Mahkamah Konstitusi secara t@rsarta bersifat final dan mengikat.
Namun demikian, bahwa Mahkamah memiliki tatanaarkinya yang urutannya dari bawah
yaitu Pengadilan tingkat pertama adalah PengadNigeri, kemudian Pengadilan Tinggi
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hingga yang tertinggi yaitu Mahkamah Agung.

Maka dari itu pada masyarkat pencari keadilan mesidapaya hukum bagi mereka
yang merasa tidak puas serta merasa dirugikan miassan yang dikeluarkan oleh
Pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negemudian dapat mengajukan upaya
hukum banding ke Pengadilan Tinggi dan sampai pianigkat Mahkamah Agung.
Kemudian Pengadilan yang berada di Mahkamah Agargglbut dimaksudkan bilamana
ada kesalahan atas putusan yang dikeluarkan ok liengkat pertama dapat dikoreksi
oleh pengadilan yang lebih tinggi pada proses upakam. Mahkamah Agung menyatakan
melarang putusan Praperadilan dilakukan upaya huyjamng merupakan suatu tindakan
yang membatasi upaya hukum tersebut. Kemudian nréegdean langkah Mahkamah
Agung yang mencoba menjadikan putusan yang adawdattnya akan jadi suatu putusan
yang sifatnya berakhir dan mengikat seperti putddahkamah Konstitusi. Tapi tetap pada
konsekuensinya bahwa Praperadilan dilakukan olekimhaunggal. Memungkinkan
kesalahan yang dilakukan oleh hakim bisa sajadiel{arena tidak ada hakim anggota yang
membantu memeriksa, megadili, serta memutus obyakpgradilan. Bahkan dalam
beberapa kesalahan yang biasa salah satunya didehgan istilaherror in person
Praperadilan adalah suatu hal yang wajar dan takaail yang harus ditakuti selama proses
penyidikan ketika ada upaya paksa yang dilakukataesdirkan kepada aturan dalam
KUHAP. Tidak semuanya praperadilan itu dimenanghi@h tersangka yang mana adalah
pihak yang mengajukan. Melalui proses persidangaland pemeriksaan Praperadilan
pastinya akan ada pertimbangan berdasarkan faktarhu

KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan

Akibat hukum terhadap obyek Praperadilan Pascantikrya PERMA Nomor 4
tahun 2016, telah ditemukan kaidah hukum baru, balpenetapan tersangka, penyitaan dan
penggeledahan” juga termasuk sebagai obyek Prajaera8elaras dengan perluasan Obyek
Praperadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi N&a@PUU-XI1/2014. Ditentukannya
tidak ada upaya hukum kembali atas putusan prajenrakbagaimana diatur dalam PERMA
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kenfutusan Praperadilan, pada

dasarnya untuk menghindarkan persidangan Prapamagihg berlarut-larut.

2. Saran

Dengan demikian rekomendasi yang ditawarkan adedddat hukum terhadap obyek
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Praperadilan pasca PERMA No 4 tahun 2016, inilatgy@arus menjadi dasar hukum dalam
menetapkan status tersangka pada sesorang, kaegandaturan yang berkepastian hukum.
Maka dari itu dengan adanya peraturan yang finalndangikat pada proses Praperadilan akan
menjadi jaminan keadilan bagi para pencari keadfatain itu upaya hukum terhadap Putusan
Praperadilan tentang larangan Peninjauan KembailsBao Praperadilan, dengan adanya aturan
ini maka kedepan yang harus menjadi dasar hukunmhpiaperadilan, agar tidak berlarut-

larut upaya hukum dalam pemeriksaan praperadilan.
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PERLINDUNGAN HUKUM
PEMEGANG JAMINAN KEBENDAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUS NOMOR 67/PUU-X1/2013

Bintang Aulia Hutama, Tri Sadini Prasatinah Usanti_

bintangauliahutama@agmail.com

Universitas Airlangga

Abstract

There is an adagium that the material guarantedgédrohave an absolute right to be enforced

when juxtaposed with individual guarantees hold@cision of the Constitutional Court number

67 / PUU-XII / 2013 laid down the payment of wagésvorkers should take precedence of
payment when juxtaposed with the payment of crad#eparatis and state claim rights. Based
on the decision of the Constitutional Court abavesan be concluded that material rights are
not always absolute. It is a big question about éxétence of a material right that can be
upheld when compared to individual guarantor hotder

Keyword : Material Guarantees Holder, Constitutional Coldecision, labor wages

Abstrak

Terdapat suatadagiumbahwa pemegang jaminan kebendaan memiliki hak yamipk dapat

ditegakkan apabila disandingkan dengan pemeganmaanperorangan. Putusan mahkamah
konstitusi nomor 67/PUU-XII/2013 meletakkan pembiagaupah buruh harus didahulukan
pembayarannya apabila disandingkan dengan pembayaeaitor separatis dan hak tagih
Negara. Berdasarkan putusan mahkamah konstitusatadi, dapat disimpulkan bahwa hak
kebendaan tidak selalu bersifat mutlak. Menjadigmgaan besar tentang eksisteadagaium

hak kebendaan yang dapat ditegakkan bila dibandmdkngan pemegang jaminan perorangan.

Kata Kunci : Pemegang Jaminan Kebendaan, Putusan MahkamalhtisingJpah Buruh.
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PENDAHULUAN

Terdapat suatiadagiunt bahwa pemegang jaminan kebendaan memiliki yerig
mutlak dapat ditegakkan apabila disandingkan demm@@negang jaminan perorangaBapat
ditegakkan, dalam hal ini adalah mendapatkan pasisil untuk dilakukan pembayaran atau
pelunasan utangnya. Hal ini sesuai dengandgpet Trisadini Prasastinah Usanti dalam
bukunya: “perjanjian jaminan kebendaan melahirkak kebendaan yang bersifat mutlak dalam
arti dapat dipertahankan terhadap siapapun ja§aitu keadaan bahwa hak perorangan dan hak
pemegangrevelegdebih kuat apabila dibandingkan dengan hak kebengang dimiliki oleh
pemegang jaminan kebendaan. Hal ini dilihat derigdoerapa contoh kasus di Indonesia, bahwa
pemegang jaminan kebendaan tidak dapat menegakdamydn karena terdapat hal-hal lain,
seperti dalam kasus korupsi, dalam perburuhan damdkasus illegal logging.

Penelitian ini berfokus pada kasus perburulbendasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 67/PUU-X1/2013. Salah satu patsbhm Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan (untuk selanjutnyabdisUndang-Undang Nomor 13 Tahun
2003) yaitu Pasal 95 ayat (4) menyatakan; “Dalarh geausahaan dinyatakan pailit atau
dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undarygag berlaku, maka upah dan hak-hak
lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yangrdithkan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 95
ayat (4) di atas, yang menyatakan bahwa upah difhdla lainnya dari para pekerja/buruh
merupakan utang yang “didahulukan” pembayarannya.

Berdasarkan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Non®rTahun 2003 yang
menempatkan hak-hak pekerja harus “didahulukakan tetapi dalam praktik ditempatkan
dalam posisi setelah pemenuhan hak negara dankpati#or separatis, menimbulkan adanya

ketidakpastian hukum dalam penerapan Pasal 95 (dydvndang-Undang Nomor 13 Tahun

1 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (untuk setamjudisebut KBBI) adagium adalah pepatah;
peribahasasebuah -- Latin menyatakan “Ubi societas ibi justic artinya di mana ada masyarakat dan kehidupan
di sana ada hukum (keadilan).

2 J. Andy HartantoHukum Jaminan Dan KepailitahaksBang Justisia, Surabaya, 2015, hal. 35.

3 Trisadini Prasastinah Usanti, dkBuku Referensi Hukum Perbankan Hukum JamirR@vka Petra

Media, Jakarta, 2016, hal. 17.
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2003. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/PUUXI2 mendudukan pembayaran upah
buruh harus didahulukan dari kreditor separatishddntagih Negara.

Dari pemaparan mengenai putusan mahkamah konstlituatas, dapat disimpulkan
bahwa hak kebendaan tidak selalu bersifat mutladmedgang jaminan kebendaan yang
semestinya menjadi prioritas utama dalam hal pearbayutang tidak menempati posisinya.
Sesuai dengan asdsoit de preference/ang dianut dalam Pasal 1133 BW seharusnya pihak
yang memiliki jaminan kebendaan mendapatkan peamésrlebih dahulu. Berdasarkan uraian
latar belakang masalah tersebut di atas maka dapatuskan permasalahan sebagai berikut (1)
Ratio decidendputusan mahkamah konstitusi yang mendudukkan pergggminan kebendaan
tidak dapat menegakkan haknya dan (2) Kedudukaorhygemegang jaminan kebendaan pasca
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-X1/2013.

1. Tujuan Penditian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa ratigidedalam putusan Mahkamah
Konstitusi yang mendudukkan pemegang jaminan kei@ndehingga tidak dapat menegakkan
haknya serta untuk menganalisa perlindungan hukamkdédudukan hukum pemegang jaminan
kebendaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No#BU&-X1/2013.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusiriteodalam rangka pengembangan
cakrawala pemahaman dan pendalaman pengetahuarmaengrjadinya peristiwa bahwa hak
kebendaan tidak selalu bersifat mutlak, terjedativering hak kebendaan apabila dihadapkan
dengan hak hak perorangan tertentu. Secara prdids| penelitian ini diharapkan dapat
memberikan pengetahuan dalam melakukan transakgmiman di Indonesia. Masyarakat baik
kreditor dan debitor nantinya dengan hasil pemalitini diharapkan dapat mengetahui
perlindungan hukum yang tepat dan dapat merekdgbedalam suatu akta dalam hal terjadi
melemahnya hak kebendaan. Bagi perusahaan pembialma perbankan, diharapkan dari

penelitian ini dapat memberikan sebuah pengerdemana hak kebendaan tidak selalu bersifat
20
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mutlak. Ketika dihadapkan beberapa hal tertentuanzdan terjadi suatu pergeseran kedudukan

perusahaan pembiayaan dan perbankan sebagai kidalam hal ini kreditopreference

3. Metode Pendlitian

Tipe Penelitian yang digunakan adalahidygir normatif yaitu penelitian yang
difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaid@u aorma-norma dalam hukum positif
yang berlaku dan berhuungan dengan perlindungdinm pemegang jaminan kebendaan
kebendaan pasca putusan mahkamah konstitusi nofi®UB-XI1/2013. Pendekatan yang
digunakan yaitu : Pendekatan perundang-undansgf@tut{e approach Pendekatan konseptual
(conseptual approaghdan Pendekatan kasusage approachyaitu berasal dari peraturan
perundang-undangan dan putusan mahkamah konsidosir 67/PUU-XI1/2013 serta peraturan
lainnya yang terkait dengan pemegang jaminan kefzndian perburuhan, dan bahan bahan
hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum, jusiaipsi, tesis, disertasi, berita internet
yang relevan dengan objek penelitian. Sehinggatdapadukung, membantu, melengkapi, dan
membahas masalah-masalah yang timbul dalam peaneii. Prosedur pengumpulan bahan
hukum yang digunakan oleh penulis adalah dengaa cencari dan mengumpulkan bahan

hukum yang terkait dengan permasalahan yang dilzdiam tesis ini.

PEMBAHASAN

1. Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitus yang Mendudukkan Pemegang

Jaminan Kebendaan Tidak dapat M enegakkan Haknya

Adapun duduk perkara dalam putusan Mahkamah Karsstiyakni:

(i) Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 TaB003 Tentang Ketenagakerjaan
bertentangan dengan pasal 28d ayat Whpang-Undang Dasar 1945 karena
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bakege:

(i) Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 TalR®®3 Tentang Ketenagakerjaan

Bertentangan Dengan Pasal 28d (2) Undang-UndangrO45 karena berpotens
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menimbulkan pelanggaran hak pekerja untuk memplerperlakuan yang adil dan

layak secara hukum

1.1 Kagjian Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitust Nomor 67/PUU-X1/2013

Hakim melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nom&7/PUU-X1/2013
didasarkan dengan beberapa pertimbangan hukunratiawecidendi
1. Aspek subjek hukum yang melakukan perjanjian

Pertimbangan hakim dalam putusan ini melihahwa dalam aspek subjek
hukum, perjanjian gadai, hipotik, dan fidusia separjanjian tanggungan lainnya,
merupakan perjanjian yang dilakukan oleh ekibhukum, yaitu pengusaha dan
pemodal, yang secara sosial ekonomis para pihakliat dapat dikonstruksikan sama.
Terlebih lagi pemodal, yang boleh jadi adalah psaga juga. Sebaliknya, perjanjian
kerja merupakan perjanjian yang dilakukan oleh skbpjukum yang berbeda, yaitu
pengusaha dan pekerja/buruh. Pengusaha daerj@bkiruh, secara sosial ekonomis

tidaklah sejajar.

2. Aspek objek perjanjian

Bahwa dalam aspek objek, perjanjian gadai, hipofitusia, dan perjanjian
tanggungan lainnya yang menjadi objeknya adalalpgrto Sementara itu, perjanjian
kerja yang menjadi objeknya adalah tenaga ataurdkstglan (jasa) dengan imbalan
jasa dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan daisap bagi diri dan keluarga
pekerja/buruh, sehingga antara keduanya dalam aspekemiliki perbedaan yang
mendasar, yaitu properti dan manusia.
3. Aspek risiko

Bahwa dalam aspek risiko, bagi pengusaha risikoupean bagian dari hal

yang wajar dalam pengelolaan usahanydainsekeuntungan dan/atau kerugian.
Sementara itu, bagi pekerja/buruh upah merupakemaauntuk memenuhi kebutuhan
hidup bagi diri dan keluarganya, sehingga menjadiak tepat manakala upah

pekerja/buruh tersebut menduduki peringkat yétgh rendah dari pada pengusaha
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dalam hal ini kreditor. Untuk memperjelas painasan kajian putusan Mahkamah

Kosntitusi pada bab ini maka penulis akan membajadi sub subbab.

1.2Hak Publik dan Hak Privat Dalam Putusan M ahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-
X1/2013

Majelis Hakim dalam dalam proses pertimbangan daalisis permohonan para
pemohon secara eksplisit (tersirat) meletakkan bakuh sebagai hak yang harus
didahulukan (hak publik) dari hak mendahuiteditor preference(hak privat). Perlu
dijelaskan terlebih dahulu mengenai pembedaan haklip dan hak privat serta
penggolannya bagi buruh maupkieditor preference

Hak publik merupakan hak yang lahir dari hukum pbHal ini selaras dengan
pendapat Soeroso, ia memisalkan hak publik adaédhblangsa atau kemerdekaan dan
kedaulatan seperti yang tersebut dalam UUD 194%lPaayat (2) dan hak pemerintah
untuk memungut pajak dari rakyatnyadukum Publik adalah hukum yang mengatur
hubungan antara warga negara dengan negara balsédat perlengkapan negara.

Sedangkan hak privat merupakan hak yang ldaimi hukum privat. Hal ini
sejalan dengan pendapat Soeroso, dimana ia memsdlathwa hak privat merupakan
hak yang lahir dari Hak atas kekayaan, yakni hakgydapat dihargai dengan uarap (
geld waardeerbare rechtgryang terdiri dari hak kebendaamakelijke rechtendan hak
atas benda immateriatgchten op immaterieele goerdejenTerakhir, hak privat juga
dapat timbul dari hak kebendaan dan hak atas beneahaterial. Dari penjelasan tersebut
diatas dapat dikatakan bahwa hak kebendaamupakan hak privat. Hak kebendaan

merupakan hak yang timbul akibat adanya sebualampén kebendaan. Hal ini sejalan

4R. SoerosoPengantar llmu Hukuglakarta, Sinar Grafika, 2001, Hal 280.,

5 https://apaperbedaan.com/hukum-publik-dan-hukuwepriterakhir diakse pada tanggal 16 Desember
2017 Pukul 10.00 WIB

6 SoerosoQp.Cit,Hal. 285.
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dengan pendapat Trisadini, bahwa hak yang dilahidkari perjanjian kebendaan adalah
hak kebendaan.

Majelis Hakim dalam putusannya meletakkan hak buratus lebih diutamakan
dalam pembayaran apabila dibandingkan dengan pamdraytang Kreditor Separatis.
Kedua peraturan perundang undangan yang mengagagemai buruh maupun kreditor
separatis meletakkan keduanya pada posisi untakwkbn pembayaran terlebih dahulu.
Terjadi perbenturan hak, antara hak bdrylang bersifat publik dengan hak kreditor
separatis yang bersifat privat. Hal vital yang lsamenjadi perhatian pemerintah adalah
perlindungan hukum terhadap pembayaran upatuhbuJadi atas apa yang telah
diuraikan di atas maka apabila dibandingkan derfgdakreditor separatis yang bersifat

privat, hak buruh yang sudah sepantasnya didahnluka

1.3Keadilan Distributif dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI1/2013
Mejelis hakim dalam pertimbangannya hanya melihaub sebagai pihak yang
harus dilindungi haknya apabila disandingkaenghn kreditor separatis. Layaknya
sebuah alat, maka hukum sudah sepantasnya memijian. Gustav RadBruch dalam
Satjipto Rahardjpmengemukakan 3 tujuan hukum, yakni kepastian, kaadian kegunaan.
Ketiganya tidak mungkin berjalan secara beriringdetika salah satu dari tujuan hukum
dikedepankan maka yang lain akan tergeser. Hakjalan dengan pendapat sidharta :

Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksioldgidalam hukum. Wacana filsafat
hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-dkeduanya merupakan
antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebggaicarian atas keadilan yang
berkepastian atau kepastian yang berkeadfilan.

Pertama, mengenai kepastian Hukum, dengan adamysa@uMahkamah Konstitusi
Nomor 67/PUU-X1/2013, maka norma yang tadinya kafalam hal ini Pasal 95 ayat (4)

7 Trisadini Prasastinah Usan®p.Cit, Hal. 17.,

8Hak buruh berdasarkan Pasal 1149 BW dikaterigoriemagai hak prevelege yang harus didahulukan
pembayarannya.

9 Satjipto Raharjollmu Hukum Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal 19.

10 Sidharta,Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, BuRgmpai Komisi Yudisial, Putusan
Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Keraatdin Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010
Hal. 3
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) menjadi jeladam hal ini tercapailah tujuan
hukum yang pertama.

Kedua mengenai, keadilan hukum, Karakteristik ni@adilan Putusan Mahkamah
Konstitusi yang tercermin hanya sebatas kaadiprosedural dan substanstif tanpa
mengindahkan keadilan distributif. Selanjutnya,ngenai keadilan distributif, Thomas
Aquinas (dalam Agus Yudha Hernoko) mengemukakanvbah

Keadilan “distributif” pada dasarnya merupakan pgerghatan terhadap person

manusia &cceptio personaruindan keluruhannya. Dalam keadilan distributif,

keadilan dan kepatutarequity) tidak tercapai semata mata dengan penetapan
nilai yang aktual melainkan juga atas dasar kesanaaara satu hal dengan hal
yang lainnyat!

Mengacu pada teori keadilan distributif yang dikd&akan oleh Thomas Aquinas
tersebut di atas, maka terdapat poin penting yaayatddiambil yakni “imbalan yang
sama rata diberikan atas pencapaian yang sama Reakliti sepakat dengan putusan
hakim yang meletakkan hak buruh harus letikedepankan dari pada hak kreditor
separatis. Namun berdasarkan teori keadilan digtfjbpara pihak baik buruh maupun
kreditor separatis telah melakukan pencapaiang sama rata. Dari sudut pandang
kreditor separatis, ia telah mengucurkan sigbmdana dengan sebuah jaminan.
Sedangkan dari sudut pandang buruh, talah melakukan kewajibannya yakni
melakukan suatu pekerjaan dengan tenagamjaka kedua belah pihak harus
mendapatkan keadilan. Hakim Mahkamah Konstitusndaknya juga memperhatikan
fakta tersebut di atas.

Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa tujugam yang kedua yakni
keadilan, tidak tercapai. Dalam hal ini ktedi separatis tidak lagi menjadi subjek
hukum yang mendapatkan pembayaran terlebih dafedihat bahwa kepastian hukum

dan keadilan hukum tidak dapat berjalan beriringan.

1.4 Penafsiran dalam putusan M ahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-X1/2013

11 Agus Yudha HernokoHukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam KakrKomersial,Prenada
Media Group, Jakarta, 2014, Hal. 49.
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Hakim selalu berhadapan pada peristiwa konkretflkoatau kasus yang harus
diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk péwlu proses untuk menggali dan
menemukan hukumnya. Namun penemuan hukum tersethak serta merta dapat
dilakukan dengan mudah, Ahmad Rifai dalam bukungaegaskan bahwa:

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskaatusyperkara yang
dihadapkan kepadanya, pertama-tama harusiggeu@akan hukum tertulis
terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undandgatapi kalau peraturan
perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukwu aidak tepat dengan
permasalahan dalam suatu perkara, maka barulahmhakian mencari dan
menemukan sendiri hukumnya dari sumber-suntigtum yang lain seperti
yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atauumukidak tertulist?

Terdapat beberapa pendapat mengenai metode penehukam ini dengan
mendasarkan pada pandangan masing-masing paraSatdikno Mertokusumo dalam
bukunya membedakan metode penemuan hukum mengadi taitu metode interpretasi
(penafsiran hukum), metode argumentasi, dan metdposisi (kontruksi hukumn}

Salah satu metode penemuan hukum adalah penaf$terafsiran hukum yang
kental terasa dalam putusan Mahkamah Konstitusi dto®i7/PUU-X1/2013 adalah
penafsiran secara sistematis.

Mengenai Penafsiran Sistematis, Sudikno Merakuwo mendefinisikan
penafsiran sistematis yakni menafsirkan apgan perundang-undangan dengan
menghubungkan dengan peraturan hukum atau undashpagnlain atau keseluruhan
sistem hukum, menafisrkan undang-undang tidak bohemyimpang atau keluar dari
sistem perundang-undangan atau sistem huKulebih lanjut Soeroso mengemukakan
bahwa penafsiran sistematis adalah suatu penafgaag menghubungkan pasal yang
satu dengan pasal-pasal yang lain dalam spataturan perundang undangan yang

bersangkutan atau pada peraturan perundang-undéaigaga?l®

12 Ahmad Rifai,Penemuan Hukum Oleh Haki®inar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 25.
13 Sudikno MertokusumaQp.Cit, hal. 56.

14 |bid, Hal. 58.

% R. SoerosoQp.Cit, Hal 102.,
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Penafsiran sistematis dalam Putusan Mahkamah KaosistNomor 67/PUU-
X1/2013 tercermin dari pertimbangan hakim, yakni :

a. Bahwa berdasarkan Pembukaan UUD 1945, tujuaaraegi dibentuk, antara
lain, adalah untuk melindungi segenap bangsa Inglangan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahterammul[vide Pembukaan
UUD 1945 alinea keempat]. Pasal-pasal UUDRIS19nengatur lebih lanjut
tujuan tersebut, yaitu menentukan secara Kosginal hak setiap orang
untuk hidup serta hak mempertahankan hidup dandkelinnya [vide Pasal
28A] dan hak untuk bekerja serta mendapat imbakam gerlakuan yang adil
dan layak dalam hubungan kerja [vide Pasal 28D &dtserta menentukan
secara konstitusional bahwa hak untuk hidup danumaigk tidak disiksa, hak
kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan hati nuraak, beragama, hak untuk
tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribddihadapan hukum, dan
hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum gyderlaku surut, adalah hak
asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalamdaadpa pun.

b. Bahwa politik hukum pembentukan UU 13/20@8alah sebagai bagian
integral dari pembangunan nasional berdasarkamcdsila dan UUD 1945,
yang secara khusus terkait ketenagakerjaanialadantuk meningkatkan
harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja sewaujudkan masyarakat
sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materdupun spiritual.

Dalam hal ini hakim menafsirkan peraturperundang-undangan dengan
menghubungkan dengan peraturan hukum atau undasepagnlain atau keseluruhan
sistem hukum, yakni UUD 1945 dan politik hukum dang-Undang Nomor 13 Tahun
2003. Indonesia sebagai penganut paham negaraakésgan seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya, harus mewujudkan kesejadmetaagi rakyatnya. Termasuk
didalamnya buruh dan kreditor separatis. Berbicasmgenai buruh maka menyangkut
hajat hidup buruh yang berjumlah lebih daatu. Berbeda halnya dengan kreditor
separatis yang mayoritas merupakan perusahaan ggaan, perbankan dan lain lain.
Sehingga dari beberapa pertimbangan hukunatds, hakim meletakkan hak buruh

dalam pembayaran upah lebih didahulukan dari peariaayutang kreditor.

2. Kedudukan Hukum Pemegang Jaminan Kebendaan Pasca Putusan M ahkamah
Konstituss Nomor 67/PUU-X1/2013.
2.1 Akibat Hukum Putusan M ahkamah Konstitus 67/PUU-X1/2013
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-X1/2013tdag pengujian Pasal 95
ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dendaD W945 menimbulkan suatu akibat
hukum. Berikut beberapa akibat hukum putusan Malakakonstitusi Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 67/PUU-XI1/2013 :

a. Bergesernya kedudukan kreditor sebagai piaag farus didahulukan

Seperti dikatakan di awal bahwa terdapat sebuabiladayang menyatakan bahwa
pemegang jaminan kebendaan memiliki hak yang mutialpat ditegakkan apabila
disandingkan dengan pemegang jaminan peroraiigaal. ini perlu dijadikan sebuah koreksi
dimana bukan saja hak perorangan, dengan Putushkakiah Konstitusi maka Kreditor
preferencetak lagi menegakkan haknya terhadap buruh. Putbdainkamah Konstitusi
melektakkan kreditorpreference sebagai pihak atau subjek hukum yang pembayar
utangnya dilakukan apabila telah terjadi pembayapah kepada buruh.

b. Bergesernya Hak Tagih Negara dan PembayarateBeg

Salah satu amar putusan Mahkamah Konstitusi NondiP?lBJ-X1/2013 berbunyi
“pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didkhn atas semua jenis kreditur
termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagilakmlegara, kantor lelang, dan badan umum
yang dibentuk Pemerintah’..Dengan adanya, putusan tersebut di atas makdaeran
upah buruh lebih didahulukan daripada hak tagirareegan kantor lelang. Apabila disusun
menjadi sebuah urutan pembayaran dalam hal tey@agailit maka akan menjadi sebagai
berikut :

1. Upah buruh (Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUUZ2RI3)

2. Pajak, biaya lelang, biaya perkara (Pasal 11@8@n1Pasal 1149.1 BW)

3. Hak tagih terhadap negara dan badan badan hpkhlik (Pasal 1137 BW)

4. Biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelamdtamda (pasal 1139.4) jo.

Pasal 1150 BW)

16 J. Andy HartantoQp Cit, hal. 35.
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5. Penyewa diberikan hak istimewa terhadap hak gagapaikan (Pasal 1142
BW)

6. Piutang yang diistimewakan atas kapal (Pasal 316 Pasal 318
KUHDagang)

7. Kreditor pemegang jaminan kebendaan
c. Terjadi pengurangan hak kebendaan

Terdapat suatu keadaan dimana hak kebendaan yamgumgai ciri-ciri unggul
menjadi melemah dan menampakkan ciri-ciri hak @evgan’, hal ini disebutrelativering
hak kebendaan. Selain melemahnya hak kebendaaap&trgduatu keadaan dimana hak
perorangan yang mempunyai sifat relatif menjadi gnah dan menampakkan sifat-sifat hak
kebendaal, hal ini disebuverzakelijkinghak perorangan.

Konsepsi relativering hak kebendaan terjadi apgieidbenturan hak kebendaan dan
hak kebendaan. Hak kebendaan yang dimaksud adalakeibendaan benda bergerak yang
tak terdaftar. Hal ini sejalan dengan pentlapasadini dimana hak kebendaan benda
bergerak berbenturan dengan hak kebendaan bengerddemaka terjadielativering hak
kebendaan karena didukung adanya Pasal 1977°BW.

Konsepsi dari verzakelijking hak perorangan terjadi apabila perbenturan hak
perorangan dan hak perorangan. Hal ini sejalargaterpendapat Trisadini dimana hak
perorangan berbenturan dengan hak perorangan daladisi normal kedudukannya adalah
sama, akan tetapi jika didalamnya terdapat unsuoupéan melanggar hukum maka hak
perorangan menjadi menguat karena di dukung Pa8al BW?2°

Dari kedua konsep tersebut di atas, makargitepat apabila perbenturan hak
kebendaan yang dimiliki oleh pemegang jaminan keédan dengan hakrivelege yang
dimiliki oleh buruh dikategorikan sebagai telaring maupun verzakelijking. Terlihat

bahwa perbenturan hak yang terjadi adalah hak kislaenberbenturan dengan hakrelege

7 Trisadini Prasastinah Usan®p Cit, Hal. 27.,
18 |bid, Hal. 27,

% |bid, Hal. 33.,

20 |pid, Hal. 34
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Dalam hal ini terjadi pengurangan hak kebendaanngga pemegang jaminan
kebendaan tidak dapat menegakkan haknya. Pengurafgl kebendaan tercermin dari
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-X1/2018kn terdapat hak kebendaan yang
melemah. Melemah tidak menyebabkan posisinya samgath hak perorangan maupun hak
prevelege. Hanya saja apabila berbentudemgan pembayaran upah buruh maka
pembayaran kepada pemegang jaminan kebendaankgitaketelah upah buruh dibayarkan.
Selanjutnya mengenai, menguatnya hak perorangamhBaukan termasuk hak perorangan
karena berdasarkan Pasal 1149 BW, buruh dikatesgoskbagai hafirivelege Konsekuensi
ada pengurangan atau melemahnya hak #eben maka terdapat suatu peristiwva
menguatnya hak. Posisi buruh yang sebelumnya beddidavah hak pemegang jaminan
kebendaan, berubah menguat dan menunjukan hak dedoenBahkan dapat dikatakan

berubah menguat melebihi hak kebendaan.

2.2Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Jaminan Kebendaan Terkait
Relativering Hak Kebendaan.

Terdapat dua jenis perlindungan hukum, yakni pedimgan hukum prefentif dan
perlindungan hukum represif. Perlindungan hukunfiepitd merupakan perlindungan hukum
yang ada dan bersifat mencegah suatu peristiwvanmujang akan merugikan para pihak.
Dalam hal ini maka perlindungan hukum prefentif iblgditor separatis dapat dilakukan
dalam perjanjian terutama pada fase pra kontrakRaah pihak baik kreditor maupun debitor
harus memperhatikan baik kewajiban dan hak seswgiopsinya. Hal ini sejalan dengan
pendapat Agus Yudha Hernoko dimana asas pigpalitas merupakan asas yang
melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kemmajilara pihak sesuai proporsi atau
bagiannya dalam seluruh proses kontrakttial.

Pada fase pra kontraktual dimana dalam hal iniapggn atau akta dalam tahap
penyusununan sangat dimungkinkan untuk menambatan klausul.

Penambahan klasula asuransi dapat menjadi perfadumukum prefentif bagi

kreditor separatis. Hal ini sejalan dengamdapat Agus Yudha Hernoko, pencantuman
21 Agus Yudha HernokdQp.Cit, hal. 87.
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klausul asuransi merupakan sikap antisipatif bantuku meminimalisir potensi kerugian
bank maupun kerugian nasabah deBftoBentuk dari asuransi tersebut di atas adalah
asuransi kredit. Adapun objek pertanggungan padea@si kredit adalah risiko timbulnya
kerugian yang dialami oleh BankUmum/Lembaga PenalsiayKeuangan karena adanya
kredit macet dari debitid¥ Selanjutnya Risiko yang dapat dijamin padarasi kredit
adalah risiko yang timbul karena Debitur dinyatakiaam keadaan insolvent dan untuk itu
harus memenuhi salah satu dari hal-hal berikut :

a. Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negerigyderwenang;
b. Debitur dikenakan likuidasi berdasarkan keputusamgBdilan yang berwenang
dan untuk itu telah di tunjuk likuidatur.
c. Debitur, sepanjang bukan Badan Hukum ditempatkaaveah pengampuna.
Dalam hal ini ada sejumlah harga yang dibayarkata geerusahaan asuransi dalam
jangka waktu tertentu. Diharapkan, apabila nantiteymdi peristiwa seperti tersebut di atas,
mmaka perusahaan asuransi dapat mengganti kerygmandialami oleh pemegang jaminan

kebendaamang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya.

KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan

Ratio Decidendi dalam putusan Mahkamah Konstitesiiti dari 3 aspekPertama
aspek subjek hukumkedug Aspek objek perjanjian daKetiga, Aspek risiko. Terjadi
perubahan kedudukan pemegang jaminan kebentEx&ait relativering hak kebendaan
yang timbul akibat putusan Mahkamah Konstitd&imor 67/PUU-XI/2013. Pembayaran
upah buruh lebih didahulukan jika dibandingkan dengkreditor separatis. Bentuk
perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan kela@mndyakni dengan penambahan klausul

asuransi yang dapat menjamin risiko yang akan timbu

22 |bid, Hal. 202.,
2 bid.,
24 1bid.,
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2. Saran

Rekomendasi yang ditawarkan adalah Bagi pejabag yaerwenang, baik notaris
maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah, atas dasanintaan para pihak, penambahan
klausula mengenai penggantian objek jaminahekdaan merupakan salah satu klausul
yang harus diperhatikan. Hal ini merupakan saldh bantuk perlindungan hukum prefentif
bagi para pihak dalam perjanjian dalam hal kreditor. Sehingga apabila terjadi kasus
serupa, akta pejabat berwenang yang mencantumlasWkl tersebut menjadi perlindungan
bagi para pihak.
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TANGGUNG GUGAT RUMAH SAKIT BM DAN TIM DOKTER ATASTINDAKAN
PEMBIUSAN TOTAL DI PERGELANGAN TANGAN TN YANG BERAKIBAT SYARAF
JARINGAN TANGAN MATI DAN MEMBUSUK SEHINGGA DUA JARI HARUS
DIAMPUTASI

Stevie M aggie Santoso
StevieM aggiel23@gmail.com

Universitas Airlangga
Abstract

When a person needs a medical action the persdémgavilo the hospital or the doctor's office
to ask for help in handling the health constraihts is facing. But if such medical action
harms the patient for any mistakes, omissions ok laf prudence, then the need to provide
legal protection against the patient who loses tiedical treatment. The results of the study
show BM Hospital and the team of doctors accoumetablthe TN, because: BM Hospital is
legally responsible for all losses caused by neglge made by health personnel, ie doctors
working in the hospital, based on Article 46 the House Law Pain and Article 1367
KUHPer. The team of BM Hospital physicians is l&gaksponsible for providing four
injections of anesthesia that are not in accordamgth professional standards, standard
operating procedures, and not referring patientsotber doctors who have better skills or
abilities, pursuant to Article 51 of the Medicaldetice Law.

Keywords: Liability, Hospital, Medical Actions

Abstrak

Ketika seseorang memerlukan tindakan medis makagotersebut akan pergi ke Rumah
Sakit atau tempat praktek dokter untuk memintaop@rgan dalam menangani kendala
kesehatan yang sedang dihadapinya. Tetapi apaiizkan medis tersebut merugikan pasien
atas kesalahan, kelalaian atau kurangnya kehasifhatmaka perlunya memberikan

perlindungan hukum terhadap pasien yang mendapdtkangian dari tindakan medis

tersebut. Hasil penelitian menunjukan Rumah Sakit d&an tim dokter bertanggung gugat

terhadap TN, karena: Rumah Sakit BM bertanggunglmsecara hukum terhadap semua
kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dik&n oleh tenaga kesehatan yaitu tim
dokter yang bekerja di Rumah Sakit tersebut, bartas Pasal 46 UU Rumah Sakit dan
Pasal 1367 KUHPer. Tim dokter Rumah Sakit BM begtmmg jawab secara hukum karena
memberikan suntikan pembiusan sebanyak empat kalg yidak sesuai dengan standar
profesi, standar prosedur operasional, dan tidakujume pasien ke dokter lain yang

mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih Hmekjasarkan Pasal 51 UU Praktik
Kedokteran.

Kata Kunci: Tanggung Gugat, Rumah Sakit, Tindakan Medis
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PENDAHULUAN

Seorang pasien wanita berinisial TN berusia 37 rtadiduga menjadi korban
malpraktik di Rumah Sakit yang berinisial RumahiSBM di Bandung. Dugaan malpraktik
ini berawal dari operasi kuret yang dijalaninya 204lu. Saat itu TN mengalami keguguran
sehingga harus menjalani operasi kuret. Saat dpekas dimulai TN diberi empat kali
suntikan pembiusan, alasannya diberikan suntikarerk@at karena suntikan pembiusan
pertama hingga ketiga tidak berdampak apapun kepabaSetelah suntikan keempat TN
baru mulai tidak sadarkan diri. Operasi dilakukan 8erjalan lancar, namun saat mulai sadar
TN merasa sakit di bagian lengannya lalu tangamilyari boorwater. Khususnya di bagian
sekitar pergelangan tangan bekas lokasi suntikag kaempat, ketika TN masih mengeluh
kesakitan pada pergelangan tangannya, dokteah sakit BM memberikan keterangan
bahwa sakitnya pergelangan tangan hanya sebatksbefsan. Ketika TN menanyakan
mengenai penggunaan boorwater yang di kompreskata gangannya, Berdasarkan
keterangan yang dia dapat bahwa obat tersebut slildeding sejak 1999 lalu.

Sejak saat operasi itu telah selesai TN sering mkgaéan rasa sakit pada
pergelangan tangannya, TN melakukan kontrol unteknariksakan rasa sakitnya ke Rumah
Sakit BM. Oleh Rumah Sakit BM dirujuk ke Rumah $aknmanuel, Oleh dokter di
Immanuel diperiksa dan dokter kaget kenapa tangasangat dingin. Seiring berjalannya
waktu tangan kanannya semakin parah, sehingga p&adoruari 2017 jari telunjuk dan ibu
jari tangan sebelah kanan harus diamputasi, kayaraf jaringan tangan TN sudah mati dan
membusuk yang mengharuskan pihak Rumah Sakit Imehamengambil tindakan amputasi.

Atas kejadian tersebut TN melayangkan gugatan kepadnah Sakit BM melalui
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kotmluBg didampingi Himpunan
Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI), Jalan Mastrankaa Bandung, Selasa tanggal 4
April 2017. Sementara itu, Ketua himpunan HLKI FamTurmantara mengatakan sudah
mencoba membantu TN menyelesaikan masathpada 31 Maret 2017 dengan

dilakukannya mediasi yang dihadiri pihak Rumah Sdé&n TN, namun tidak menemui titik
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temu. Kemudian 1 April 2017 pihaknya juga mencolEmmdiasi agar masalahnya segera

selesai, namun pihak Rumah Sakit tidak datang.

1. Tujuan Pendlitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggguagat rumah sakit BM dan tim
dokter atas tindakan pembiusan total di pergelangagan TN yang berakibat syaraf jaringan

tangan mati dan membusuk sehingga dua jari haamspditasi.

2. Manfaat Pendlitian

Dari segi teoritik penelitian ini diharapkan dapmrmanfaat bagi pengembangan
ilmu hukum, khususnya hukum kenotariatan. Dari gegktis, diharapkan dapat dijadikan
sebagai pedoman bagi Pemerintah, Majelis Kehormdtdaris, Notaris dan aparat Penegak
Hukum serta warga masyarakat terhadap tanggund gugah sakit BM dan tim dokter atas
tindakan pembiusan total di pergelangan tangan @&hjg\berakibat syaraf jaringan tangan

mati dan membusuk sehingga dua jari harus diamiputas

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatigka metode yang digunakan
adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untekcari pemecahan atas isu hukum
yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akamapmhi kemudian adalah memberikan
preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas ikunhwyang diajukan.Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan perundang-undan@atute approacly pendekatan
konseptual onceptual approagh dan pendekatan histaftigstorical approachfMetode
analisis bahan hukum didasarkan pada bahan hukumemprberupa perundangan-
undangandikumpulkan dengan metode inventarisaskad@gorisasi. Bahan hukum sekunder
dikumpulkan dengan sistim kartu catataar(l sistery baik dengan kartu ikhtisiar (memuat

ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis ldasapokok gagasan yang memuat pendapat

"https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3464Rebkilangan-ibu-jari-dan-telunjuk-tina-gugat-rs-
bersalin-di-bandung, Diakses pada tanggal 14 mEr 208ukul 20.00
2Peter Mahmud MarzukiPenelitian Hukum Kencana Prenada Media Groulakarta, 2005Hal.

113,,
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asli penulis); Kartu kutipan (digunakan untuk metncatatan pokok permasalahan); serta

kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusnslisg.

PEMBAHASAN

Wanita berinisial TN menjalani operasi kuret di RaimBakit BM karena mengalami
keguguran yang mengharuskan menjalani operasi .ktta@t tersebut memberikan tugas
kepada Rumah Sakit BM untuk memberikan pelayanasehatan terhadap TN karena
berdasarkan tugas dan fungsi Rumah Sakit yangudidatiam Pasal 5 huruf a UU Rumah
Sakit, yaitu: “Penyelenggaraan pelayanan pengobg@mulihan kesehatan sesuai dengan
standar pelayanan Rumah Sakit” , hal ini memberé&adinbahwa Rumah Sakit BM termasuk
sebagai salah satu penyelenggara pelayanan keseglzatg harus mengutamakan kegiatan
pengobatan, pemulihan terhadap pasiennya berdagaekan, tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Rumah Sakit BM juga memiliki kewajiban dalam pemeygjgaraan pelayanan yang
aman dan bermutu terhadap TN sesuai dengan kateRtasal 29 ayat 1 huruf b UU Rumah
Sakit, yaitu: “Memberikan pelayanan kesehatan yamgn, bermutu, antidiskriminasi, dan
efektif dengan mengutamakan kepentingan pasieraisdsngan standar pelayanan Rumah
Sakit”.

Tim dokter Rumah Sakit BM saat melaksanakan opduast terhadap TN, telah
melakukan perjanjiatransaksi terapeutikerlebih dahulu.Transaksi terapeutiknerupakan
perjanjian antara dokter dengan pasien , berupangam hukum yang melahirkan hak dan
kewajiban bagi kedua belah pih&lRerjanjian tersebut yaitu TN meminta bantuan medis
terhadap dirinya yang mengalami keguguran dan datiteRumah Sakit BM menerima
perjanjian tersebut dan mendapatkan persetujudnTdie untuk melakukan tindakan medis
yang diperlukan terhadap TN.

Dalam hukum perikatan sebagaimana diatur dalam KaditiRa, dikenal adanya dua

macam perjanjian, yaitu:

1. Inspanningsverbintenjsyakni perjanjian upaya, artinya kedua belah pijakg
berjanji berdaya upaya secara maksimal untuk melkaju apa yang
diperjanjikan.

2. Resultaatverbintenjsyakni suatu perjanjian bahwa pihak yangjaog akan

3 Bahder Johan Nasutiohlukum Kesehatan Pertanggungjawaban DakRineka Cipta, Jakarta,
2013, Hal. 11-13.

37



:: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 2 Nomor 1, April 2018

memberikan suatu resultaat, yaitu suatu hasil ygaga sesuai dengan apa yang
diperjanjikan®

Dalam perjanjian TN dengan dokter Rumah Sakit BMskipun perjanjian tersebut
adalah perjanjian upaydanépanningsverbintenjs dan upaya dalam perjanjian TN dengan
dokter telah terlaksana pada operasi kuret yangjban untuk melakukan tindakan medis
bagi TN yang mengalami keguguran. Dari tindakargydiawali dengan suntikan pembiusan
untuk terlaksananya operasi tersebut, timbul selieabgian fisik yang di luar dari tujuan
TN yang datang untuk menjalani operasi kuretptetaendapatkan kerugian di luar dari
tujuan yang di perjanjikan yaitu pada telunjuk daunjari tangan kanannya.

Dokter tidak dapat menolak dan melepas tanggun@ghadengan alasan sudah
berdaya usaha dengan dasar memakai perjamspanningsverbintenis Memang benar
dokter melakukan segala tindakan medis dengarmlaya upaya semaksimal mungkin,
apabila usaha yang dilakukannya tersebut di bawahdar profesi dan standar prosedur
operasional maka dokter tersebut tidak dapat migadalasan berdaya upaya bila telah
melakukan kelalaian atau ketidak hati-hatiseangy berkaitan dengan kemampuan dan
keahlian yang kurang baik dalam melakukan tindakedik tersebut.

Tim dokter yang melakukan tindakan operasi terha@ipharuslah dokter yang
memiliki suatu keilmuan dan kompetensi sesuai denBasal 1 ayat (11) UU Praktik
Kedokteran, yaitu: “Profesi kedokteran atau ked@ktegigi yang dilaksanakan berdasarkan
suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melagndodikan yang berjenjang, dan kode
etik yang bersifat melayani masyarakat”.

Tim dokter yang menangani TN harus memperhatikan rdalaksanakan tindakan
operasi tersebut sesuai dengan standar professtdadar prosedur operasional berdasarkan
ketentuan Pasal 50 huruf b UU Praktik Kedokteratuy “Memberikan pelayanan medis
menurut standar profesi dan standar prosedur apeed’s Penjelasan Pasal 50 UU Praktik
Kedokteran dapat di artikan bahwa, yang dimaksudyae Standar Profesi adalah “batasan
kemampuan knowledge, skill and professional attityd@inimal yang harus dikuasai oleh
seorang individu untuk dapat melakukan kegiatarfegionalnya pada masyarakat secara

mandiri yang dibuat oleh organisasi profesijang dimaksud dengan standar prosedur

4 1bid.,
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operasional adalah suatu perangkat instruksi/langgwagkah yang dibakukan untuk
menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentandar prosedur operasional memberikan
langkah yang benar dan terbaik berdasarkanseisus bersama untuk melaksanakan
berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dilmlelt sarana pelayanan kesehatan
berdasarkan standar profesi”.

Memahami standar profesi yang menjadi ukuran tejhdon dokter Rumah Sakit
BM, maka tim dokter memiliki batasan kemampuan ydingawah dari standar profesi dalam
hal pengetahuan disertai kemampuan dalam melaktikdakan pembiusan, yang pada
pelaksanaannya standar prosedur operasionalnyl trdamberikan langkah yang benar
dengan dilakukannya suntikan pembiusan sebanyalatekali tersebut yang tidak tepat dan
akurat dalam melaksanakannya.

Dokter Rumah Sakit BM dalam melakukan tindakan pas#m saat operasi kuret
terhadap TN mempunyai kewajiban melakukan tindakasebut dengan standar yang telah
di tentukan pada Pasal 51 huruf a UU Praktik Keéelak, yaitu: “Memberikan pelayanan
medis sesuai dengan standar profesi dan standsgdunooperasional serta kebutuhan medis
pasien”.

Apabila dokter yang menangani TN dalam melakukartilsan pembiusan tersebut
tidak mampu melakukan pembiusan dengan benar lkaralthkan kepada dokter lain yang
lebih ahli dalam melakukan pembiusan, hal ini sedeagan pasal 51 huruf b UU Praktik
Kedokteran, yaitu: “Merujuk pasien ke dokter ataktdr gigi lain yang mempunyai keahlian
atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mamplakukan suatu pemeriksaan atau
pengobatan”.

Pasal 51 huruf b UU Praktik Kedokteran menunjukahwa tindakan tim dokter
Rumah Sakit BM tidak mempunyai keahlian atau kemampyang baik dalam melakukan
tindakan pembiusan tersebut, seharusnya doktezbigrdidak meneruskannya saat merasa
tidak mampu dan mengganti dokter yang lebih ahlardabidangnya untuk melakukan
suntikan pembiusan tersebut.

TN sebagai pasien memiliki hak mendapatkan pelayggabermutu dan efektif di
Rumah Sakit BM sesuai dengan Pasal 32 huruf d UbhdRuSakit, yaitu: “Memperoleh

layanan kesehatan yang bermutu sesuai desgmrdar profesi dan standar prosedur
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operasional’. Hak TN sebagai pasien berdasarkaal Bashuruf e UU Rumah Sakit, yaitu:
“Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sepangasien terhindar dari kerugian fisik
dan materi”, maka dari Pasal 32 huruf e UU RumakitSai dapat dikatakan bahwa TN
datang ke Rumah Sakit BM bertujuan untuk melakuéparasi kuret tetapi ada kerugian
fisik lain yang timbul disaat proses operasi teusdierlangsung akibat dari pelayanan yang
tidak efektif dan efisien saat terjadinya suntik@mbiusan tersebut.

Pada saat operasi kuret tersebut dilaksanakan dokter Rumah Sakit BM
melakukan tindakan yang diluar standar profesimguymemberikan pembiusan sebanyak
empat kali yang merugikan pergelangan tangan TNik&eoperasi tersebut selesai TN
merasakan lengannya kesakitan khususnya di bagkitaispergelangan tangan bekas lokasi
suntikan pembiusan yang keempat.

Karena ada kerugian fisik yang diperoleh oleh Tidng awalnya hanya ingin
melakukan tindakan operasi kuret saat kegugurapitehendapatkan kerugian akibat dari
kesalahan dokter yang melakukan pembiusanngakaempat kali, mengakibatkan jari
tangan TN harus di amputasi. Dari kasus TN ini tlajpekatakan tindakan dokter tesebut
telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapaintakan tanggung gugat terhadap
tim dokter dan Rumah Sakit BM.

TN dapat mengajukan gugatan kepada Rumah Sakit &Mtich dokter yang telah
melakukan tindakan medis tersebut berdasarkan halerp Pasal 32 huruf g UU Rumah
Sakit yaitu: “Menggugat dan/atau menuntut RumahitSagabila Rumah Sakit diduga
memberikan pelayanan yang tidak sesuai dergjandar baik secara perdata ataupun
pidana”. TN dapat menggugat Rumah sakit BM dan diakter dengan dasar gugatan
perbuatan melanggar hukum karena telah merugikanydi sebagaimana diatur dalam
ketentuan pasal 1365 KUHPerdata yaitu: “Tiap pedouanelanggar hukum, yang membawa
kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yargra salahnya menimbulkan kerugian
itu, untuk mengganti kerugian tersebut”.

Karena kasus ini di akibatkan oleh dokter tidak akekan sesuai standar profesi,
tidak memberikan suntikan pembiusan secara benar mi@ngakibatkan TN harus

mengamputasi jarinnya, maka berdasarkan Ph366 KUHPerdata “Seseorang harus
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bertanggung jawab tidak hanya karena kerugian yhlaggukannya dengan sengaja, tetapi
juga karena kelalaian atau kurang berhati-hati”.

Rumah Sakit BM turut bertanggung jawab atas tindaka dokter yang berada di
bawah pengawasan dan bekerja untuk Rumah SakiteBd¢lut, hal ini berdasarkan Pasal
1367 KUHPerdata, yaitu: “Seseorang harus membergemtanggungjawaban tidak hanya
atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannyadsentetapi juga atas kerugian yang
ditimbulkan dari tindakan orang lain yang beradbadiah pengawasannya”. Dikaitakan
dengan Pasal 46 UU Rumah Sakit yaitu: “Rumah Saditanggung jawab secara hukum
terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas dafal yang dilakukan oleh tenaga
kesehatan di Rumah Sakit”.

Rumah Sakit BM turut bertanggung jawab atas kelalajang dilakukan oleh tim
dokternya dikaitkan dengan prinsiicarious Liability yaitu tanggung gugat yang timbul
akibat kesalahan yang dibuat oleh bawahannya. Rwgakih BM turut bertanggung jawab
karena adanya hubungan personalia dan mutu pergopang dilakukan oleh tim dokter di
Rumah Sakit BM, antara lain:

a. Tanggung jawab terhadap personalia
Hal ini berdasarkan hubungan “majikan-karyawamiubungan ini, dahulu
bersifat universal dan negara kita sampai kini md&@rlaku berdasarkan KUH
Perdata Pasal 1366 jo 1365 jo 1367. Di dalam tamggawab ini termasuk
seluruh karyawan yang bekerja di rumah sakit.

b. Tanggung jawab profesional terhadap mutu penigokatau perawatan
Hal ini berarti bahwa tingkat pemberian pelayanasekatan,baik oleh dokter
maupun oleh perawat dan tenaga kesehatan lainnys ferdasarkan ukuran
standar profesi. Dengan demikian, maka secaraigutighah sakit bertanggung
jawab apabila ada pemberian pelayateure and care” yang tidak lazim atau
dibawah standar.

Unsur-unsur yang dapat dipakai sebagai dasargajuan tuntutan perbuatan

melawan hukum adalah sebagai berikut:

a. Ada perbuatan melawan hukum;

b. Ada kerugian;

c. Ada hubungan kausalitass antara perbuatan melamkauum dan kerugian;
d. Ada kesalahah.

5> Cecep TriwibowoEtika dan Hukum KesehataNuha Medika, Yogyakarta, 2014, Hal. 65.
5 Anny Isfandyarie,Tanggung Jawab Hukum dan sanksi bagi dokter buRuestasi Pustaka, Jakarta,
2006, Hal. 11.
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Dari unsur-unsur diatas bersifat kumulatif yangnge harus terpenuhi semuanya,
apabila tidak terpenuhi salah satu tidak dapattalidean sebagai perbuatan melawan hukum.
Pengajuan tututan perbuatan melanggar hukum tephéida dokter Rumah Sakit BM
memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum keetdas Pasal 1365 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yaitu:

1. Ada perbuatan melanggar hukum, tim dokter RurBakit BM melakukan
pelanggaran hukum vyaitu pelanggaran standar pnggessebagai dokter yang
tidak melakukan dengan benar, tidak berbuat derng#ii saat melakukan
suntikan pembiusan dengan pengetahuan dan keafdrag harus dimilikinya
karena tindakan pembiusan merupakan suatu keaddisunai dengan pendidikan
yang harus dilaksanakan sesuai dengan standar sprasgandar prosedur
operasional dan juga melanggar hak pasien dariglaruisik yang timbul dari
akibat tindakan tersebut.

2. Ada kerugian, kerugian yang timbul yaitu matean imateril, kerugian materil
yaitu TN telah kehilangan keuntungan penyembuhahat@p dirinya yang
awalnya mengeluarkan biaya untuk operasi kuret,umamendapatkan kerugian
fisik lainnya pada telunjuk dan ibu jari tangan edlah kanan akibat dari suntikan
pembiusan operasi, TN mengeluarkan biay&ontrol, pengobatan yang
dijalaninya untuk tangannya sehingga mengeluarkagabyang cukup banyak
dan biaya dilakukannya amputasi terhadap gaelinjuk dan ibu jari tangan
sebelah kanan, terhalangnya pekerjaan yang menkgunfangsi jari dalam
mencari mata pencahariannya.

Kerugian imateril yaitu kerugian kehilangan bagian telunjuk dan ibu jari

tangan sebelah kanan yang tidak dapat di kembasigperti semula, kesenangan
hidup dimana jari telunjuk dan ibu jari tangan dabekanan kehilangan fungsi
dalam melakukan segala kegiatannya sehari-hariinydoul rasa tidak percaya
diri sebagai wanita yang tidak memiliki jari teluRj ibu jari di sebelah tangan

kanannya.
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3. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan mel&wimm dan kerugian, yaitu
akibat dari kelalaian tim dokter Rumah SaBM yang tidak sesuai standar
profesi pada saat dilakukannya suntikan pembiusamengakibatkan seiring
berjalannya waktu syaraf jaringan tangan TN mati deembusuk sehingga jari
telunjuk dan ibu jari tangan sebelah kanan harasgutasi.

4. Ada Kesalahan, kesalahan dari tim dokter Rumakit 8M vyaitu kelalaian
melaksanakan tugasnya yang tidak sesuai dersgandar profesi, standar
prosedur operasional, memberikan suntikan pembiugamng berulang kali
sebanyak empat kali pada saat operasi kuret.

Dengan demikian yang bertanggung gugat atas kerugaag di alami oleh TN
adalah Rumah Sakit BM dan tim dokter ngiegat Rumah Sakit adalah instansi
pelayanannya dan tim dokter merupakan tenaga kieselyang bekerja di dalam Rumah
Sakit tersebut. Bentuk tanggung jawabnya berup# gagi terhadap pasien sebagai korban
dari kelalaian tim dokter pada saat melakukan pelag medis.

Secara teoritis penggantian kerugian terhadap BN oRumah Sakit BM dan tim
dokter sebagai akibat dari suatu perbuatan meldwéwom dikelompokan ke dalam dua
bagian, yaitu kerugian materil dan immateril. Keamgmateril adalah kerugian yang nyata
diderita oleh pemohon, yaitu berupa nilai nominahg yang telah dipakai oleh pihak pasien
TN selama membayar biaya pengobatan, kontrol dgputsi. Kerugian immateril adalah
kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan digedl@h pemohon di kemudian hari atau
kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkieridna oleh pemohon di kemudian
hari, yaitu kerugian setelah diamputasinya adasaarmmalu kehilangan jari telunjuk dan ibu
jari tangan kanannya, tidak dapat lagi melakukakegaannya secara maksimal saat
menggunakan peran jari telunjuk dan ifar, tidak dapat melakukan hobi yang

menggunakan peran jari telunjuk dan ibu jari, skegiatan lainnya.

SIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Rumah Sakit BM bertanggung jawab secara hukum deghaemua kerugian yang

ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleimaga kesehatan yaitu tim dokter yang
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bekerja di Rumah Sakit tersebut, berdasarkan REsaJU Rumah Sakit dan Pasal 1367
KUHPer. Tim dokter Rumah Sakit BM bertanggung jawabara hukum karena memberikan
suntikan pembiusan sebanyak empat kali yang tiéskias dengan standar profesi, standar
prosedur operasional, dan tidak merujuk pasiendkted lain yang mempunyai keahlian atau
kemampuan yang lebih baik, berdasarkan Pasal 51 Pddktik Kedokteran. Perbuatan
melanggar hukum yang dilakukan oleh tim dokter Rur8akit BM memenuhi unsur-unsur
berdasarkan Pasal 1365 KUHPer.

2. Saran

Rekomendasi yang ditawarkan adalah Rumah Sakidditer harus menjaga mutu
dan kualitas pelayanan terhadap pasien, agar paseétapatkan pelayanan yang aman,
bermutu, efektif, efisien, sesuai dengan kebutulmadlis, terhindar dari kerugian fisik dan
materi. Masyarakat dalam memilih institusi pelayakasehatan, harus memilih tempat yang

memiliki pelayanan yang baik, terpercaya dan profes.
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Abstract

The number of problemsin the field of labor that is not completed ie one of them with the non-
fulfillment of occupational health for workers by employers. As a result, labor is threatened
with work-related diseases that are not experienced directly but gradually. In this regard, the
government is obliged to provide protection to workers by conducting labor inspection in the
field of occupational health. Thus, workers rights in occupational health can be met by
employers. Occupational health is one of the important factors to create a conducive business
world. In order to support it, the role of government is expected to be more leverage in
conducting labor inspection in the field of occupational health. So that the government
immediately issued the regulation of labor inspector in the field of occupational health in
addition to providing adequate facilities in the supervision process.

Keywords : Labor Inspection, Occupational Health, Legal Protection

Abstrak

Banyaknya persoalan di bidang peburuhan yang talfukg selesai yakni salah satunya
dengan tidak dipenuhinya kesehatan kerja bagi bateh pengusaha. Akibatnya, buruh
terancam terkena penyakit akibat kerja yang tideMachi secara langsung tetapi secara
perlahan-lahan. Mengenai hal ini, pihak pemeririiatkewajiban memberikan perlindungan
terhadap buruh dengan melakukan pengawasan kekemggen di bidang kesehatan kerja.
Sehingga, hak buruh di bidang kesehatan kerja adgpatiuhi oleh pengusaha. Kesehatan kerja
adalah salah satu faktor penting terciptanya duséha yang kondusif. Demi menunjang hal
tersebut maka peran pemerintah diharapkan akarh letdksimal dalam melakukan
pengawasan ketenagakerjaan bidang kesehatan&ehegga pemerintah segera menerbitkan
peraturan pelaksana pengawasan ketenagakerjaandaigb kesehatan kerja disamping
diberikannya fasilitas yang memadai dalam prosegg®&asan tersebut.

Kata Kunci : Pengawasan Ketenagakerjaan, Kesehatan Kerjamdrergan Hukum
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PENDAHULUAN

Riwayat hukum perburuhan dimulai dengan zaman piaan, yaitu di mana orang
yang memiliki budak menyuruh budak ini melakukakgug@an untuk kepentingan dan di
bawah pimpinan si pemilik tersebut. Pada zamanugk#an ini, orang yang melakukan
pekerjaan di bawah pimpinan orang lain, yaitu gawdak, tidak mempunyai hak apapun.
Bahkan hak atas hidupnya juga tidak. Mereka hanyamifiki kewajiban melakukan
pekerjaan, kewajiban menuruti segala perintah, mgingemua petunjuk dan aturan dari
pihak pemilik-budak.

Banyaknya kasus yang menimpa buruh sehingga burulgildan salah satu di
antaranya yakni di bidang Keselamatan dan Kesehl&tga (K3). Penyebabnya tidak lain
karena standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja $phidkak dipenuhi oleh pengusaha.
Pengusaha beranggapan jika mereka memberikan jperHabih terhadap kesejahteraan
buruh, maka akan merugikan mereka dari segi biaya.

Di bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, tidakydn&keselamatan kerja saja
yang penting, tetapi juga dipenuhinya fasilitasckegan kerja oleh pengusaha. Ini disebabkan
penyakit yang ditimbulkan akibat kerja, tidak dralasecara langsung melainkan secara
perlahan-lahan.Jika kesehatan kerja bagi buruhndipe secara tidak langsung juga akan
menguntungkan bagi pengusaha. Bagi pengusahajipkauhi kesehatan kerja bagi buruh,
maka akan tercipta suasana kerja yang kondusihgghiakan menunjang pemasukan bagi
perusahaan. Keadaan akan menjadi berbeda apabid bdak mendapatkan pelayanan
kesehatan. Kesehatan buruh dikhawatirkan akanngggadan akan membawa dampak
negatif tidak hanya bagi buruh melainkan bagi peraan nantinya.

Faktor pengawasan ketenagakerjaan di bidang kesehkeérja juga perlu
diperhatikan. Fungsinya sebagai alat kontrol umygkminnya fasilitas kesehatan kerja oleh
pengusaha. Badan pengawas ketenagakerjaan yanghgaenanasalah kesehatan kerja
harusnya dapat berperan aktif dalam melakukan pesgm. Untuk melaksanakan tugas
pengawasan tersebut, jumlah pengawas yang seswg@rdgimlah perusahaan yang diawasi

akan mempermudah dalam menerapkan peraturan yang ad

! Iman SoepomoRengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, Cet. X1l 1999, Hal 14.,
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Perlindungan hukum bagi buruh di bidang kesehataja ldiatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan K&gbelum undang-undang tersebut
ada, kesehatan kerja masih diatur secara umum dat@ang-Undang Nomor 1 Tahun 1951
tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kegandd 12 Tahun 1948. Kesehatan
kerja dalam Undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948 mélipmpat kerja dan perumahan buruh.
Pada Pasal 16 ayat 1 menyebutkan tempat kerjaefamphan buruh yang disediakan oleh
majikan harus memenuhi syarat-syarat kesehatan kaédoersihan. Sedangkan ayat 3
menyebutkan tentang faktor pengawasan yakni pega@gawai pengawasan perburuhan
yang ditunjuk oleh Menteri yang diserahi urusarbparhan berhak untuk memberi perintah-
perintah tentang penjagaan kebersihan dan kesedatam tempat kerja dan perumahan
buruh yang disediakan oleh majikan.

Penyediaan fasilitas kesehatan kerja adalah haksbagp buruh. Para buruh berhak
untuk mendapatkan lingkungan kerja yang sehat umekghindarkan dirinya dari penyakit
akibat kerja. Demi menunjang tersedianya fasilik@sehatan kerja bagi buruh sangat
dibutuhkan peranan dari pemerintah dalam hal peagamw ketenagakerjaan di bidang

kesehatan kerja.

1. Tujuan Pendlitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penganaketenagakerjaan di bidang

kesehatan kerja dalam upaya perlindungan hukumbaagh.

2. Manfaat Penelitian

Dari segi teoritik penelitian ini diharapkan dapatmanfaat bagi pengembangan ilmu
hukum, khususnya hukum perburuhan. Dari segi ma#tharapkan dapat dijadikan sebagai
pedoman bagi Pemerintah, Pengusaha dan buruh aprhaéntingnya memberikan

perlindungan hukum bagi buruh di bidang kesehagaja k

3. Metode Pendlitian
Metode penelitian hukum yang digunakan yakni pd&aeliDoctrinal dan penelitian
Theoretical. Menurut Hutchinson, dalam buku Penelitian Hukuehd?eter Mahmud Marzuki,

Doctrinal research: research which provides a systematic exposition of the rules governing a
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particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty
and, perhaps, predicts future devel opment.?

Penelitian doktrinal digunakan untuk mendapatkdmak penjelasan yang sistematis
mengenai aturan hukum yang mengatur mengenai pasgawketenagakerjaan di bidang
kesehatan kerja. Menurut Hutchinson, Metode peaeltheoretical yaitu suatu penelitian
berusaha menggali sebuah pemahaman yang lebih senpoengenai dasar — dasar
konseptual dari asas — asas hukum / akibat — aldreg timbul dari demikian banyaknya
aturan — aturan hukum dan prosedur — prosedur hykmm mengatur sebuah bidang aktifitas

hukum, dalam hal ini mengenai pengawasan ketenggakedi bidang kesehatan kefja.

PEMBAHASAN
1. Pengawasan K etenagakerjaan di Bidang Kesehatan Kerja
a. Pengertian Pengawasan K etenagakerjaan

Pemerintah melalui pengawas perburuhan berdasétkdang-Undang Nomor 23
Tahun 948 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1@htahg Pengawasan perburuhan
diberikan wewenant:

1. Mengawasi berlakunya undang-undang dan perakatanagakerjaan;

2. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentandfissabh hubungan kerja dan
keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-luagmargembuat undang-undang
dan peraturan perburuhan lainnya.

3. Menjalankan pekerjaan lainnya yang sesuangdn peraturan perundang-
undangan.

Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mmenjaelaksanaan peraturan
ketenagakerjaan (Pasal 176 Undang-Undang Nomor dfunt 2003). Dengan demikian,
sasaran pengawasan ketenagakerjaan adalah memadatika memperkecil adanya
pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehipggges hubungan industrial dapat
berjalan dengan baik dan harmonis. Di samping sebagaya perlindungan buruh,
pengawasan ketenagakerjaan memiliki tujuan sosegerti peningkatan kesejahteraan dan
jaminan sosial buruh, mendorong kinerja dunsaha, serta memperbaiki kesejahteraan

masyarakat pada umumnya.

2 Yakub Adi Krisanto,Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Edisi April 2008, Hal. 79.,
3 1bid.,
4 Lalu Husni,Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, Hal. 115.,
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Fungsi pengawasan ketenagakerjaan yaitu:

1. Mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Ketenagaker|

2. Memberikan penerangan teknis dan nasihat kepadgusaha dan buruh agar
tercapainya pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakesgrara efektif.

3. Melaporkan kepada pihak berwenang atas r&egan dan penyelewengan
Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Secara operasional pengawasan ketenagakerjaamutmelip

1. Sosialisasi norma ketenagakerjaan.

Sasaran kegiatan ini agar tercapai peningkatan lp@men norma kerja bagi

masyarakat industri, sehingga tumbuh persepsiipdsit mendorong kesadaran

untuk melaksanakan ketentuan ketenagakerjaan sepavporsional dan
bertanggung jawab.
2. Tahapan pelaksanaan pengawasan.

a. Upaya pembinaarprieventive educatie), yang ditempuh dengan memberikan
penyuluhan kepada masyarakat industri, penyebarusgormasi ketentuan
ketenagakerjaan, pelayanan konsultasi dll.

b. Tindakan represif non vyustisial, yang dpeim dengan memberikan
peringatan tertulis melalui nota pemeriksaan kepaidginan perusahaan
apabila ditemui pelanggaran. Di samping juga merkderpetunjuk secra
lisan pada saat pemeriksaan.

c. Tindakan represif yustisial, sebagai alterrtatiakhir dan dilakukan melalui
lembaga peradilan. Upaya ini ditempuh bila pegapangawasan sudah
melakukan pembinaan dan memberikan peringatani tpaEmgusaha tetap
tidak mengindahkan maksud pembinaan tersebut. Dehgaikian, pegawai
pengawas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil @Pberkewajiban
melakukan penyidikan dan menindaklanjuti sesuaigdenprosedur yang
berlaku (KUHP).

3. Pengawasan ketenagakerjaan.

Pengembangan pengawasan ketenagakerjaan pditendengan memberdayakan

kelembagaan yang ada, seperti LKS bipartit di pgiexusahaan. Dalam hal ini peranan serikat

buruh

sangatlah strategis dalam menmnbamengawasan pelaksanaan ketentuana
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ketenagakerjaan di semua sektor. Di samping pufsbwhhnya LSM-LSM kiranya dapat
didorong untuk melakukan kontrol secara tidak langs Mereka dapat mengkritisi setiap
peristiva pelanggaran ketentuan ketenagakerjaag yaerugikan buruh dan masyarakat.
Program pelatihan juga perlu ditingkatkan dengasarsm terciptanya pemahaman dan
kesadaran hukum bagi semua pelaku hubungan irglugdengan kesadaran hukum berarti
mereka tahu, kemudian mau dan mampu melaksanakantkan ketenagakerjaan secara
benar dan konsekwen

Menurut Sendjun Manulang, Pengawasan ketenagaketjdadang kesehatan kerja
dilaksanakan dan dilakukan oleh:

1. Pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja

2. Ahli keselamatan dan kesehatan kerja.

3. Pengawas ketenagakerjaan terpadu.

Untuk pemeriksaan kesehatan kerja, dilakukéeh aokter yang ditunjuk oleh
pimpinan tempat kerja/perusahaan dan yang diseatlghidepartemen tenaga kerja.

Pelaksanaan pengawasan kesehatan kerja ditujupadée

1. Tempat kerja, yaitu:
1) Kebersihan dan perawatannya.
2) Kondisi lingkungan kerja.
2. Proses kerja yaitu perlu diteliti bagaimana esdserjanya dimulai dari gudang
bahan baku, persiapan pengolahan, pengepakan saemolstribusian.
3. Buruh, yaitu perlu diperhatikan tentang:
1) Alat pelindung diri.
2) Sikap kerjanya.
3) Jenis kelamin.
4) Usia.
5) Beban kerja.
6) Gizi buruh.
4. Pelayanan kesehatan.
5. Fasilitas kesehatén.

b. Konsep Kesehatan Kerja Bagi Buruh
1) Pengertian Kesehatan Kerja

5 Abdul khakim,Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2007, Bandung, Hal.
207-211.,
5Sendjun H. Manulang?okok Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, Cet |

1990, Hal. 91.,
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Menurut Iman Soepomo yang dimaksud dengan kesekatgnadalah aturan-aturan
dan usaha-usaha untuk menjaga buruh dari kejatharkaadaan perburuhan yang merugikan
kesehatan dan kesesuaian dalam seseorang itu ketalkadau karena ia itu melakukan
pekerjaan dalam satu hubungan kerja. Sedangkanemaniyjuan dari kesehatan kerja yakni
terletak di bidang kemasyarakatan (sosial), semeertgang menamakannya perlindungan
sosial bagi buruh. Sebutan ini dipakainya untuk ivestakannya dari usaha untuk memberikan
kepada buruh suatu penghargaan yang cukup memikgpéiluan hidup sehari-hari baginya
beserta keluargan{a

Menurut Sendjun H. Manulang dalam bukunya PokokeRokHukum
Ketenagakerjaan di Indonesia, kesehatan kerjaildiarsebagai bagian dari ilmu kesehatan
yang bertujuan agar buruh memperoleh keadaan kesepang sempurna baik fisik, mental,
maupun sosial sehingga memungkinkan dapat belerfa optima¥.

Selanjutnya, Lalu Husni menyebutkan tujuan kesehieggja, yaitu®

1. Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatamhbyang setinggi-tingginya

baik fisik, mental maupun sosial.

2. Mencegah dan melindungi buruh dari ganggkasehatan yang disebabkan

kondisi lingkungan kerjanya.

3. Menyesuaikan buruh dengan pekerjaan atau pekedgngan buruh.

4. Meningkatkan produktivitas buruh.

Selain pengertian diatas, P.K. Suma’'mur menjelaskasehatan kerja yakni
spesialisasi dalam ilmu kesehatan/kedokteran lzegpeakteknya yang bertujuan agar buruh
memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginys bsik, atau mental, maupun sosial,
dengan usaha-usaha preventif dan kuratif terhadapagit-penyakit atau gangguan-gangguan
kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjdan lingkungan kerja, serta penyakit-

penyakit umunt?

2) Faktor-Faktor yang M empengaruhi Kesehatan Kerja

7 Iman SoepomoQp Cit., Hal. 2.,

8 Sendjun H. Manuland)p Cit., Hal. 89.,
9 Lalu Husni,Op Cit., Hal. 140.,
10 Suma’mur, P.K.Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja, Haji Masagung, Jakarta, Cet.VI 1988, Hal.
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Suma’mur dalam bukunydlygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja menjelaskan
bahwa agar seorang buruh ada dalam keserasiark-beallanya, yang berarti dapat terjamin
keadaan kesehatan dan produktivitas kerja setinggginya, maka perlu ada keseimbangan
yang menguntungkan dari faktor, yattu:

1. Beban kerja.
Seorang buruh memiliki kemampuan dalam hubungam®ygan beban kerja.
Mungkin diantara mereka lebih cocok untuk bebah,freental atau sosial. Namun
sebagai persamaan umum, mereka hanya mampu mebgkah sampai taraf
tertentu. Di samping itu ada beban yang dirasar@btbagi seseorang.
Inilah maksud penempatan seorang buruh yang tegue pekerjaan yang tepat
atau pemilihan buruh tersehat untuk pekerjaan yarsghat pula. Derajat tepat
suatu penempatan meliputi kecocokan pengalamaerakepilan, motivasi dan
lain-lain sebagainya.

2. Beban Tambahan Akibat Lingkungan Kerja
Mengenai beban tambahan akibat lingkungan kerjaunue Suma’mur, sebagai
tambahan kepada beban kerja yang langsung akikatjpan sebenarnya, suatu
pekerjaan biasanya dilakukan dalam suatu lingkuragan situasi yang berakibat
beban tambahan pada jasmani dan rohani buruh. Jarfiglima) faktor penyebab
beban tambahan yang dimaksud, yaitu:
a. Faktor fisik yang meliputi penerangan, suhu adeglembaban, cepat rambat

udara, vibrasi mekanis, radiasi dan tekanan udara.
b. Faktor-faktor kimia, yaitu gas, uap, debu, kabiuime”, asap, awan, cairan,
dan benda padat.

c. Faktor biologi, baik dari golongan tumbuhan dtawan.
d. Faktor fisiologis, seperti konstruksi mesinagldan cara kerja.
Faktor mental-psikologis, yaitu suasana kerja, hgbuo di antara buruh atau
dengan pengusaha, pemilihan kerja dan lain-lain.

3. Kapasitas Kerja.

3) Penyakit Akibat Kerja
Apabila kesehatan kerja tidak dipenuhi oleh pengaisanaka buruh terancam terkena
penyakit akibat kerja. Dalam ruang atau di tempmajakbiasanya terdapat faktor-faktor yang
menjdi sebab penyakit akibat kerja, yaftu

a. Golongan fisik, seperti:
1) Suara, yang bisa menyebabkan pekak atau tuli.
2) Radiasi sinar-sind®o atau sinar-sinar radioaktif, yang menyebabkan aréan
penyakit susunan darah dan kelainan-kelainan Krédiasi sinar inframerah

11 1bid., Hal. 48-50.,
121pid., Hal.53-54.,
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bisa mengakibatkan katarak kepada lensa mata, glegarsinar ultraviolet
menjadi sebalonjunctivitid potoelectrica.

3) Suhu vyang terlalu tinggi menyebabkaeat stroke, heat cramps atau
hyperpyrexia, sedangkan suhu-suhu yang rendah antara lain rbalkam
“frostbite”.

4) Tekanan yang tinggi menyebablaansson discase.

5) Penerangan lampu yang kurang baik misalnya nibedk@n kelainan indera
penglihatan atau kesilauan yang memudahkan teymdiecelakaan.

b. Golongarchemis, yaitu:

1) Debu yang menyebabkameumoconoses, diantaranyasilicosis, asbestosis
dan lain-lain.

2) Uap yang diantaranya menyebabkaatal fume fever, dermatitis, atau
keracunan.

3) Gas, misalnya keracunan oleh CO, H2S, dan éam-I|

4) Larutan, yang misalnya menyebabkan dermatitis.

5) Awan atau kabut, misalnya racun serangggegticides), racun jamur dan lain-
lain yang menimbulkan keracunan.

c. Golongan infeksi, misalnya oleh bibit penyadathrax ataubrucella pada buruh-
buruh penyamak kulit.

d. Golongan fisiologis, yang disebabkan oleh kdegalskesalahan konstruksi mesin,
sikap badan kurang baik, salah cara melakukan jekerdan lain-lain yang
kesemuanya menimbulkan kelelahan fisik, bahkan #rfdun perubahan fisik
tubuh buruh.

e. Golongan mental-psikologis, hal ini terlihat afing/a pada hubungan kerja yang
tidak baik, atau misalnya keadaan membosankan monot

Gangguan—gangguan pada kesehatan dan daya kdvat bkrbagai factor dalam
pekerjaan bisa dihindarkan, asal saja buruh dapipan perusahaan ada kemauan baik untuk
mencegahnya. Cara-cara mencegah gangguan tersalalt:&

1. Subsitusi, yaitu mengganti bahan yang lebih ymalilengan bahan yang kurang
bahaya atau tidak berbahaya sama sekali, misahry@n-tetrachlorida, diganti
dengantrichlor etilen atauironshot dipergunakan sebagai pengganti pasir pada
pekerjaarsandblasting.

2. Ventilasi umum, vyaitu mengalirkan udara meglak mungkin  menurut
perhitungan ke dalam ruang kerja, agar kadar ddrai-bahan yang berbahaya
oleh pemasukan udara ini lebih rendah dari padarkgihg membahayakan, yaitu
kadar NAB (Nilai Ambang Batas). NAB adalah kadanggadanya atau di bawah
dari padanya, apabila buruh-buruh menghirupnya r8 gehari, atau 5 hari
seminggu, tidak akan menimbulkan penyakit atauikaita

3. Ventilasi keluar setempébcal exhausters, ialah alat yang biasanya menghisap
udara di suatu tempat kerja tertentu, agar bahharbdari tempat-tempat tertentu
itu yang membahayakan dihisap dan dialirkan keluar.

131bid., Hal.52-53.,
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4. Isolasj yaitu mengisolasi operasi atau proses dalaarusphaan yang
membahayakan, misalnya isolassian, yang sangat hiruk, agar kegaduhan yang
disebabkannya turun dan tidak menjadi gangguan. |&gintoh lain ialah
pencampuran bensin dendatra-etil timah hitam.

5. Pakaian pelindungmisalnya: masker, kacamata, sarung tangan, Sefugii),
pakaian dan lain-lain.

6. Pemeriksaan kesehatan sebelum kggiéu pemeriksaan kesehatan kepada calon
buruh untuk mengetahui apakah calon tersebut séeagian pekerjaan yang akan
diberikan kepadanya, baik fisik maupun mentalnya.

7. Pemeriksaan berkala atau ulangan, untuk evakyaakah faktor-faktor penyebab
itu telah menimbulkan gangguan-gangguan atau laeidelainan kepada tubuh
buruh atau tidak.

8. Penerangan sebelum keggar bekerja dan menaati peraturan-peraturan @an ag
mereka lebih berhati-hati.

9. Pendidikan tentang kesehatan dan keselamatad&épruh secara kontinu, agar
buruh-buruh tetap waspada dalam menjalankan pekenya.

2. Perlindungan Hukum Bagi Buruh di Bidang Kesehatan Kerja

Pengawasan ketenagakerjaan awalnya diatur dalarmngAdndang Nomor 3 Tahun
1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undangaesan Perburuhan Tahun 1948
Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh metia. Dalam undang-undang ini Bagian
Il Pasal 2 mengatur tentang kewajiban melakukaigg&asan perburuhan oleh pegawai yang
ditunjuk oleh menteri. Selain itu juga menerangkeantang kewenangan atau hak-hak
pegawai pengawas perburuhan.

Hak-hak tersebut yakni memasuki semua tempat-tengpatana dijalankan atau
biasa dijalankan pekerjaan, atau dapat disanghkayadadisitu dijalankan pekerjaan dan juga
segala rumah yang disewakan atau dipergunakan wiajikan atau wakilnya untuk
perumahan atau perawatan buruh. Undang-Undang Nomofahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja, juga mengatur tentang pengawatanagakerjaan.

Dalam undang-undang ini mencantumkan siapa sagkmimak yang berkewajiban
melakukan pengawasan. Pada Bab | Tentang Istitahki®asal 1 ayat 5 menyebutkan:

"Pegawai pengawas ialah pegawai teknis beliamalikhusus dari Departemen

Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga &érj

Sedangkan dalam Bab IV dijelaskan mengenai pengeyvastapi hanya berkisar
tentang tanggung jawab pengawas saja. Bunyi Patabi Bab IV tersebut yakni,

1. Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadamigdndang ini sedangkan

para pegawai pengawas dan ahli keselamatga Héugaskan menjalankan
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pengawasan langsung terhadap ditaatinya Undangrdnoie dan membantu
pelaksanaannya.

2. Wewenang dan kewajiban direktur, pegawai pengalana ahli keselamatan kerja

dalam melaksanakan Undang-Undang ini diatur depgeaturan perundangan.

Selain diatur dalam undang-undang tersebut, persgawketenagakerjaan juga diatur
dalam Pasal 176-181 Undang-Undang Nomor 13 Tah08 ghtang Ketenagakerjaan. Hal
itu mencakup semua bentuk pengawasan ketenagakerfg@k itu pengawasan
ketenagakerjaan di bidang norma kerja maupun dingicKeselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3). Undang-undang tersebut menjelaskan tentamgggveasan ketenagakerjaan secara
umum Yyang meliputi pengertian pengawasan ketenggake pihak yang melakukan
pengawasan dan kewajiban badan pengawas.

Selanjutnya, pengawasan ketenagakerjaan juga datam Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO NdioMengenai Pengawasan
Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdaganganandndndang ini dicantumkan pokok-
pokok pikiran yang mendorong lahirnya konvensi, nyakagar sistem pengawasan
ketenagakerjaan dalam industri dan perdagangan orgmppengaturan yang sesuai dengan
standar internasional ILO.

Pada Bab Il tentang alasan Negara Indonesia mahias konvensi ini, disebutkan
bahwa selama ini pengawasan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undangaesan Perburuhan Tahun 1948
Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh mekia dan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Kedua undang-undang tersebut secara eksplisit befoemgatur mengenai
kemandirian profesi Pengawas Ketenagakerjaan sagarvisi tingkat pusat sebagaimana
dinyatakan dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 eékenvLO Nomor 81. Dengan
diratifikasinya Konvensi ILO Nomor 81 memperkuat ngaturan pengawasan
ketenagakerjaan yang diamanatkan oleh Undang-Undleomgor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Dengan demikian ada empat penayaray mengatur tentang pengawasan
ketenagakerjaan.

Tentang kesehatan kerja, diatur dalam Undang-UnNangpr 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja dan Pasal 86 dan 87 Undang-UniNangor 13 Tahun 2003 tentang
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Ketenagakerjaan. Akan tetapi, dalam Undang-dgd&lomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan tidak mencantumkan sanksi pidea&@sehatan kerja tidak diterapkan.
Berikut bunyi Pasal 86 dan 87 Pasal 86 dan 87 Uptlamdang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 86 berbunyi:
1. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk meaohgte perlindungan atas :
a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
b. Moral dan kesusilaan.
c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan mantsdatisia serta nilai nilai
agama.
2. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buguma mewujudkan produktivitas
kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselantkta kesehatan kerja.
3. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayatianh ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang undangan ydakiber
Pasal 87 berbunyi:
1. Setiap perusahaan wajib menerapkatensismanajemen keselamatan dan
kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sisterajeraen perusahaan.
2. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajé&eselamatan dan kesehatan
kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangatePeraturan Pemerintah.
Zaeni Asyhdie menyebutkan bahwa kesehatan kemaagark dalam Perlindungan
sosial. Perlindungan sosial adalah suatu perlirgungang berkaitan dengan usaha
kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkaker@/buruh mengenyam dan
mengembangkan perikehidupannya sebagaimana mapadsé umumnya, dan khususnya
sebagai anggota masyarakat dan anggota keltfargebih lanjut bentuk perlindungan sosial
yang ada mempunyai sanksi pidana karéna:
a. Aturan-aturan yang termuat di dalamnya bukanmbksud melindungi
kepentingan seorang saja, melainkan bersifat atnesmyarakat.
b. Pekerja/buruh Indonesia umumnya belum mempungangertian atau

kemampuan untuk melindungi hak-haknya.

14 Zaeni AsyhadieHukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, PT. Rajagrafindo
Persada, Jakarta, 2007 Hal. 78
15 |bid., Hal. 79.
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Bila didasarkan pada penjelasan diatas, sudah usshyar ketentuan mengenai
kesehatan kerja dalam Pasal 86 dan Pasal 87 Undfaatag Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan mempunyai sanksi pidana bila tigaktuhi oleh pengusaha.

Tetapi dalam Pasal 86 dan 87 Undang-Undang Nomofd®in 2003 tentang
ketenagakerjaan tidak mencantumkan keharusan kiperwya sanksi pidana apabila
ketentuan pasal yang berkaitan dengan kesehatgntikiak dipenuhi. Artinya, perlindungan
hukum bagi buruh di bidang kesehatan kerja dalamladg-Undang 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan masih kurang.

Peraturan yang secara khusus mengatur pelaksaeagavwasan ketenagakerjaan di
bidang kesehatan kerja belum ada. Sehingga tipdmuhasalahan yakni di wilayah jumlah
pegawai pengawas ketenagakerjaan dan teknis pesgawkeetenagakerjaan. Mengenali
keberadaan peraturan pelaksana dari pelaksanagavp&san, sebenarnya sudah diatur dalam
Pasal 178 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun g8tiang Ketenagakerjaan. Dalam
Pasal 178 ayat 2 menyebutkan bahwa “Pelaksanaamawasan ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengamt&an Presiden.”

Tidak adanya Keputusan Presiden yang mengaturgagiakn pengawasan tersebut
berimbas kepada jumlah pegawai pengawas keikaggan yang berpotensi tidak
proporsional. Ada potensi lebih banyaknya jumladgpeai pengawas umum daripada jumlah

pengawas spesialis. Melihat hal tersebut, darifsé&gpr undang-undang, pengawasan
ketenagakerjaan di bidang kesehatan kerja tiddkitogsi maksimal. Sudah seharusnya perlu
diadakannya peraturan pelaksana yang mengatur ahapahgawasan ketenagakerjaan di

bidang kesehatan kerja, sehingga dapat berdamsak galam pelaksanaanya.

KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kessmpulan

Pengawasan ketenagakerjaan di bidang kesehatanhaas dipahami oleh pihak
pemerintah sebagai upaya perlindungan hukum tephadiaruh. Mengenai konsep
pengawasan ketenagakerjaan telah diatur baik sdaarsep maupun secara peraturan
perundang-undangan. Tentang substansi undang-ungang ada tidak menunjang
pengawasan ketenagakerjaan di bidang kesehataa kargna belum adanya peraturan
pelaksana yang lebih rinci. Pihak Pengusaha haemsamnami dan memperhatikan kesehatan
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kerja bagi buruh meskipun besarnya biaya yang wékkhn. Hal ini penting mengingat
terdapat penyakit akibat kerja yang ditimbulkanekar tidak dipenuhinya kesehatan kerja
bagi buruh.

2. Saran

Rekomendasi yang ditawarkan adalah Pemenuhan hak loli bidang kesehatan
kerja sangatlah penting, oleh karenanya Pemerim@mpunyai kewajiban melakukan
pengawasan ketenagakerjaan di bidang kesehatam &gar hal tersebut dapat terwujud.
Pemerintah hendaknya mengeluarkan peraturan pakkgang mengatur secara teknis
mengenai pengawasan ketenagakerjaan di bidangdtesdterja. Sedangkan bagi pengusaha
agar memahmi konsep kesehatan kerja bagi burutmaavujudkannya sebagai pemenuhan

hak kesehatan kerja bagi buruh.
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Abstract
Angkasa Pura Il and PT. Telecommunicationdohesia, Tbhk were suspected of doing
violation of competition at Soekarno-Hatta Airpeegarding the use of e-Post. PT. Telkom
Tbk became the partner of Angkasa Pura Il in rugrime system. According Angkasa Pura
Il as manager of Soekarno-Hatta, this business performed to run the synergy between
SOEs as instructed by the Minister of SOEs in wihiclits operation, Angkasa Pura Il
required Internet services for its tenants. Telkmoposed telecommunication services
required by Angkasa Pura Il in the form of e-Pd&stPost is a system to check the income of
tenants (tenants) running their business in Saskadtatta Airport. Angkasa Pura Il was
entitled to a percentage of tenants’ profit. Thystem was intended to ensure total royalties
to be received by Angkasa Pura. Business Compe8ipervisory Commission (KPPU), in
the judge’s consideration outlined their decision decision No 07/KPPU -1/2013.Both
companies are considered legally and convincinglating Article 15 paragraph (2) of Law
No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Prags and Unfair Competition. Angkasa
Pura Il and Telkom declared that e-Post cooperatisim accordance with the rules and
regulations prevailing in Indonesia. Having outlthéhe chronology of cases associated with
the relevant regulations, it can be seen that Asgkiaura Il did not perform bid rigging or
perform certain agreements with Telkom Indones@alise it is part of SOEs synergy.

Keywords: Conspiration, SOE, e-Post, Tender.

Abstrak
Angkasa Pura Il dan PT. Telekomunikasi Indonesiak @iduga melakukan pelanggaran
persaingan usaha di Bandara Soekarno-Hatta mengenggunaan e-Pos. PT. Telkom Tbk
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menjadi rekanan Angkasa Pura Il dalam menjalanisaars tersebut. Menurut Angkasa Pura
Il sebagai pengelola Bandara Soekarno-Hatta, bisnisanyalah menjalankan sinergi antar
BUMN seperti diperintahkan Menteri BUMN dimana dalaenjalankan kegiatan usahanya,
Angkasa Pura Il memerlukan jasa internet bagi pgaydelkom pun mengusulkan layanan
telekomunikasi yang dibutuhkan Angkasa Pura |l malgentuk e-Pos. Layanan e-Pos adalah
suatu sistem untuk mengetahui pemasukan dari t€panyyewa) yang membuka usaha di
Bandara Soekarno-Hatta. Angkasa Pura Il berhak apatgersenan dari keuntungan tenant
(penyewa). Sistem ini dimaksud untuk memastikaal tatyalti yang akan diterima Angkasa
Pura. KPPU dalam pertimbangan hakim mengunaipatusan mereka dengan Nomor
Perkara 07/KPPU-I/2013. Kedua perusahaan terseinilaidsecara sah dan meyakinkan
melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomahui 1999 tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Anglkasa 1l dan Telkom satu suara,
memastikan kerjasama e-Pos sudah sesuai aturapedamdang-undangan yang berlaku di
Indonesia. Setelah diuraikan mengenai kronologugaBkaitkan dengan peraturan-peraturan
yang terkait juga, dapat dilihat bahwa Angkasa Ruradak melakukan persekongkolan
tender atau melakukan perjanjian tertentu deng#oirelndonesia, karena itu adalah bagian
dari sinergi antar BUMN.

Kata Kunci: Persekongkolan, e-Pos, BUMN, Tender.

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian dunia yang semakin k&mpgklah menimbulkan
persaingan yang ketat dalam perdagangan interrasiobaik perdagangan barang maupun
jasa. Berbagai praktik untuk memenangkan persairsgaimg dilakukan oleh para pelaku
bisnis diberbagai negara di dunia termasukngde menggunakan praktik-praktik
perdagangan yang tidak seh@itnfair trade practices)Perlu disadari bahwa hingga tahun
1998 Indonesia belum memiliki kebijakan hukum peErgan (competition policy)yang
mengatur tentang antimonopoli dan persaingan us&m®aaturan perundang-undangan
antimonopoli dan persaingan usaha merupakan kedmtotendesak dan diperlukan ketika
pembangunan ekonomi bersifat monopolistik, semardassisi lain perilaku anti persaingan
semakin sulit dikendalikah.

Dapat dipahami mengapa dalam pasar bebas harugalligeenguasaan pasar oleh
satu, dua, atau beberapa pelaku usaha saja (modapabligopoli), karena dalam pasar yang
hanya dikuasai oleh sejumlah pelaku usaha makakarpeluang untuk menghindari dan
mematikan bekerjanya mekanisme pasararfet mechanism sehingga harga-harga

ditetapkan secara sepihak dan merugikan konsunmaaklPusaha yang jumlahnya sedikit

1Suhasril dan Mohammad Taufik Makar&tykum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usah
Tidak Sehat di Indonesi&halia Indonesia, Bogor, 2010, Hal 4.,
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dapat membuat berbagai kesepakatan untuk membtyalwi pemasaran, mengatur harga,
kualitas dan kuantitas barang dan jaseg ditawarkan (kartel). Hal itulah yang
menyebabkan tujuan dari hukum persaingan usaharisetak dapat berjalan. Pembangunan
perekonomian Indonesia ditujukan untuk meningkatkamdupan masyarakat yang adil dan
makmur serta sejahtera. Hal ini merupakan citayatlag telah diamanatkan dalam UUD
1945 dan Pancasila. Oleh karenanya di dalam UnUWaagng Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan UsahaKT&&hat (selanjutnya disebut UU No.
5 Tahun 1999) ditetapkan adanya azas demokrasoekati dalam perekonomian Indonesia,
dimana semua pelaku usaha di Indonesia dalam raekgl kegiatan usahanya harus
memperhatikan keseimbangan antara kepentinganuesaha dan kepentingan umam.

Problematika tentang Persaingan Usaha Tidak Sehmmigkali terjadi dalam dunia
usaha. PT. Angkasa Pura Il dan PT. Telekomunikadoresia, Tbhk diduga melakukan
pelanggaran persaingan usaha di Bandara Soekatte4Hangenai penggunaanPos PT.
Telkom Tbk menjadi rekanan Angkasa Pura Il dalammjatenkan sistem tersebut. Pada
mulanya, Telkom mengajukan proposal penggunaaaensistPostersebut kepada Angkasa
Pura Il. Berdasarkan laporan masyarakat kepadastigator KPPU, proposal tersebut
diterima Angkasa Pura Il dengan mengeluarkan Shdaran (SE) kepada seluruh tenant
sehingga semua tenant (penyewa) yang berada diaBa@bekarno-Hatta diwajibkan untuk
menggunakan sistemPostersebut. Dengan layanan tersebut dimana biaya gikegakan
kepada tenant adalah sebesar Rp 1.350.000/bulariherigan perincian yang ada di dalam
perjanjian tersendiri oleh kedua belah pihak tarsétp. 1.050.000 untuk biaya layanan e-
Pos, Rp 50.000 komisi untuk PT. Telkom, Tbk danZ80p.000 komisi untuk PT. Angkasa
Pura Il.

Menurut Angkasa Pura Il, melalui kuasa hukumnyak Brermana, hubungannya
sebagai pengelola Bandara Soekarno-Hatta dan Telkatam bisnis ini hanyalah
menjalankan sinergi antar BUMN seperti diperintahkdenteri BUMN. Dimana dalam
menjalankan kegiatan usahanya, Angkasa Pura Il mhgkae jasa internet bagi penyewa
disana Telkom pun mengusulkan layanan telekomuinyasy dibutuhkan Angkasa Pura Il
dalam bentuke-Pos Layanane-Posadalah suatu sistem untuk mengetahui pemasukan dari
tenant(penyewa) yang membuka usaha di Bandara Soekartta-iAmgkasa Pura Il berhak

mendapat persenan dari keuntunganant (penyewa). Sistem ini dimaksud untuk

2L. Budi KagramantoMengenal Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan UU ®dahun 1999
Laros, Surabaya, 2008, Hal. 11.,
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memastikan total royalti yang akan diterima Angk#&sa@a. Tidak selesai sampai disitu,
Angkasa Pura Il dan PT. Telkom, Tbk melakukan upgaylum mengenai perkara ini atas
putusan KPPU tersebut. Dari kedua pihak Terlapdaka&an segala cara untuk menguatkan
pernyataan bahwa mereka tidak melakukan tindakaersgang diduga oleh KPPU.

Upaya hukum tersebut sebagaimana diputuskan oleAUKBalam pertimbangan
hakim telah terurai dalam putusan KPPU dengan NoReskara 07/KPPU-1/2013. Kedua
perusahaan tersebut dinilai secara sah dan meyakimklanggar Pasal 15 ayat (2) UU No. 5
Tahun 1999. Sedangkan PT. Angkasa Pura Il deng#toniehanya bekerjasama dalam
proyek penyediaan jasa jaringan telekomunikasai atéos dan jaringanfiber optic di
Bandara Soekarno-Hatta. Angkasa Pura Il dan Telkatm suara, memastikan kerjasaga
Pos sudah sesuai aturan dan perundang-undangan yalagglbdr Indonesia. Kuasa hukum
Angkasa Pura Il, Erik Permana, menjelaskan Anglasa Il memiliki hak dan wewenang
untuk melakukan kerjasama komersial di Bandara &oekHatta dengan cara yang sehat.
Adapun terkait pengadaanPos Erik menegaskan bahwa Angkasa Pura Il telah mkabu
pengumuman secara terbuka selama 30 hari, namwya Raikom saja yang memberikan

penawaran.

1. Tujuan Pendlitian

Pembahasan jurnal ini ditujukan untuk mengetahbihlgauh pihak mana yang
mendapatkan perlindungan hukum terkait monopoliamal pengadaan Jasa Jaringan
Telekomunikasi di Bandara Soekarno-Hatta ditinjati dU No. 5 Tahun 1999.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagigeerangan ilmu hukum, dan
secara praktis, diharapkan dijadikan pedoman bagidfintah, aparat Penegak Hukum serta
warga masyarakat terhadap isu hukum yang dibahas gmalisis putusan KPPU Nomor
07/KPPU-1/2013 tentang dugaan persekongkolan. FAhgkasa Pura Il dan PT.
Telekomunikasi Indonesia dalam pengadaan layafmosdi Bandara Soekarno-Hatta.

3. Metode Pendlitian

SHukum Online, Angkasa Pura dan Telkom tepis dugaan KPPU,
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt524bb94bB2/angkasa-pura-ii-dan-telkom-tepis-dugaan-kppu
diakses pada tanggal 9 Agustus 2015 pukul 16.55
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Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, yaipenelitian yang didasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku damatliteliteratur lainnya yang berkaitan
dengan pokok bahasan sebagai bahan pendukung.pé@mditian yang digunakan adalah
yuridis normatif dan penulisan ini dilakukan dengaenggunakan pendekatan perundang-
undangangtatute approachdan pendekatan konseptuebiceptual approagh

Pendekatan perundang-undangan adalah penel@ny pendekatan utamanya
melalui perundang-undangan yang berlaku dalamrhiadalah Undang-undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli damsd¥egan Usaha Tidak Sehat.
Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatayn diperoleh melalui literatur-

literatur pendukung untuk pembahasan yang akakudién.

PEMBAHASAN
1. Kronologi Kasus Dugaan Persekongkolan Antara PT. Angkasa Pura |l dengan PT.
Telekomunikas I ndonesia dalam pengadaan layanan e-Pos.

Angkasa Pura |1l dengan Telkom Indonesia dilaporkiah melakukan
persekongkolan dalam pengadaan layagdtosdi Bandara Soekarno-Hatta. Kedua BUMN
tersebut dikatakan telah bersekongkol apabila m&kk perbuatan yang memenuhi unsur
Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999, yang mertgabuPelaku usaha dilarang membuat
perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyarbtdowa pihak yang menerima barang
dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli dpatan atau jasa lain dari pelaku usaha
pemasok. Unsur-unsurnya vyaitu : 1) pelaku usahan@nbuat perjanjian dengan pelaku
usaha lain, 3) dengan persyaratan pihak yang nmeadsarang dan atau jasa tertentu harus
bersedia menerima barang dan atau jasa lain dakipasaha pemasok.

Dalam kegiatan pengadaan layanasPos di Bandara Soekarno-Hatta tersebut
dilakukan oleh 2 BUMN vyaitu PT. Angkasa Pura Il dah. Telekomunikasi Indonesia, Thk
sehingga memenuhi unsur pelaku usaha. Untuk medakikgiatan tersebut kedua BUMN
melakukan perjanjian terkait beberapa hal yaitu geeai tarif layanan, pembagian
penerimaan tarif layanan, dan hak dan kewajiban dasing-masing pihak. Dalam
melakukukan perjanjian, kedua BUMN tersebut bersapantuk melakukan kegiatan usaha
dengan berbagai hal sebagai peranan masing-masiak; Pada Pasal 1313 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang disebut suatu perjagtalah suatu perbuatan orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang #&#&u lebih. Kedua BUMN tersebut dalam
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melakukan kegiatan usaha memang membuat perjdgjiabih dahulu sebagai pengikat dan
bukti otektik diantara keduanya.

Pada tanggal 19 November 2010, Angkasa Pura ITé#om Indonesia melakukan
negoisasi terkait kerjasama penyediaan laya®ostersebut dan menghasilkan antara lain
sebagai berikdt

1. Lokasi di Terminal 1, Terminal 2 (tidak termi&sTerminal D) dan Terminal 3

serta Area Kargo Bandara Soekarno-Hatta.

N

Fasilitase-Posdisediakan oleh Telkom Indonesai meliputi perangiaitware,
link, dan terminal client.

3. Selama perjanjian, seluruh perawatan dan peanaan fasilitas layanaa-Pos
dan penggantian perangkat yang rusak adenjanggungjawab Telkom
Indonesia.

4. Nilai investasi sebesar Rp 8,2 milyar untukimeauhi target 40@rminal client.
Pengenaan tarif layan@Poskepada mitra usaha Rp 1.350.000,- per-unit per-
bulan (belum termasuk PPN). Tarif layanas?oskomponen biaya investasi dan
operasional sebesar Rp 1.050.000,- per-unit pembdan profit Rp 300.000,-
per-unit per-bulan. Bagian Angkasa Pura ksaprofit tersebut adalah Rp
250.000,- per-unit per-bulan.

Mengenai jangka waktu, dimana jangka waktu peganperlaku adalah selama 3
tahun dan dapat diperpanjang. Sedangkan mengena penyediaan, dimana seluruh biaya
penyediaan fasilitas-Posmenjadi tanggungjawab Telkom Indonesia. Pembaggsadggpatan
penyediaan layanagtPos:

- Tarif layanane-Poskepada mitra usaha atas penggunaan fasilitas layafas

sebesar Rp 1.350.000,-/unit/bulan (belum termagtk)P

- Bagian Angkasa Pura Il atas tarif layan@nsebut sebesar Rp 250.000,/
unit/bulan.

Mengenai tarif tersebut merupakan kaitan dari pgga kerjasama antara Angkasa

Pura Il dan Telkom Indonesia. Dengan perjanjiandapat diuraikan apakah dalam kasus
tersebut terdapat unsur persekongkolan atau tklgknang keduanya membuat perjanjian
yang mewajibkan bahwa seluruh penyewahaisdi Bandara Soekarno-Hatta harus

menggunakan layanae-Posmelalui Angkasa Pura Il yang bekerjasama dengakofel

4 bid. poin 14.3.5
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Indonesia. Tetapi dalam perjanjian itu tidak diwkgin untuk membeli atau menggunakan
produk lain dari Telkom Indonesia, sesuai dengasaPgang didugakan oleh KPPU yaitu
Pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pihak ggragok yaitu Angkasa Pura Il harus
bersedia menerima seluruh pasokan produk dari BReakasok yaitu Telkom Indonesia.

Dalam hal ini memenuhi unsur perjanjian. Tetapdesi perjanjian kerjasama dalam
melakukan pengadaan layanarPosini bertentangan dengan apa yang didugakah ol
KPPU yang terkait dengan Pasal 15 ayaty@)g menyebutkan isi perjanjian tersebut
terdapat unsur yang memiliki persyaratan bahwakpy@ag menerima barang dan atau jasa
tertentu harus bersedia menerima barang dan ataugm dari pelaku usaha pemasok. Kata
“lain” ini akan dibahas secara jelas dalaempahasan selanjutnya. Dalam melakukan
kegiatan usaha tersebut kedua BUMN ini saling hakama yaitu dengan bertukar barang
dan jasa. Yaitu dalam pengadaan layaedfosdimana Angkasa Pura Il membutuhkan jasa
dari Telkom Indonesia untuk mengetahui dan mengapeasiapatan yang didapat dari mitra
usaha yang membuka usaha di Bandara Sokarno-Hstam kerjasamanya kedua BUMN
tersebut hanya melakukan kerjasama dalam pengddganane-Pos. Sedangkan dalam
pasal 15 ayat (2) tersebut yang dimaksud adalghdeana yang memiliki persyaratan untuk
pihak penerima jasa dalam hal ini adalah Angkagsa Huharus menerima pasokan barang
dan atau jasa lain dari Telkom Indonesia.

Arti kata “lain” dari Pasal 15 ayat (2) ini merupek barang dan atau jasa yang
menjadi objek kerjasama dalam suatu perjanjian Yyahip dari satu jenis. Sedangkan jika
dikorelasikan dengan kasus tersebut apa yang kijadobjek perjanjian dalam kerjasama
pengadaan layanagPostersebut hanya satu jenis objek dalam perjanjiaiy yayanane-
Postersebut. Telkom Indonesia dengan Angkasa Purardebut tidak memuat persyaratan
tersebut dalam perjanjian. Hanya saja yang termaiaim perjanjian adalah kerjasama dalam
pengadaan layanar-Pos di Bandara Soekarno-Hatta. Sehingga tidak memenuisur
tersebut. Berkaitan dengan sanksi administratilfkdoie Indonesia jika memasok bahwa
barang dan atau jasa lain kepada Angkasa Purdalindartian memenuhi unsur-unsur Pasal
15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 yaitu telah ditkatudi dalam Pasal 47 ayat (1) UU No. 5
Tahun 1999 yakni Komisi berwenang menjatuhkan dabksupa tindakan administratif

terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuamigndiadang ini.
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Sedangkan aplikasi dari sanksi yang dimaksiath pasal 47 ayat (1) tersebut
terdapat pada Pasal 47 ayat (2) yang terkait depgéanggaran Pasal 15 ayat (2) yaitu
berupa :

- Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimanslichalalam Pasal 4 sampai

dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau

- Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.0@@0QO0(satu milyar rupiah)

dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,- (duaipdima milyar rupiah)
Sedangkan untuk pidana pokok jika melanggar ketenftasal 15 ayat (2) yaitu terdapat
pada Pasal 48 ayat (2) yaitu :

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampgeand Pasal 8, Pasal 15,
Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 ¢gJbaaang ini diancam pidana
denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,- (lim@rmmupiah) dan setinggi-
tingginya Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milygiah), atau pidana kurungan
pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

2. Analisis Putusan KPPU Nomor Perkara 07/KPPU-1/2013 terkait dengan Sinergi
BUMN yang dilakukan PT. Angkasa Pura Il dan PT. Telekomunikas Indonesia
dalam pengadaan layanan e-Pos di Bandar a Soekar no-Hatta.

Dalam putusan KPPU, diputuskan bahwa Angkasa Purgrlbukti secara sah
melanggar pasal 15 ayat (2) sedangkan Telkom Irsiielak terbukti secara sah melanggar
Pasal 15 ayat (2), lalu kedua BUMN tersebut dipuioisik membayar denda yaitu Angkasa
Pura Il selaku Terlapor | sebesar Rp 3.402.000-0@@a milyar empat ratus dua juta rupiah)
dan Telkom Indonesia sebagai Terlapor Il dikenatk@mda sebesar Rp 2.109.240.000,- (dua
milyar seratus sembilan juta dua ratus empat pulbuhrupiah).

Dalam melakukan sinergi BUMN diatur secara jeladgp8E BUMN 03/2009 yaitu
BUMN untuk melakukan sinergi dalam proses pengadesang dan atau jasa, dengan cara
melakukan penunjukan langsung antar BUMN vyang itexsif antara anak dan induk
perusahaan. Ketentuan tentang sinergi BUMN diadextigan dibentuknya Peraturan Menteri
Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 selanjutnya digePermen BUMN 05/2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PengadaangBatan Jasa BUMN. Setahun
kemudian ditetapkan Surat Edaran Menteri BUMN Noi8&-03/MBU.S/2009 selanjutnya
disebut SE BUMN 03/2009 oleh Kementrian BUMN dalaangka mendukung sinergi
BUMN, anak perusahaan, dan perusahaan terafiliasi.

Sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan BudeiNjan cara penunjukan

langsung kepada pihak yang terafiliasi dan atalt preusahaan bertentangan dengan prinsip
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persaingan usaha tidak sehat. Hal ini mengingatkamva pengadaan barang dan jasa
merupakan sebuah pasar yang seharusnya dikompatigikna mendapat barang dan jasa
yang kompetitif dan efisien dari sisi harga maupwlitas. Jika kedua BUMN tersebut
melakukan tindakan yang menyebabkan persekonglaikun persaingan usaha tidak sehat,
peraturan yang sesuai untuk digunakan adalah pamayiang berkaitan dengan pengadaan
barang dan atau jasa pemerintah atau yang terksmgjatt BUMN. Dari aspek yuridis
Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 temtaRerubahan atas Peraturan
Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Bedn Umum Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa BUMN. Yang memberi gelB&aiMN melakukan sinergi
dengan cara penunjukan langsung bukanlah kewenawegateri yang diminta langsung oleh
UU atau peraturan perundang-undangan. Tidak adapwsat undang-undang maupun
perundang-undangan yang lebih tinggi dari PermeMBWomor PER-15/MBU/2012 yang
memberikan amanat atau delegasi langsung pada MBWMN untuk menerbitkan
peraturan di bidang pengadaan barang dan jasan&a@da hakekatnya sistem penunjukan
langsung bertentangan dengan prinsip persaingdma tistak sehat.

Memperhatikan putusan KPPU tersebut, dapat dijatatlahwa KPPU mengenakan
denda berupa sejumlah uang kepada Angkasa Puaa Telkom Indonesia karena dianggap
keduanya melakukan persekongkolan tender dan mengaugnjian tersendiri mengenai
kerjasama pengadaan layanaPostersebut. Setelah diuraikan mengenai kronologi kasu
dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang terkeyé,j Angkasa Pura Il tidak melakukan
persekongkolan tender atau melakukan perjanjidanter dengan Telkom Indonesia, karena
itu adalah bagian dari sinergi antar BUMN. Dan megdidak diadakan tender karena
kerjasama antar BUMN tersebut tidak memerlukan yalatender. Hanya diperlukan
perjanjian terbuka dengan obyek perjanjian yarasjel

Hal ini menunjukkan bahwa unsur dengan persyargitzak yang menerima barang
dan atau jasa tertentu harus bersedia menerimagoden atau jasa lain dari pelaku usaha
pemasok tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Angkasa Il dan Telkom Indonesia. Karena
keduanya tidak terbukti melakukan penerimaan barxarg atau jasa lainnya diluar obyek
perjanjian yaitu pengadaan layanesPosdi Bandara Soekarno-Hatta. Maka jika dikaitkan
dengan putusan KPPU Nomor Perkara 07/KPPU-1/20fslbeit, menurut saya tidak tepat
karena Angkasa Pura Il dan Telkom Indonesia tidagat dikatakan bersekongkol dalam

pengadaan layanagPosdi Bandara Soekarno Hatta karena tidak memenuhirwumssur
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Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 yang membat&sgenai perjanjian pemaksaan
Angkasa Pura Il untuk menerima seluruh barpmaduksi dari pemasok dalam hal ini
Telkom Indonesia. Apa yang dilakukan kedua BUMNsébut dalam kegiatan usahanya
masih sesuai dalam koridor hukum dengan landasaB@@N 03/2009 yaitu mengenai

sinergi antar BUMN. Jika memang keduanya dikatak&nsekongkol, mengapa hanya
Angkasa Pura Il saja yang dikatakan melanggar kedenPasal 15 ayat (2), sedangkan

Telkom Indonesia juga turut dikenakan denda sejoméang.

KESIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tgaly dibahas dapat
disimpulkan bahwa putusan KPPU Nomor Perkara O7IKFE013 yang memutuskan
Angkasa Pura Il dan Telkom Indonesia melakukangk@rsgkolan tender ditinjau dari UU
No. 5 Tahun 1999 tidak tepat, dikarenakan tidal thder karena kerjasama ini hanya
sebagai kerjasama antar BUMN atau yang disebutgsirmmtar BUMN berdasarkan SE
BUMN 03/2009 bertujuan untuk meningkatkan kualidaam melayani sebagian kecil
masyarakat terutama dalam bidang transportasi.nbalalakukan kerjasama, Angkasa Pura
Il dan Telkom Indonesia membuat perjanjian dengasegakatan antara kedua belah pihak
yang antara lain memuat hak dan kewajiban kedwghh@hak dan tarif layanag-Posserta
bagian dari masing-masing pihak. Dan perjanjiarelaut bersifat terbuka dan sangat wajar
sesuai dengan kriteria perjanjian dalam sinergi BUNerjanjian yang dibuat tidak memuat
perjanjian khusus yang mengharuskan penerima bal@ag hal ini adalah Angkasa Pura Il
menerima seluruh pasokan barang atau produk yangjkiioleh Telkom Indonesia sebagai
pemasok barang.

Perjanjian tersebut hanya memuat hak dan kewajkealua belah pihak sebagai
penerima barang dan pemasok barang. Tidak adatkategang mengharuskan hal tersebut
sesuai yang Pasal yang dituduhkan oleh KPPU yaisalPL5 ayat (2). Unsur-unsur Pasal 15
ayat (2) yang dituduhkan oleh KPPU tidak semuaerypehnuhi, yang terpenuhi hanya unsur
“pelaku usaha” karena memang keduanya adalah BUMIdnd hal ini yang melakukan
kerjasama maka dapat dikatakan sebagai pelaku .utaha unsur “membuat perjanjian
dengan pelaku usaha lain” karena keduanya memanmbuoa perjanjian kerjasama

pengadaan layanaiPosdi Bandara Soekarno-Hatta. Sedangkan unsur “depegesyaratan
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pihak yang menerima barang dan atau jasa tertemtis ibersedia menerima barang dan atau
jasa lain dari pelaku usaha pemasok” tidak terperkainena memang keduanya tidak

melakukan hal tersebut seperti halnya yang sudalaskan dalam pembahasan sebelumnya.

2. Saran

Hendaknya dilakukan peninjauan ulamgd(cial review)mengenai UU No. 5 Tahun
1999 dalam implementasinya terhadap pengadaandgbdeamjasa oleh pemerintah dalam hal
ini BUMN.
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Abstract

The Joint Venture bankruptcy which is a limited liability company has been regulated both in
Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Law Number 37 Year 2004
concerning Bankruptcy and Postponement of Obligation of Debt Payment. The form of a
Joint Venture business entity has also been specified in several regulations. This is in
contrast to the related Joint Operation rules which are a joint venture of two or more
companies to run a project within a certain period of time and do not establish a new legal
entity in accordance with Indonesian legidation. Lack of Joint Operation arrangements
either in terms of definition, the form of the business entity or in the event of a bankruptcy
petition against Joint Operation by a third party, it creates a legal void. Uncertainty in
bankruptcy of Joint Operation is about the position of Joint Operation whether as the legal
subject of bankruptcy and / PKPU, and result in responsibility for debt which is not paid by
Joint Operation. Moreover, there have been cases of bankruptcy and PKPU against Joint
Operation with Case Number 54 / PKPU / 2012 / PN. Jkt.Pst between PT. Putra Sgati
Indomakmur to Joint Operating Body (JOB) Pertamina-Golden Spike Energy Indonesia Ltd.

Keywords. bancrupty, business entity, Joint Operation

Abstrak

Kepailitan Joint Venture yang merupakan perseredpatas telah diatur baik pada Undang-
Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Berlmaaupun dalam Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penund&awajiban Pembayaran Utang.
Bentuk badan usaha Joint Venture pun juga telanulikan dalam beberapa peraturan. Hal
ini berbeda dengan peraturan-peraturan terkait @peration yang merupakan bentuk usaha
bersama dari dua atau lebih perusahaan untuk maekgl sebuah proyek dalam kurun
waktu tertentu dan tidak membentuk badan hukum lsmsuai peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Kurangnya pengaturan menghkmat Operation baik dari segi
definisi, bentuk badan usaha yang dimaksud mauplamdhal jika terjadi permohonan pailit
terhadap Joint Operation oleh pihak ketiga dil@ntJOperation, menimbulkan kekosongan
hukum. Ketidakpastian dalam kepailitan &eldp Joint Operation adalah mengenai
kedudukanJoint Operation apakah sebagai subyek hukum pailit dan/atau PKRU latkan,
dan berakibat pada tanggung jawab terhadap utamg tgk terbayar oleloint Operation.
Terlebih lagi telah terdapat kasus dalam hal kepaildan PKPU terhadap Joint Operation
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dengan Nomor Perkara 54/PKPU/2012/PN. Jktdsara PT. Putra Sejati Indomakmur
terhadaploint Operating Body (JOB) Pertamina-Golden Spike Energy Indonesia Ltd.

Kata Kunci: Kepailitan, Badan Usaha, Joint Operation

PENDAHULUAN

Meluasnya kegiatan bisnis mengakibatkan semakimrbpsla modal atau biaya
yang dibutuhkan dan salah satu cara untuk mendapatlodal tersebut adalah dengan utang.
Namun menjadi persoalan ketika debitor tidakmpu melakukan pembayaran terhadap
utang yang telah jatuh tempo kepada kreditornyadan tidak mampu membayar lazimnya
disebabkan karena kesulitan kondisi keuandamar(cial distress)’. Financial distress juga
disebutkan sebagaicondition where a company cannot meet, or has difficulty paying off, its
financial obligations to its creditors, typically due to high fixed costs, illiquid assets or
revenues sensitive to economic downturns. A company under financial distress can incur
costs related to the situation, such as more expensive financing, opportunity costs of projects
and less productive empl oyees’.

Ketidakmampuan debitor untuk membayar utang-utamgeyhadap para kreditor
dalam dunia bisnis membutuhkan sebuah langkah [e=mayan yang efektif, cepat dan lebih
modern. Sehingga langkah hukum yang dapat dipekgumnadalah kepailitan. Dalam banyak
kasus kepailitan lebih digunakan oleh para kreditduk mencari jalan keluar untuk menagih
utang dan bukan sebagai alat untuk mencari jalarakéari keadaan ketidakmampuan untuk
membayar utangnyaFaktor-faktor tersebut yang pada akhirnya melahitdadang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penund&@wajiban Pembayaran Utang.
Pada praktiknya, kasus kepailitan didominasi atdgek hukum orangng@tuurlijke persoon)
dan subyek hukum badan hukunechtspersoon). Walaupun jika dikaji lebih dalam banyak
terdapat suatu norma yang sebenarnya hanya ddpatattukan terhadap kepailitan orang
perorangan akan tetapi tidak diberlakukan terhddggailitan perseroan terbatas, demikian

pula sebaliknyd Namun norma-norma tersebut masih dapat diterapkea subyek hukum

! Hadi ShubhanHukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana, Jakarta, 2009,
Hal 3.

2 http://www.investopedia.com/terms/f/financial_déess.asp

3 Hadi Shubhan, @Cit., Hal. 11.

41bid., Hal. 13.
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orang dan subyek hukum badan hukum, lalu bagaimdmaa kreditor ingin mengajukan
permohonan pailit terhadap suatu proyek bersamagakah proyek tersebut merupakan badan
usaha yang menjadi subyek hukum sehingga dapahdimkan pailit?.

Permasalahan tersebut timbul sebagai akibat dakepdangan arus barang, arus
jasa dan arus modal semakin meluas tiap tahunngekembangan ekonomi tersebut
mengakibatkan semakin komplitnya kebutuhan ppedaku usaha untuk memperluas
kegiatan usahanya. Salah satu bentuk kegiatan ysaitacukup sering digunakan adalah
kerja sama antara dua atau lebih pelaku bisnigaksama tersebut dibedakan menjadi dua
jenis yaituJoint Venture danJoint Operation. Joint Venture mulai populer di Indonesia sejak
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 19@ifatg Penanaman Modal Asing
yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nor26 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal. Joint Venture memang lebih dahulu populer dikalangan para peleaha, namun
dalam perkembangannya terdapat bentuk kerja samadag mulai menjadi sorotan para
pebisnis di dunia.

Bentuk kerja sama tersebut adalint Operation yang dalam dalam Surat Dirjen
Pajak Nomor S-123/PJ.42/1989 merupakan kerja sgmeasi dua badan atau lebih yang
sifatnya sementara hanya untuk melaksanakan suvayekptertentu sampai proyek tersebut
selesai dikerjakan. Joint Operation mulai populer di Indonesia sejak diberlakukannya
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 50/PRT/1%8fhtang Perizinan Perwakilan
Perusahaan Jasa Konstruksi Asing. Berdasafkasal 1 angka 4 Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 50/PRT/1991 Tentang PeriziR@nwakilan Perusahaan Jasa
Konstruksi Asing,Joint Operation diistilahkan dengan Usaha Kerja Sama yang memiliki
pengertian yaitu “usaha antara satu atau beberapssghaan Jasa Konstruksi Asing dan
Nasional, yang bersifat sementara untuk menangani gstau beberapa proyek dan tidak
merupakan suatu badan hukum baru berdasarkan pemghuhdangan Indonesia”.

Pengaturan mengendoint Operation di Indonesia belum diatur secara khusus. Hal
tersebut menimbulkan ketidakpastian hukusrutatma saat terjadi kepailitan yang
dimohonkan oleh para kreditor kepadaint Operation seperti dalam Putusan Nomor
54/PKPU/2012/PN.Niaga Jkt.Pst yang diajukan oleh Pitra Sejati Indomakmur terhadap
PT. Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai dan PT.d&olSpike Energy Indonesia. PT.

5 http://sopindoconsulting.com/?p=297
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Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai dan PT. Gol8pike Energy Indonesia telah melakukan
kerjasama dalam bentuloint Operation Body - Production Sharing Contract untuk eksplorasi
Blok Raja dan Pendopo di Sumatera Selatan dalartulbdoint Operation Body Pertamina —
Golden Spike Indonesia Ltd. dan masing-masing telahyertakan modal dengan perbandingan
50%:50%. JOB Pertamina — Golden Spike Indonestia telah membuat beberapa perjanjian
jasa sewa dengan PT. Putra Sejati Indomakmur yanguétian PT. Putra Sejati Indomakmur
telah menyelesaikan atau melaksanakan pekerjaanoperasionalindirect heater dan jasa
rental separator di lokasi air itamroduction facilites serta telah mengirimkan pernyataan
tagihan yang terdiri dari beberapa invoice kepa@8 Pertamina-Golden Spike Indonesia Ltd
qq Pt. Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai dan®dlden Spike Energy Indonesia.

PT. Putra Sejati Indomakmur telah berulang kali ememi JOB Pertamina-Golden
Spike Indonesia Ltd qq PT. Pertamina Hulu EnergaReempirai dan PT. Golden Spike
Energy Indonesia untuk menanyakan akan realisasirafai kekurangan pembayaran sebesar
USD 1.215.918,78,- (satu juta dua ratus lima belas sembilan ratus delapan belas koma
tujuh puluh delapan Sen Dollar Amerika Serikatpsapekerjaan jasa operasiomadlerect
heater dan jasa rental separator, namun hingga tanggatgieman PKPU diajukan, JOB
Pertamina-Golden Spike Indonesia Ltd qq PT. Pertarhiulu Energi Raja Tempirai dan PT.
Golden Spike Energy Indonesia tetap tidak melaksamakewajibannya. Pihak JOB
Pertamina-Golden Spike Indonesia Ltd qq PT. Pertarhiulu Energi Raja Tempirai dan PT.
Golden Spike Energy Indonesia juga memiliki utarang sudah jatuh tempo dan dapat
ditagih selain kepada PT. Putra Sejati Indomakmur.

Terhadap permohonan PKPU PT. Putra Sejatontradkmur, Majelis Hakim
memiliki pertimbangan hukum dalam Putusan NomoPB&U/2012/PN.Niaga Jkt.Pst yaitu
Persepsi PT. Putra Sejati Indomakmur yang menyatal@nt Operating Body (JOB)
Pertamina-Golden Spike Energy Indonesia Ltd, tidagat didudukan sebagai debitor dalam
Kepalitan / PKPU adalah keliru dan menyalahi Korsveyang terjadi selama ini antara
Pemohon dengan Pihak JOB dan oleh karenanya, nma&kaoRonan penundaan kewajiban
pembayaran utang (PKPU) terhadap PT.Pertamina Eudugi Raja Termirai dan PT.Golden
Spike Energy Indonesia menjadi error inpersonanggjai menyatakan permohohan PKPU

PT. Putra Sejati Indomakmur tidak dapat diterimatidkakpastian mengenai keduduklonnt

75



:: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 2 Nomor 1, April 2018

Operation sebagai subyek hukum pailit atau bukan, menimbukekosongan hukum. Hal ini
berakibat pada tanggung jawab terhadap utang yakgtdrbayar olehJoint Operation.
Berdasarkan pada permasalahan hukjum sebagaimamséadi di atas, menjadi dasar penulisan
Jurnal ilmiah dengan judul “Kepailitajoint Operation dan Tanggung Jawab Para Peséoiat

Operation”.

1. Tujuan Pendlitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan ge&shui tanggung jawab peserta
Joint Operation terhadap utang yang tidak terbayar dalam prageht Operation dan proyek
Joint Operation merupakan subyek hukum dan dapat dimohonkan pailit.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ipangetahuan bagi penulis pada
umumnya, di bidang kepailitan dan khususnya kepaijoint operation dan tanggung jawab
para pesertgoint operation dan hasil penelitian ini diharapkan dapat membarkentribusi
yang digunakan sebagai sumbangan pemikiran pada p#rak dan institusi untuk

menyelesaikan permasalahan yang terjadi terkagatepenelitian ini.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian hukunteg@l research) dengan menggunakan
pendekatan undang-undangstaute approach), pendekatan konseptualcoiceptual
approach) dan pendekatan kasusage approach).® Metode analisis bahan hukum didasarkan
pada bahan hukum primer berupa perundangan-undadig@ampulkan dengan metode
inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekuddeimpulkan dengan sistim kartu
catatan ¢ard sistem), baik dengan kartu ikhtisiar (memuat ringkasdisam sesuai aslinya,
secara garis besar dan pokok gagasan yang memuadpae asli penulis); Kartu kutipan
(digunakan untuk memuat catatan pokok permasalalsania kartu ulasan (berisi analisis

dan catatan khusus penulis).

6 1bid. Hal. 133.,
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PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Peserta Joint Operation Terhadap Utang Yang Tidak Terbayar
Dalam Proyek Joint Operation
1.1 Karakteristik Joint Operation

Berbeda dengan Joint Venture, kerjasama antar glemes lainnya yaitu Joint
Operation memiliki karakteristik tersendidoint operation dalam bahasa Indonesia juga
disebut dengan “Kerja Sama Operasional” yang banjlakukan jika pemerintah terlibat
sebagaibouwheer. Sehingga dilakukanlah kontrgkint operation dengan Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) binaan departemen dimana proyeksebut terdapat. Pada
prinsipnya, joint operation melakukan operasi proyek secara bersama abtanaheer
dengan kontraktor, dengan hasil dibagi diantaraikduklah pihak Di Indonesia sendiri,
pengaturan mengengbint operation belum secara khusus diatur, namun terdapat
beberapa peraturan yang menjelaskan mengenai piangssirijoint operation.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peratukéenteri Pekerjaan Umum No.
05/PRT/M/2011, dijelaskan bahwa Kerjasama opeljasgit(operation) adalah kerjasama
usaha antara satu atau lebih BUJKA dengan satu labaln BUJK, bersifat sementara
untuk menangani satu atau beberapa proyek danmeakpakan suatu badan hukum baru
berdasarkan perundang-undangan Indonesia”. PesmgdBtiJK sendiri dinyatakan dalam
Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan UmamOS8/PRT/M/2011, yaitu “Badan
Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disinghsigee BUJK adalah badan usaha yang
berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya rb&rgk bidang jasa konstruksi”.
Sedangkan pengertian BUJKA diatur dalam Pasal i (8yaPeraturan Menteri Pekerjaan
Umum No. 05/PRT/M/2011 yang menyatakan :

“Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang selanjuthiyimgkat BUJKA adalah

badan usaha yan didirikan menurut hukun dan besdlbndi Negara asing,

memiliki kantor perwakilan di Indonesia dan dipens&kan dengan badan hukum

Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang uaah&pnstruksi”.

PengertianJoint Operation, awalnya diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaarurdm
Nomor 50/PRT/1991 tentang Perizinan Perwakilan $draan Jasa Konstruksi Asing

dalam Pasal 1 angka 4, yang menyatakan bahwa:

7 Munir Fuady,Kontrak Pemborongan Mega Proyek, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1998, Hal. 56.
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“Usaha Kerja Sama (joint operation) adalah usah@ransatu atau beberapa
perusahaan Jasa Konstruksi Asing dan Nasional, pangjfat sementara untuk
menangani satu atau beberapa proyek dan tidak alenpsuatu badan hukum

baru berdasarkan perundang-undangan Indonesia”.

Namun peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagjak diberlakukannya Peraturan
Menteri Pekerjaan UmunNomor 28PRT/M/2006 tentang Perizinan Perwakilan Badan
Usaha Jasa Konstruksi Asing yang sebagaimana didlesigan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2011 tentang Pedomamsy®@atan Pemberian Izin
Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asingat®@mn lain yang mengatur mengenai
pengertianJoint operation adalah Surat Dirjen Pajak No. S-123/PJ.42/198%dagkan
dalam surat tersebut bahwa Joint Operation adakxupakan bentuk kerjasama operasi,
yaitu perkumpulan dua badan atau lebih yang bergahuntuk menyelesaikan suatu
proyek. Penggabungan bersifat sementara hingg&los®jesai.

Sedangkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuienangan (PSAK) No. 39
tentang Akuntansi Kerjasama Operasi disebutkan hwha‘Kerjasama Operasi (KSO)
adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, mBmmasing-masing sepakat untuk
melakukan suatu usaha bersama dengan menggunaiirdaas atau hak usaha yang
dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaisabut”. Dengan demikian karena
Joint Operation hanya merupakan badan usaha yaalg therupakan badan hukum maka
bentuk badan usaha Joint Operation tidak berbepéugeroan terbatas, koperasi terlebih
lagi yayasan.

1.2 Tanggung Jawab Para Peserta Joint Operation kepada Pihak Ketiga

Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai Joperation tersebut diatas,
dapat ditarik benang merah bahwa Joint Operatianpa&an usaha kerja sama antara dua
atau lebih perusahaan yang sifatnya sementara hariygx melaksanakan suatu proyek
tertentu sampai proyek tersebut selesai dikerjalam hanya sebagai badan usaha yang
bukan merupakan suatu badan hukum berdasarkandamgHundangan Indonesia. Jika
dalamjoint venture, dua perusahaan membentuk badan hukum baru bedsdama bentuk

perseroan terbatas (PT atau PT PMA), maka peidi& operation, para pihak hanya
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bekerja sama bersama, namun tidak membentuk badamhbaru atau hanya sebuat usaha
bersama atau kerja sama sementara antara dua gignakebih tanpa membentuk entitas
baru.

Joint Operation dengan karateristiknya sebagai rbadaaha yang bukan
merupakan badan hukum dan dibentuk oleh dua abaln perusahaan untuk melakukan
proyek yang sifatnya sementara menimbulkan madaldait dengan hubungan hukum
yang terjadi dengan pihak ketiga. Terlebih lagiaji&oint Operation tersebut memiliki
hutang kepada pihak ketiga, maka siapa yaeganggung jawab atas kewajiban-
kewajiban tersebut termasuk dengan hutang-hutandfam@ena dalam perkembangannya,
Joint Operation dibentuk untuk menyelesaikan sebpeabyek dengan modal yang
dibutuhkan tidak sedikit. Maka perlu diketahui, ntoOperation dikategorikan sebagai
badan usaha tidak berbadan hukum yang sepertiJég@dau menyebutkan bahwa Joint
Operation merupakan badan usaha maka Joint Operdtapat dikategorikan sebagai
Persekutuan Perdata atau Perseroan yang diatun @alsal 1618 KUHPer dengan unsur-
unsur yaitu adanya pemasukan sesuatu (inbreng)akendpersekutuan serta adanya
pembagian keuntungan atau manfaat.

Pemasukan (inbreng) dalam oleh Joint Operationrseyeng dilakukan oleh
Hutama Bina Maint Joint Operation yang dibentukhoRel. Hutama Karya dan PT. Bina
Maint dengan perbandingan modal 60% : 40%, contmh pemasukan sesuatu dalam
Joint Operation juga dilakukan oleh PT. PertaminduHEnergi Raja Tempirai dengan PT.
Golden Spike Energy Indonesia yang menghasill@nt Operation Body Pertamina —
Golden Spike Indonesia Ltd dengan perbandingasdal 50% : 50%. Selain itu
pemasukan sesuatu (inbreng) dapat pula berbentakdaerupa alat-alat pabrik atau truk
pengangkut bahan pembangunan, traktor, truk pemmiptaupun truk tronton.
Pembentukan Joint Operation dimaksudkan untuk reatekan suatu proyek tertentu
yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntunganara pihak. Maka Joint Operation
dapat dikategorikan sebagai Persekutuan PerdataPatgeroan yang diatur dalam Pasal
1618 KUHPer. Namun perseroan yang diatur dalam |Ph848 KUHPer tersebut
merupakan bentuk umum dari persekutuan yang dadlam KUHD. Pada hakikatnya,
persekutuan perdata tersebut merupakan bembkkk (modervorm) atau genus dari

Firma, Persekutuan Komanditer (CV) dan PT yang pedan bentuk spesiesnya.
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Join Operation sebagai badan usaha yang melakukaton groyek walaupun
sifatnya hanya sementara sampai dengan proyekotegrselesai, namun Joint Operation
memiliki karakteristik menjalankan perusahaan. Karekedudukan Joint Operation
dilakukan secara terang-terangan, artinya Jointr&dipe dapat bertindak dan memiliki
hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk mempek@ahtungan bagi Joint Operation
tersebut. Seperti hubungan hukum yang dilakukam oleHutama Bina Maint Joint
Operation dengan pihak ketiga yaitu PT. Bali Tuldsland Development dalam kaitannya
dengan Perjanjian Kerjasama Pengerukan dan Reklatoaa 11 Pulau Serangan Bali
(Permohonan Pailit dengan Nomor Register PerkaradRiPailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst).
Contoh lain mengenai Joint Operation menjalanarusahaan adalaloint Operation
Body Pertamina — Golden Spike Indonesia Ltd yang terffadungan hukum dengan
pihak ketiga yaitu PT. Putra Sejati Indomakmur ohakaitannya dengan Perjanjian Jasa
Sewa (Permohonan Pailit dengan Nomor d$Remi Perkara No. Putusan Nomor
54/PKPU/2012/PN.Niaga Jkt.Ps).

Joint Operation sebagai badan usaha yarigtnya sementara, terdapat
penggunaan nama bersama dari masing-masing peansgeadiri. Penggunaan nama
bersama dalam kerjasama Joint Operation mengguna&ara gabungan dari masing-
masing pihak yang berarti terjadi kerja sama ap&usahaan-perusahaan tersebut yang
dituangkan dalam Joint Operation Agreement yang gma&silkan kerja sama Joint
Operation. Selain menggabungkan nama parak pgembentuk, penggunaan nama
bersama dengan tujuan perusahaan. Sebagai cyaiinh,

a. usaha bersama yang dilakukan antara PT. HutaangaKlan PT. Bina Maint
menghasilkan Hutama Bina Maint Joint Operdtion

b. usaha bersama yang dilakukan pada tahun 19@BaaRtnta Ocean Co, Ltd
dengan PT. Surya Prasudi Utama dan hssigan Penta-SPU Joint
Operation?

c. usaha bersama yang dilakukan oleh PT. PertaHuha Energi Raja Tempirai
dengan PT. Golden Spike Energy Indonegéng menghasilkanJoint
Operation Body Pertamina — Golden Spike Indonesia Lfd;

8 Putusan Kasasi Nomor 01 K/N/1999
9 Putusan Nomor 42/Pailit/2010/PN.Jkt.Pst.
10 pytusan Nomor 54/PKPU/2012/ PN.Jkt.Pst.
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Joint Operation tidak membentuk badan hukum sehirtikatakan bahwa Joint
Operation merupakan badan usaha tidak berbadanmukaka tidak terdapat pemisahan
harta kekayaan. Sebagai konsekuensinya, pihak-pihakoint operation tersebut tetap
bertanggung jawab atas kewajiba dan kerugian daakketiga. Menurut IFRS?, dalam
joint operation para pihak memiliki kontrol bersama atas hak atset @an kewajiban
dalamjoint operation. Atau dengan kata lain masing-masing pihak secarsab@a-sama
bertanggung jawab penuh atas kerjasama tersebut.

Dilihat dari karakteristik yang dimiliki Joint Opation, maka selain merupakan
badan usaha berbentuk persekutuan perdata atarqaersyang diatur dalam Pasal 1618
KUHPer, kekhususan karakter Joint Operation mememusur mutlak pada persekutuan
Firma sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 KU}y “Persekutuan Firma adalah
suatu persekutuan perdata yang didirikan untuk koken suatu usaha di bawah satu
nama bersama’. Hal tersebut juga dikuatkan olehisgwrdensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 01. K. N/ 1999 tertandg@alFebruari 1999 yang menyatakan
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekefjmom No. 50/PRT/1991 tanggal 17
Februari 1991, Joint Operation bukanlah suatu bdaddmm tersendiri dan hanya bersifat
sementara selain itu dengan memperhatikan carapesmédentukan hukum pembentukan
Hutama Bina Maint Joint Operation yakni merupakaaha bersama yang tidak berbentuk
badan hukum antara PT. Hutama Karya dan PT. BiméntVdengan tujuan mencari
keuntungan bersama dan masing-masing dengan pergand&b0% dan 40%, maka usaha
bersama tersebut dapat dikategorikan sebagai sgimergleroan sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan pasal 1618 BW, dan apabila dipkdamatara penggunaan nama bersama
yakni Hutama Bina Maint Joint Operation, magarseroan yang merupakan usaha
bersama dari para Termohon kasasi sapat dikatagorgebagai perseroan Firma
sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 KUH Dagang.

Joint Operation menjalankan perusahaan dibuktikamgan adanya hubungan
hukum dengan pihak ketiga, selain itu usaha bersaimaenggunakan nama bersama dari

masing-masing pihak pendiri sebagai nama usaha pthak juga memiliki tanggung

Uhttps://www.indonesia-investments.com/id/businassifiess-columns/joint-operation-for-
construction-in-indonesia/item2559
2 Ernst and Young,mpact of The New Joint Arrangements and consolidation Sandards, 2011, hal 9.
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jawab penuh terhadap apapun yang berkaitan dengah Qperation. Joint Operation

dapat dikategorikan sebagai Firma, maka teqmaldutang-hutang yang tidak terbayar
dalam Joint Operation, masing-masing pihak yangtdsebut sebagai sekutu memiliki
tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhamg Yyeerarti setiap sekutu terikat untuk
bertanggung.

2. Kepailitan Joint Operation
2.1  Istilah dan Pengertian Kepailitan

Kepailitan di Indonesia diatur dalam Undangdaimg Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembaaydtang dan berdasarkan Pasal 1
angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 kepaititartikan sebagai “sita umum atas
semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan darberesannya dilakukan oleh Kurator
di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana daelam Undang-Undang ini”.
Perusahaan dinyatakan pailit/bankrut apabila dajangka waktu tertentu tidak bisa
melakukan pembayaran pokok dan/atau bungshystilah tidak bisa membayar atau
berhenti membayar tidak mutlak harus diartikan websama sekali berhenti membayar
utang-utangnya. Tetapi debitur dapat dikatakannddteadaan berhenti membayar, apabila
ketika diajukan permohonan pailit ke Pengadilarbitdeberada dalam keadaan tidak dapat
membayar utangnya Kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1131 Rasal 1132 KUH
Perdat®, hal tersebut merupakan pelaksanaan lebih lartit ptinsip paritas creditorium
dan prinsippari passu pro parte dalam rezim hukum harta kekayaamrrmegonsrechts).

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan ptaag pailit terhadap debitur
dapat dilihat pada pasal 2 ayat (1) Undang — Unddogior 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Ugartgra lain®

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kredidan tidak membayar lunas

sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dgmadalitagih, dinyatakan pailit

131bid., Hal. 26.,

zainal Asikin, Hukum Kepailitan & PenundaanPembayaran di Indonesia, RajaGrafindo Persada,
Jakarta, 2002, Hal. 27.,

Byvictor M. Situmorang, Hendri SoekarsBengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia, Rineka Cipta,
Jakarta, 1994, Hal. 18.,

6Jono,Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hal.
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dengan putusan Pengadilan, baik atas gienannya sendiri maupun atas

permohonan satu atau lebih kreditornya”

Syarat- syarat permohonan pailit sebagaimana dkant dalam Pasal 2 ayat (1)
Undang — Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Keépaildan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang tersebut dapat dijelaskan sebaghit:

1. syarat adanya dua atau lebih kreditor;

2. syarat harus adanya utang;

3. syarat cukup satu utang yang telah jatuh wa&tudapat ditagih;

4

syarat pemohon pailit

2.2 Kepailitan Joint Operation sebagai Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum

Status hukum Joint Operation sebagai badan usaiberiek Persekutuan perdata
secara umum dan berbentuk Firma secara khusus mg&ebéitik terang pada persoalan
tanggung jawab para peserta Joint Operation tephatiéang yang tidak terbayar dalam Joint
Operation tersebut. Terhadap utang-utang tidatbayar tersebut, para peserta Joint
Operation yang merupakan para sekutunya yang lgguag jawab secara tanggung renteng
hingga pribadi untuk keseluruhan. Jika pada utaaggiyang telah jatuh tempo dan dapat
ditagih tersebut terdapat dua atau lebih kreditgiragai pemilik piutang-piutang tersebut,
maka kreditor-kreditor tersebut dapat mengajukarmpbonan pailit. Persoalan kembali
muncul terkait dengan siapa saja pihak dalam Jop#ration yang dapat diajukan sebagai
debitor pailit. Dikarenakan Joint Operation yangyssebagai badan usaha tidak berbadan
hukum tidak dapat disebut sebagai subyek hukumgd?an mengenai debitor diatur dalam
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 28ft4rtg Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang, yang mengatur bahwa :

“Debitor adalah orang yang mempunyai utang karemgpjian atau karena undang-

undang yang pelunasannya dapat ditagih di mukaaodag”

Diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 11 Undangahg Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemaayadtang, yaitu:
“setiap orang adalah orang perseorangan atau lamiptermasuk korporasi yang

berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hd&lam likuidasi”
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Berdasarkan pengaturan dalam ketentuan-ketentuaabteé diatas, maka Joint Operation
yang dapat dikategorikan sebagai badan usaha lekbEmma sebagai badan usaha bukan
badan hukum dapat dijadikan sebagai debitor dalngguan permohonan pailit oleh para
kreditornya. Pengajuan permohonan pailit Joint @jpan tidak hanya mencantumkan Joint
Operation sebagai badan usaha firma, hal tersekaredakan tidak adanya pemisahan harta
kekayaan antara firma dengan dengan harta kekgy#zadi para sekutunya, Joint Operation
sebagai firma pun bukanlah suatu bentuk badan hulagingga tanggung jawab para
sekutunya merupakan tanggung pribadi secara kebalor Tidak adanya pemisahan harta
kekayaan dalam firma bukan berarti dalam firmasigmdiri tidak memiliki harta kekayaan
sendiri, namun apabila terdapat utang-utang tidabalyar yang merupakan kewajiban firma,
sedangkan harta kekayaan firma tidak mencukupikumielakukan pelunasan utang tersebut,
maka harta kekayaakn pribadi para sekutu yang dl@amuntuk melunasi utang-utang firma
tersebut. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 37 M&@04 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diatur bahwa

“permohonan pernyataan pailit terhadap suatu fina@s memuat nama dan tempat

tinggal masing-masing persero yang secara tanggemgng terikat untuk seluruh

utang firma”
Ketentuan tersebut memberikan penegasan bahwa dabmpermohonan pernyatan pailit
terhadap firma, maka para peserta atau sekutungailpu masuk dalam permohonan
pernyataan pailit tersebut. Sehingga apabila fitensebut pailit, maka para peserta ataupun
sekutunya juga jatuh pailit. Hal ini dapat dimenigdtarena utang persekutuan firma juga
menjadi utang mereka itu yang menjadi tanggungargiagan seluruh harta kekayaan
pribadinya. Dengan demikian, apabila ada dua omesgrta firma maka terdapat 3 (tiga)
boedel pailit (boedel= harta benda), yaitu boedelua peserta firma itu masing-masing dan
boedel firma’.

Oleh karena itu pengajuan permohonan pailit tegnddtena harus mencantumkan
sebagai Termohon pailit yaitu para peserta firnekygi-sekutu firma) dan firma itu sendiri
sebagai badan usaha berkumpulnya para peserta fiien@ohon pailit tersebut merupakan

satu kesatuan, dalam artian tidak dapat dipisatkaaena masing-masing pihak baik itu para

17 C.S.T. KansilPokok-pokok pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1979, bal
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peserta firma maupun firma itu sendiri merupakaraliyang melakukan hubungan hukum
dengan para kreditor. Para peserta firma tidak alegrat melakukan hubungan hukum atas
nama firma dengan para kreditor jika tidak terbknpersekutuan firma sebelumnya.
Sebaliknya, persekutuan firma sebagai badan usddia dapat melakukan hubungan hukum
dengan para kreditor jika tidak ada para peseghufa-sekutunya) yang membentuk firma
dan mengikatkan diri dengan para kreditor. Makamapengajuan permohonan pernyataan
pailit, menjadi satu kesatuan antara para pedenta tlan firma itu sendiri sebagai Termohon
pailit.

Permohonan pernyataan pailit firma tersebut jugdake pada Joint Operation,
karena berdasarkan karakteristiknya Joint Operati@menuhi unsur-unsur mutlak dalam
Firma, sehingga Joint Operation dapat dikategorikabagai Firma. Maka permohonan
pernyataan pailit terhadap Joint Operation haruscar@umkan para peserta Joint Operation
dan Joint Operation itu sendiri (sebagai badanaig@tma) sebagai Termohon Pailit. Dalam
hal kreditor mengajukan permohonan Penundaan KearajiPembayaran Utang (PKPU)
terhadap Joint Operation, maka Termohon PKPU yaogntumkan dalam permohonan
tersebut juga meliputi para peserta Joint Operatimm Joint Operation itu sendiri sebagai
bentuk dari badan usaha bukan badan hukum yangtdibeleh para peserta.

Dalam hal ini, penulis mengambil salah satu kasesggjuan permohonan
penunandaan kewajiban pembayaran utang terhadap Qperation sebagai bahan analisis
apakah kepailitan maupun penundaan kewajiban peardrayutang dalam teorinya telah
sesuai dengan apa yang telah diterapkan pada @=litapraktik hukumnya. Kasus yang
penulis angkat dalam pembahasan tesis inlaladgpermohonan PKPU dengan Nomor
Register 54/ PKPU/ 2012/ PN. Niaga Jkt. Pst. yamjuklan oleh PT. Putra Sejati
Indomakmur terhadap PT. Pertamina Hulu Energi Ragepirai dan PT. Golden Spike
Energy Indonesia. PT. Pertamina Hulu Energi Rajafigi dan PT. Golden Spike Energy
Indonesia telah melakukan kerjasama dalam begduikt Operation Body - Production
Sharing Contract untuk eksplorasi Blok Raja dan Pendopo di Suméaetatan dalam bentuk
Joint Operation Body Pertamina — Golden Spike Indonesia Ltd. dan masiaging telah
menyertakan modal dengan perbandingan 50%:50%. BeBamina — Golden Spike
Indonesia Ltd. telah membuat beberapa perjanjiaa jgewa dengan PT. Putra Sejati

Indomakmur yang kemudian PT. Putra Sejatiotnakmur telah menyelesaikan atau
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melaksanakan pekerjaan jasa operasiomitect heater dan jasa rental separator di lokasi air
itam production facilites serta telah mengirimkan pernyataan tagihan yandiritedari
beberapa invoice kepada JOB Pertamina-Golden Spdanesia Ltd qq Pt. Pertamina Hulu
Energi Raja Tempirai dan PT. Golden Spike Energpmesia.

PT. Putra Sejati Indomakmur telah berulang kali ememi JOB Pertamina-Golden
Spike Indonesia Ltd qq PT. Pertamina Hulu EnergaReempirai dan PT. Golden Spike
Energy Indonesia untuk menanyakan akan realisasirafai kekurangan pembayaran sebesar
USD 1.215.918,78,- (satu juta dua ratus lima belas sembilan ratus delapan belas koma
tujuh puluh delapan Sen Dollar Amerika Serikatpsapekerjaan jasa operasiomadlerect
heater dan jasa rental separator, namun hingga tanggatgieman PKPU diajukan, JOB
Pertamina-Golden Spike Indonesia Ltd qq PT. Pertarhiulu Energi Raja Tempirai dan PT.
Golden Spike Energy Indonesia tetap tidak melaksamakewajibannya. Pihak JOB
Pertamina-Golden Spike Indonesia Ltd qq PT. Pertarfiulu Energi Raja Tempirai dan PT.
Golden Spike Energy Indonesia juga memiliki utaramng sudah jatuh tempo dan dapat
ditagih selain kepada PT. Putra Sejati Indomakmur.

Terhadap permohonan PKPU PT. Putra Sejationradkmur, Majelis Hakim
memiliki pertimbangan hukum dalam Putusan NomoPB4#U/2012/PN.Niaga Jkt.Pst yaitu
Persepsi PT. Putra Sejati Indomakmur yang menyatal@nt Operating Body (JOB)
Pertamina-Golden Spike Energy Indonesia Ltd, tidagat didudukan sebagai debitor dalam
Kepalitan / PKPU adalah keliru dan menyalahi Korsveyang terjadi selama ini antara
Pemohon dengan Pihak JOB dan oleh karenanya, makaoRonan penundaan kewajiban
pembayaran utang (PKPU) terhadap PT.Pertamina Eudugi Raja Termirai dan PT.Golden
Spike Energy Indonesia menjadi error inpersonanggfai menyatakan permohohan PKPU

PT. Putra Sejati Indomakmur tidak dapat diterima.

23 AnalisisKasus

Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahurl 200tang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur baReauhdaan Kewajiban Pembayaran
Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyadiHedari 1 (satu) Kreditor atau oleh
Kreditor”. Diatur lebih lanjut dalam Pasal 222 ayd) Undang-Undang Nomor 37 tahun

2004, sebagaimana berikut:
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“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidakpaamelanjutkan membayar
utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditazibat memohon agar kepada
Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utamguk memungkinkan
Debitor mengajukan rencana perdamaian yamgiputi tawaran pembayaran
sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas dengam lakum yang ada yaitu adanya
utang yang dimiliki oleh JOB Pertamina-GSlI, yangnmaitang tersebut telah jatuh waktu
dan dapat ditagih, selain itu JOB Pertamina memiiigditor lebih dari satu selain PT. PSI
memenuhi unsur dapat diajukannya permohonan PKRithud dalam hal ini terdapat satu
unsur yang masih harus diuraikan lebih lanjut yaiengenai kedudukan debitur. Siapa saja
pihak yang dapar dijadikan sebagai debitu dalanmpkonan PKPU inilah yang menjadi
sorotan dan sangat krusial apabila permohonan FKiRtlenjadierror inpersona.

Menurut PT. PSI sebagai pemohon PKPU, berdasarkarspfudensi Mahkamah
Agung Nomor 01 K/N/1999, bahwa Joint Operation meakan usaha bersama yang dapat
dikategorikan sebagai perseroan sebagaimana dlatam Pasal 1618 BW dan dilihat dari
penggunaan nama bersama maka Joint Operation dhkategorikan sebagai Firma
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 KUHD. Makaabarkian yurisprudensi tersebut,
JOB Pertamina-GSI merupakan firma yang mana adsdan usaha tidak berbadan hukum
sehingga tidak dapat didudukkan sebagai debit@nd&kpailitan dan/atau PKPU.

Terhadap permohonan PKPU PT. Putra Sejati Indomgkitajelis Hakim memiliki
pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 54/PKPU/E0LRliaga Jkt.Pst yaitu Persepsi
PT. PSI yang menyatakan JOBPertamina-GSlI, tidaktddidudukan sebagai debitor dalam
Kepalitan / PKPU adalah keliru dan menyalahi Korsreyang terjadi selama ini antara
Pemohon dengan Pihak JOB dan oleh karenanya, makaoRonan penundaan kewajiban
pembayaran utang (PKPU) terhadap PT.PHERT dan HHI.G%njadi error inpersona
sehingga menyatakan permohohan PKPU PT. PSI tigia&tdliterima.

Berdasarkan pembahasan pada 3.2 yang telah pemailian, dalam hal kepailitan
Joint Operation sebagai sebuah badan usaha tidaladaen hukum yang berbentuk firma,
maka yang dijadikan sebagai boedel pailit dalamgpersannya adalah boedel para

pesertanya (sekutu-sekutunya) dan boedel firmal Idritu dapat diartikan bahwa harta
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kekayaan dari Joint Operation saja, harta kekayadradi para peserta yang bekerja sama
dan membentuk usaha bersama Joint Operation jugjadéam pengurusan kepailitan. Hal
ini juga dikuatkan dengan ketentuan Pasal 18 KUldBgymenyebutkan bahwa untuk setiap
perikatan persekutuan firma, masing-masing sekwriabggung jawab secara tanggung
renteng secara pribadi untuk keseluruhan. Pencamurama-nama persero sebagai debitur
juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor Biant&2004. Namun hal itu tidak berarti
bahwa yang dapat dijadikan sebagai debitur atamndleon Pailit hanya para peserta (sekutu)
Joint Operation saja, karena harta kekayaan Qpetation itu sendiri sebagai badan usaha
yang dibentuk oleh para pesertanya juga magalam pengurusan harta pailit untuk
pelunasan utang-utang kepada para kreditor.

JOB Pertamina-GSI| sebagai badan usaha tidak berbdadaim yang dibentuk oleh
PT.PHERT dan PT.GSEI merupakan wadah untuk parartpesenjalankan proyek dan
dengan dibentuknya JOB Pertamina-GSl terjdibungan hukum antara para peserta
tersebut dengan pihak ketiga termasuk dalam permash®KPU tersebut adalah PT. PSI.
Dan PT.PHERT dan PT.GSEIl juga tidak akan dapatjatie hubungan hukum dengan
pihak ketiga atas nama proyek JOB Pertamina-GEa, fidak terbentuk Joint Operation
Pertamina-GSI. Maka berdasarkan paham penulisk tidalibatkan JOB Pertamina-GSI
sebagai debitur dalam permohonan PKPU tersebualadaliru. Karena JOB Pertamina -GSl
dengan PT.PHERT dan PT.GSEI merupakan satu kesgdngnsaling terikat satu sama lain.
Joint Operation dibentuk sebagai badan udatak berbadan hukum, maka kedudukan
hukum Joint Operation bukan merupakan entitas ndigeyang terpisah dari para peserta
pendirinya. Entitasnya menjadi satu dengan paraipaeya dan oleh karena itu baik JOB
Pertamina-GSI maupun PT.PHERT dan PT.GSEl merupaedn kesatuan yang tidak
terpisahkan sebagai debitur dalam hubungannya deyaga kreditor.

Tidak diikutsertakannya JOB Pertamina-GSI dalaermohonan PKPU dengan
Nomor Register 54/PKPU/2012/PN.Niaga Jkt.Pst, tidsdsuai dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Nomor 01. K.N/1999 tertanggal 23r&ab 1999 dan peraturan-peraturan
terkait dengan Joint Operation, oleh karena itunpéronan PKPU menjadi kurang pihak.
Penulis juga berpendapat bahwa IN©aje Hakim dalam Perkara Nomor
54/PKPU/2012/PN.Niaga Jkt.Pst telah tepat dalam Ieeikan pertimbangan hukum dan

menerapkan peraturan-peraturan terkait dengartuk badan usaha Joint Operation dan
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mengenai para pihak yang ikut serta dalam hubuhg&om dengan pihak ketiga serta telah
memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang telah adzels®mnya, sebagaimana dalam
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonebiamor 01 K/N/1999, tanggal 23
Februari 1999.

KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan

Joint Operation, selain merupakan badan usaha fietbeersekutuan perdata atau
perseroan yang diatur dalam Pasal 1618 KUHPer, menneunsur persekutuan Firma
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 KUHD, sgaitethadap hutang-hutang yang tidak
terbayar dalam Joint Operation, masing-masing piyakg dapat disebut sebagai sekutu
memiliki tanggung jawab secara pribadi untuk kesglan sebagaimana diatur dalam Pasal
18 KUHD. Pengajuan permohonan kepailitan dan/atd®WP pada Joint Operation yang
mana merupakan persekutuan firma, yang mergatiyek hukum dan dapat dijadikan
sebagai debitur adalah Joint Operation itu serimBserta para peserta (sekutu-sekutunya).
Joint Operation dengan para pesera menjadi saaiuaesyang tidak terpisahkan dalam hal
menjadi debitur. Sehingga jika dalam permohonanlitpalan/atau PKPU, hanya
mencantumkan para peserta Joint Operation sajanatcantumkan Joint Operation-nya
saja sebagai Termohon maka hal tersebut memyadr in persona dalam hal ini adalah
kurang pihak dan menyalahi yurisprudensi Mahkamghng R1 Nomor 01 K/N/1999 karena
tidak akan dapat tenjalin hubungan hukum dengamkpitetiga atas nama proyek Joint
Operation, jika tidak terbentuk Joint Operationeteih dahulu, sebaliknya segala perikatan
dengan pihak ketiga atas nama Joint Operation rakamptanggung jawab masing-masing

peserta (sekutu).

2. Saran

Rekomendasi yang ditawarkan adalah hendaknya dikentatu peraturan khusus
yang mengatur mengenai Joint Operation, baik dagi definisi, bentuk usaha, hubungan
hukum baik hubungan hukum internal maupun hubungakum dengan pihak ketiga,
tanggung jawab para peserta yang tergabung daté Qperation, dan tata cara dan segala

akibat hukumnya atas permohonan pernyataalit mn/atau PKPU terhadap Joint
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Operation. Hal ini bertujuan untuk memberikan képashukum atas segala hal berkaitan
dengan Joint Operation, sehingga baik dari pihakega Joint Operation, proyek Joint
Operation itu sendiri maupun pihak ketiga gzamenjalankan perikatan dengan Joint

Operation mendapat perlindungan hukum yang pastadd bagi masing-masing pihak.
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Abstract

Hendri deeds that determine the existence of hhgckilyet giro but still use the one sheet of
bilyet giro by transfer it to Siska Goei as paymant he does not informed about the blocking
bilyet giro to Siska Goei including wanprestasiiactbecause failure to discharge duty in an
agreement so Hendri shall provide compensatioménform of reimbursement of costs, damages
and interest based on Article 1243 jo. Article 12fahe Code Civil Law. BNI Tasikmalaya’'s
employee acknowledge inaccuracies in selectingréfason for blocking bilyet giro because
limited time and has become a habit of picking osamissing on the Certificate of Rejection
(SKP) Bilyet Giro. BNI Tasikmalaya's employee wioothission / lack of caution can be liable
based on Article 1367 Code Civil Law, get admigite sanction which is an obligation to pay
based on Article 27 act (1) Regulation of Bank mekia number 8/29/PBI1/2006 for break the
rule of Article 13 act (1) Regulation of Bank Inésra number 8/29/PBI1/2006, that does not
administer Bilyet Giro with complete and right refien.

Keywords: Liability, Administrative Sanction, Bilyet Giro.

Abstrak

Perbuatan Hendri yang mengetahui adanya pemblokihget giro namun tetap mempergunakan
dengan memindahtangankan 1 lembar bilyet giro keidka Goei sebagai pembayaran dan
tidak menginformasikan mengenai pemblokiranyabil giro kepada Siska Goei termasuk
perbuatan wanprestasi karena tidak melaksanakamjibew dalam suatu perikatan sehingga
wajib memberikan ganti rugi berupa penggantiandjiaygi dan bunga sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 1243 jo. Pasal 1246 Kitab Undang-Undengum Perdata. Pegawai BNI
Tasikmalaya mengakui adanya ketidaktepatan dalammilihealasan pemblokiran bilyet giro
karena waktu yang terbatas dan sudah menjadi kamamemilih alasan hilang pada Surat
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Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet Giro. Pegawai BRdsikmalaya yang melakukan

kelalaian/ketidakhati-hatian dapat diminta tangy jawab berdasarkan Pasal 1367 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dengan dikenakan saaksiinistrasi berupa kewajiban

membayar sebagaimana yang ditentukan dalam Pasaly#7(1) Peraturan Bank Indonesia
Nomor 8/29/PBI/2006 karena telah melanggaralPd48 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia
Nomor 8/29/PBI/2006 yakni tidak menatausahakan lpd@ao Bilyet Giro secara lengkap dan

benar.

Kata Kunci: Tanggung Gugat, Sanksi Administratif, Bilyet Giro

PENDAHUL UAN

Perbankan dianggap sebagai lembaga yang menghidgnm masyarakat yang dapat
diwujudkan dalam bentuk simpanan seperti tabunggo, dan deposito. Pada masa Kini,
masyarakat lebih memilih urusan perdagangan bergfaktis dan aman serta dapat
dipertanggungjawabkan. Untuk mempemudah transaiadi Qeli, Bank memberikan fasilitas
surat berharga sebagai alat instrumen pembayaembdyaran melalui surat berharga lebih
sering dipilih karena lebih memberikan rasa amag bwmsyarakat dalam melakukan transaksi
jual beli. Terutama apabila dilihat pada masa lsering terjadi tindak pidana kriminal
menyangkut uang seperti pencurian, sehingga akagasderbahaya apabila membawa uang
tunai dalam jumlah yang besar. Salah satu bentstkuimen pembayaran dalam bentuk surat
berharga adalah bilyet giro

Menurut penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b PematuBank Indonesia Nomor
I/3/PBI1/1999 menentukan bahwa “Bilyet Giro adalainas perintah dari nasabah kepada Bank
penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah danarelkening yang bersangkutan kepada
rekening pemegang yang disebutkan namanya, ternalgek Giro Bank Indonesia (BGBI).”

Istilah bilyet giro berasal dari kata bilydtahasa Belanda) artinya surat, dan giro
berasal dari (bahasa italia) artinya simpanan ras@lada bank yang pengambilannya
dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakarateekdengan pemindahbukuan.
Jadi bilyet giro itu adalah surat perintah pemirmdduan sejumlah dana,
pemindahbukuan mana berfungsi sebagai pembayasaan&itu bilyet giro itu adalah
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alat pembayaran. Sehingga termasuk juga suratigerhaengan demikian pembayaran

dana bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan utumgi dan tidak dapat dipindahkan

melalui endosemeh.

Widjanarto memberikan pengertian bilyet giro sebé&gaikut : “Bilyet Giro ialah surat
perintah dari nasabah kepada bank yang memelihakening giro nasabah untuk
memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yamngabgkutan kepada pihak penerima
yang disebutkan namanya pada bank yang sama at&udia.”> Menurut Emmy Pangaribuan
Simanjuntak, memberikan pengertian: “Surat dtilyiro adalah tidak lain daripada surat
perintah nasabah yang telah distandardisir bentukmpada Bank penyimpan dana untuk
memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yargpbgkutan kepada pihak penerima yang
disebutkan namanya pada bank yang sama atau paklsabaya.®

Salah satu permasalahan yang timbul dalam penguribat giro dialami oleh Siska
Goei sebagai seorang pengusaha sandal yang hdulemgan uang Rp 228 juta dari 10 lembar
bilyet giro akibat bilyet giro tersebut tidak bidecairkan karena adanya pemblokiran. Kasus ini
bermula dari hubungan dagang/bisnis antara duaupahg yang bergerak dalam bidang usaha
sandal yakni Hendri dengan Acep Sofyan sejak t&#Q@2. Acep menjual bahan-bahan untuk
pembuatan sandal kepada Hendri sedangkan Hendmataénbahan baku tersebut menjadi
sandal. Kemudian sandal yang telah diproduksi slehdri dijual lagi kepada Acep. Acep dan
Hendri sebagai dua pengusaha sandal saling tukawmkaebilyet giro sebagai alat pembayaran.
Setelah bertahun-tahun melakukan hubungan dagdragtida Hendri menutup rekeningnya,
sehingga 28 bilyet giro milik Hendri untukerpbayaran ke Acep tidak bisa dicairkan.
Sedangkan 16 bilyet giro yang ada isinya milik Acegsih berada pada Hendri.

Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prak&®arat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat
Modern,PT Rineka Cipta, Jakata, 1995, Hal. 277.,

2Widjanarto,Hukum dan Ketentuan Perbankan di IndongBi@ Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994, Hal.
195.,

SEmmy Pangaribuan Simanjuntakukum Dagang Surat Surat Berhargaeksi Hukum Dagang Fakultas
Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993, Hz0.,
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Acep yang telah mengetahui bahwa Hendenutup rekeningnya, melaporkan
perbuatan Hendri kepada Polisi Sektor Kawalu dameb®i dengan Hendri untuk berdiskusi
tentang penyelesaian atas penutupan rekening térsétfendri menyadari kesalahannya,
sehingga ia membuat Surat Pernyataan yang berishng persetujuan Hendri untuk tidak
keberatan apabila Acep memblokir 16 lembar bilyed gniliknya yang masih berada pada
Hendri. Acep yang merasa dirinya dirugikan olehaerhisnisnya Hendri, maka Acep meminta
kepada BNI Tasikmalaya untuk memblokir bilyet gindiknya yang masih berada pada Hendri.
Meskipun Hendri mengetahui bahwa bilyet giro teldiblokir ternyata Hendri tetap
mempergunakannya dengan menjual 1 lembar bilyet djantara 16 bilyet giro kepada Siska
Goei sebagai pembayaran, yakni bilyet giro nom@2824 dengan nominal Rp 23.000.000,00.
Pada saat Hendri memindahtangankan salah satwan diterimanya dari Acep Sofyan ke
Siska Goei, Hendri tidak menyebutkan kepada Siskai @ka Bilyet Giro tersebut sudah
diblokir.

Pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013, Siska Geéakuakan pencairan uang dalam
bilyet giro tersebut secara kliring melalui PT.BaMlandiri Cabang Tasikmalaya. Pada saat
Pegawai BNI Tasikmalaya ingin menginput ddémtang bilyet giro yang dimintakan
pembayaran oleh Siska Goei, muncul tulisan “messpgda sistem komputer, yang berarti
bahwa bilyet giro tersebut ditolak karena telahiakio. Oleh karena waktu yang terbatas dan
sudah menjadi kebiasaan bila ada permintaan peimdohokilyet giro dalam pembuatan SKP
selalu dengan alasan hilang, sehingga Pegawai Bislkihalaya tidak lagi memperhatikan
alasan yang terdapat pada STPL maka diterbitkaBlh tertanggal 15 Maret 2013 dengan
alasan bilyet giro hilang.

Siska Goei datang ke kantor BNI Cabang Tasikmalay@k memberikan informasi
kepada Pegawai BNI bahwa bilyet giro nomor 080284kt hilang. Berdasarkan informasi
yang diberikan oleh Siska Goei maka Pegawai BNIKhaslaya menyadari adanya kekeliruan
pada saat membuat SKP sehingga pada hari itu jetgkaokan revisi kembali pada SKP perihal
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pemblokiran bilyet giro dengan alasan diduga térjaddak pidana penipuan dan atau
penggelapan yang dilakukan Hendri. Pihak BNI Tasillaya mengakui bahwa adanya
ketidaktepatan ketika memberikan alasan pemblokidalam SKP, awalnya pihak bank
mengklaim pemblokiran terhadap bilyet giro dengsan hilang. Selang beberapa hari, pihak
bank merevisi kembali perihal alasan pemblokiralyebigiro bahwa adanya dugaan tindak
pidana yang dilakukan Hendri

Siska Goei telah dirugikan baik dari pihak BNI kamsalaya dan Hendri. Siska Goei
telah dirugikan oleh pegawai BNI Tasikmalaya karedanya ketidaktepatan dalam memilih
alasan pemblokiran bilyet giro. Seharusnya alasanbpokiran bilyet giro karena ada dugaan
tindak pidana tetapi bilyet giro tersebut diblolkarena alasan hilang tanpa adanya surat
keterangan hilang dari kepolisian. Sedangkan S{3&ai telah dirugikan oleh Hendri karena
tidak ada itikad baik untuk menginformasikan bahbiget giro tersebut telah diblokir dan
Hendri tetap memindahtangankan bilyet giro gyaelah diblokir sebagai alat pembayaran
kepada Siska Goei. Berdasarkan uraian tersebuta patnasalahan yang akan dibahas adalah
Tanggung Gugat Hendri dan Pegawai BNI Tasikmala&yhadap Siska Goei atas kerugian
akibat Pemblokiran Bilyet Giro. Untuk mengetahuitésng pihak yang dapat bertanggung gugat

atas kerugian yang dialami oleh Siska Goei.

1. Tujuan Pendlitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perdonatang dilakukan oleh Hedri dan
pegawai bank bni tasikmalaya dapat bertanggungtgededap kerugiaan yang dialami siska
goei atas pemblokiran bilyet giro. Penelitian akaengkaji tentang pihak yang dapat
bertanggung gugat atas kerugian yang dialami oigkaS5oei, karena adanya ketidaktepatan
pihak Bank BNI dalam memberikan alasan pemblokivdyet giro maupun Hedri sebagai
pihak yang telah mengetahui adanya pemblokiraratih bilyet giro tetapi tetap melakukan
pembayaran menggunakan bilyet giro tersebut
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. Manfaat Pendlitian

Dari segi teoritik penelitian ini diharapkan dagmrmanfaat bagi pengembangan
ilmu hukum, khususnya hukum kenotariatan. Dari g@gktis, diharapkan dapat dijadikan
sebagai pedoman bagi penegak hukum, Otoritas Jasanian (OJK), Bank Indonesia (Bl),
karyawan bank serta warga masyarakat terhgap@gakkan prinsip kehati-hatian bank
dalam memblokir suatu bilyet giro, penegakkan pfanasi pengawasan industri perbankan
untuk menatausahakan pemblokiran giro dengan albsaar dan tepat, mengatur secara
khusus aturan tentang bilyer giro, dan dalam mesigad suatu pejanjian harus ada itikad
baik dari kedua belah pihak apabila terjadi suatimpvestasi dan tidak ada itikad baik maka

pihak yang dapat membuktikan adanya kerugiaan magat menuntut ganti rugi.

. Metode Pendlitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumusledanmd penulisan ini, maka
metode penelitian yang digunakan berupa penelitideum yuridis normatif yang merupakan
penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang memgaada norma hukum yang terdapat
dalam peraturan perundang-undangan yang berlakwmastartulis, dan berbagai literatur yang
berkaitan untuk memecahkan permasalahan hukang akan dibahas. Penelitian ini
dilakukan dengan menginventarisir hukum posyihg berkaitan dengan bidang Hukum
Perdata.

Pendekatan masalah dalam penulisan ini menggunpkadekatan berdasarkan
peraturan perundang-undangastafute approach dan pendekatan konseptu@oriceptual
approch). Statute Approach,yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan
merumuskan peraturan perundang-undangan yang beriddangkan pendekatan secara
Conceptual Approachyaitu suatu pendekatan dengan beranjak dari paadgp@ndangan
dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalimu Hukum. Pendekatan masalah baik
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Statute ApproacimaupunConceptual Approaclgang dilakukan adalah terhadap hal-hal yang
memiliki korelasi dengan masalah yang dibahas.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan iniaadehhan hukum primer yaitu
berupa peraturan perundang-undangan yang berlakiy Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Terfamgbahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Peraturak Balonesia Nomor I/3/PB1/1999
Tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelasakhir Transaksi Pembayaran Antar
Bank Atas Hasil Kliring Lokal, Surat Edaran Bankitmesia Nomor 2/10/DASP tanggal 08
Juni 2000 Tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyev ®osong dan Peraturan Bank
Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitdasional Penarik Cek dan/atau Bilyet
Giro Kosong, serta bahan hukum sekunder yang teddni buku-buku literatur, pendapat
para sarjana, dan beberapa sumber dari internd&itzar dengan permasalahan di atas.

Langkah penelitian dalam penulisan ini melalui stkepustakaan. Adapun langkah-
langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan bahbarbaukum yang diperlukan sebagai
sarana pendukung dan terkait dengan permasalaltam g&nulisan ini, penyusunan bahan
hukum secara sistematis agar lebih mudah untukhdipg menganalisis fakta hukum serta
menetapkan isu hukum, membahas isu hukum, menasknkulan atas pembahasan isu
hukum dan memberikan saran atas permasalahan yzattad.

PEMBAHASAN
1. Tanggung Gugat Hendri terhadap Siska Goei atas Pemblokiran Bilyet Giro

Penerbitan bilyet giro harus diawali dengan suaarikptan dasar. Berdasarkan
permasalahan diatas, maka dapat dilihat adanyabplalsebagai perikatan dasar antara Siska
Goei dengan Hendri dan Hendri dengan Acep dimanakadelah sepakat menggunakan bilyet
giro sebagai alat pembayaran. Perjanjian jual deghat dikatakan sah dan mengikat para pihak
apabila telah memenuhi empat syarat sah perjadatam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa :
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Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan engyarat :
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal
ad 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,nd&asus adalah bahwa Hendri dan Siska
Goei telah mencapai kata sepakat mengenailasdgak dan kewajiban yang harus
dilakukan dua belah pihak serta tanpa adanya paksatk mengikatkan dirinya dalam
perjanjian jual beli.
ad 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatanindiéesus adalah bahwa Hendri dan Siska
Goei merupakan pihak-pihak yang telah cakap mertwktim dikarenakan kedua pihak
sudah dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan.
ad 3. Suatu hal tertentu, dalam kasus adalah babyek yang diperjanjikan dalam perjanjian
jual beli antara Hendri dan Siska Goei adalah bddadran baku sandal.
ad 4. Suatu sebab yang halal, dalam kasus adalatab@juan diadakannya perjanjian antara
Hendri dan Siska Goei serta objek yang diperjanjikedua pihak yakni bahan baku sandal
tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangeteytdoan umum, maupun kesusilaan.

Syarat sah perjanjian telah terpenuhi maka peganjual beli yang dilakukan oleh
Hendri dan Siska Goei adalah perjanjian yang satunié undang-undang dan mengikat kedua
belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibainganasing.

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yasrgentukan bahwa “Jual Beli
adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yamgnsangikatkan dirinya untuk menyerahkan
suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membagaga yang telah dijanjikan.” Dalam
kasus ini adalah bahwa Hendri dan Siska Goei tedding sepakat untuk melakukan perjanjian
jual beli dimana Siska Goei memiliki kewajiban untonenyerahkan bahan-bahan sandal dan

memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran. Sedandkendri memiliki kewajiban untuk
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melakukan pembayaran dan memiliki hak untuk mereerrahan-bahan sandal yang sudah
dipesan.

Permasalahan timbul ketika Siska Goei mengetahuivlailyet giro yang digunakan
oleh Hendri sebagai pembayaran tidak bisa dilakygeamindah bukuan karena bilyet giro telah
diblokir oleh penerbit yakni Acep Sofyan. Dapatitdit bahwa adanya pengalihan hak tagih
bilyet giro yang dilakukan oleh Hendri sebagai pgamg bilyet giro.

Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Pembayarimetbgiro oleh Bank tidak
dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapatdhhtangankan dengan endosemen. Jadi
tidak dapat diperdagangkan.

Namun seringkali ditemukan dalam praktek sesuagaerperkembangan masa kini
menunjukan bahwa bilyet giro dapat dialihkan hajhtaya dari tangan satu ke tangan lainnya.
Adanya kemungkinan terjadi penerbit mengeluarkéyebgiro blanko sehingga dapat dialihkan
atau dipindahtangankan, kemudian pemegang terajdmg akan mengisi dengan namanya
sebagai penerima amanat bilyet giro yang bersaagku®emblokiran bilyet giro merupakan
menutup akses untuk transaksi keuangan supaya diglg&t disalahgunakan oleh pihak yang
tidak berhak. Bilyet giro yang telah diblokir dapdianggap tidak sah sehingga tidak dapat
digunakan. Akibat hukum yang dapat terjadi karedanga pemblokiran terhadap bilyet giro
adalah sebagai berikut :

a. Warkat tidak dapat dilakukan pemindahbukuan

b. Warkat dianggap tidak berlaku

c. Pemilik rekening harus membuat warkat baru

d. Warkat tidak dapat diposting karena ada megsagde sistem komputer.

Kewajiban bagi pihak dalam perjanjian atau disegtmatstasi diatur dalam ketentuan
Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdatag menentukan bahwa “Tiap-tiap
perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untdkube sesuatu, atau untuk tidak berbuat

“Emmy Pangaribuan Simanjunta®p. Cit.,Hal. 191.,
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sesuatu”. Perikatan menurut Pasal 1233 Kitab Undamtang Hukum Perdata menentukan
bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karemgjgnjian, baik karena undang-undang”.

Gugatan wanprestasi dapat diajukan apabilayadaelanggaran terhadap perikatan
yang telah disepakati. Dapat dikatakan bahwa Hetelah melakukan wanprestasi karena
perbuatannya untuk memberikan sesuatu terjadi @i kewajiban yang diharuskan dalam
perikatan, perbuatannya adalah Hendri sebagai gembghb melakukan pembayaran namun
dalam hal ini Hendri tidak memenuhi kewajiban meyabakarena menggunakan bilyet giro
yang sudah diblokir kepada Siska Goei sebagai pgandoa transaksi jual beli. Sehingga Siska
Goei mengalami kerugian karena tidak terpenuhiusp@mbayaran atas transaksi jual beli
sandal.

Yahya Harahap memberikan pengertian mengenai wstagie sebagai berikut :
“Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yand tielpat pada waktunya atau dilakukan
tidak menurut selayaknya. Apabila dalam melakukalaksanaan prestasi perjanjian telah lalai
sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditenmtuatau dalam melaksanakan prestasi tidak
menurut sepatutnya atau selayaknya.”

Dapat dilihat bahwa Hendri tidak beritikad baik atal melaksanakan pembayaran
transaksi jual beli kepada Siska Goei karena memgj@n bilyet giro yang sudah diblokir
sebagai pembayaran sehingga pembayaran bedaksana sebagaimana mestinya. Hendri
yang secara sadar dan mengetahui namun tetap nmetkggu bilyet giro yang telah diblokir
oleh Acep dengan memindahtangankan 1 lembar hiiyetyakni bilyet giro nomor 0802824
dengan nominal Rp 23.000.000,00 sebagai pembaydaan tidak memberikan informasi
mengenai pemblokiran bilyet giro kepada Siska Gelah melanggar ketentuan Pasal 1338 ayat
(3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menemukahwa “Suatu perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik”. Terhadapampgharan yang terjadi, maka Hendri telah

SYahya HarahapSegi-Segi Hukum Perjanjiadlumni, Bandung, 1986, Hal. 60.,
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terbukti melakukan wanprestasi atas apa yang wdijdksanakan dalam transaksi jual beli
yakni melakukan pembayaran.

Wanprestasi atau cidera janji merupakan prestagikbyakni suatu keadaan karena
kelalaian atau kesalahannya akibat perbuatan ssd#ih pihak yang tidak memenuhi atau
melalaikan kewajiban yang telah ditentukan danpdikati bersama dalam perikatan dan tidak
dalam keadaan memaksa.

Subekti berpendapat bahwa terdapat empat macamwkbganhprestasi:

a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilahknya;

b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapk ts@dpagaimana dijanjikan;

c. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidédh dilakukanny4.

Jika dikaitkan dengan kasus maka perbuatan Hemdmasuk wanprestasi dalam
kategori melaksanakan apa yang dijanjikannya, ttetdpk sebagaimana dijanjikan. Hal ini
dapat dilihat pada perbuatan Hendri yang telah ksalsakan pembayaran dengan memberikan
Siska Goei 10 lembar bilyet giro dengan nominalesab Rp 228 juta sebagai pembayaran
bahan-bahan baku sandal. Tetapi ternyhtdembar bilyet giro dengan nominal Rp
23.000.000,00 telah diblokir atas permintaan ndsgh&ni Acep sebagai penerbit. Pemblokiran
terhadap bilyet giro mengakibatkan tidéksa terjadinya pemindah bukuan sehingga
pembayaran belum terlaksana sebagaimana mestisyamOhal ini, Siska Goei berhak untuk
mendapatkan pembayaran atas pembelian bahan-bakarsdndal yang dilakukan oleh Hendri.
Disamping itu, Siska Goei telah melaksanakan kdaajiyang seharusnya dilakukan tetapi
Hendri tidak melaksanakan kewajiban yang seharudiiggukan maka mengakibatkan Siska

Goei mengalami kerugian.

6Subekti,Hukum Perjanjian Intermasa, Jakarta, 2005, Hal. 45.,
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Menurut Yahya Harahap, “Jika wanprestasi itu bdrearar menimbulkan kerugian
kepada kreditur, maka debitur wajib mengganti kiemugyang timbul. Akan tetapi untuk itu
harus ada hubungan sebab akibat atau kausal veabgaa wanprestasi dengan kerugian.”

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Perdata, sesealapgt bertanggung gugat atas
dasar wanprestasi dan/atau perbuatan melanggamhukendri bertanggung gugat secara
wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undanguigntiukum Perdata, yang menentukan
bahwa :

Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipeya suatu perikatan, barulah

mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah diagan lalai memenuhi perikatannya,

tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang habggiklan atau dibuatnya, hanya dapat

diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yaratdilampaukannya.

Mengenai bentuk ganti rugi yang dapat diberikanakiepSiska Goei terhadap kerugian
nyata dan kehilangan keuntungan yang diharapkasegaai dengan ketentuan Pasal 1246
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menentukan bahwa

Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang baghntut akan penggantiannya,
terdirilah pada umunya atas rugi yang telah dideyia dan untung yang sedianya harus
dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi peunalian-pengecualian serta
perubahan-perubahan yang akan disebut dibawah ini.

Atas dasar ketentuan dalam Pasal 1243 jo. Pasél Ki2db Undang-Undang Hukum
Perdata maka Hendri wajib memberikan ganti rugs &erugian yang dialami oleh Siska Goei
atas tindakan wanprestasi dengan menggunakan kiiyet yang sudah diblokir sebagai
pembayaran, yakni berupa biaya, rugi dan bungankadengan adanya pemblokiran bilyet giro
maka kewajiban membayar belum terlaksana. Ganti yaigg wajib diberikan kepada Siska
Goei oleh Hendri terdiri atas rugi secara nyateeuid merupakan uang sejumlah Rp 228 juta
dari 10 lembar bilyet giro, keuntungan/bunga yaaebasusnya Siska Goei peroleh dan serta
biaya yang telah dikeluarkan Siska Goei dalam meminaknya.

"Yahya HarahapQp. Cit.,Hal. 65.,
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Gugatan perdata apabila diajukan atas dasar waapregan perbuatan melanggar
hukum akan membingungkan hakim karena didasar&tas dasar hukum yang berbeda
sehingga gugatan menjadi tidak jeladbscuur libe). Putusan Mahkamah Agung Nomor
1875/K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan Putusahkdmah Agung Nomor 879/K/Pdt/1997
tanggal 29 Januari 2001 ditegaskan bahwa penggabumgrbuatan melanggar hukum dengan
wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tateb téeracara karena keduanya harus
diselesaikan tersendiri. Putusan Mahkamah Agung don2452/K/Pdt/2009 dalam
pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwen&agugatan penggugat merupakan
penggabungan antara perbuatan melanggar hukum algmrestasi, maka gugatan menjadi tidak
jelas dan kabur.

Gugatan perdata yang diajukan harus salah sattackaperbuatan melanggar hukum
atau wanprestasi karena jika diajukan keduanyatgogakan ditolak dengan alasan gugatan
tidak jelas. Sehingga gugatan yang dapat khajuSiska Goei adalah gugatan wanprestasi
karena Hendri tidak melaksanakan kewajiban membdgéam transaksi jual beli karena ia
menggunakan bilyet giro yang sudah diblokian tidak memiliki itikad baik dalam
melaksanakan jual beli karena ia tidak menginforkaas adanya pemblokiran kepada Siska

Goei.

2. Tanggung Jawab BNI Tasikmalaya atas Kelalaian Pegawai BNI Tasikmalaya T erhadap
Pemblokiran Bilyet Giro.

Tanggung gugat merupakan suatu keadaan yang me&amjilseseorang untuk
menanggung kerugian yang sedang terjadi dan dikatag@n. Berkaitan dengan pihak yang
dapat bertanggung gugat adalah pihak yang telabuker melakukan perbuatan yang
menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dapat juggde pihak lain yang tidak melakukan

perbuatan merugikan secara langsung dapat dimmteltegggung gugat atas perbuatan yang

103



: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 2 Nomor 1, April 2018

dilakukan oleh orang lain karena sebagai pihak yaerganggung jawab atas tindakan orang
tersebut.

Perbuatan pegawai BNI Tasikmalaya yang melakukanmbfmkiran terhadap bilyet giro
atas permintaan nasabah Acep Sofyan, untukgameankan dan memberi perlindungan
terhadap dana pemilik rekening yang telah dipetaay&epada bank.

Dalam ketentuan Bank Indonesia tersebut hanya dikalasan pemblokiran yang
dijadikan alasan penolakan cek dan atau bilyet, gaidu rekening diblokir oleh instansi
yang berwenang. Dalam praktik, ternyata berdasap@janjian pembukaan rekening
antara bank dengan nasabah terdapat klausula admeakydbank untuk melakukan
pemblokiran sendiri berdasarkan atas inisiatifkpagimana hal ini dilakukan bank
justru untuk mengamankan dan perlindungan danaligemkening yang dipercayakan
kepada bank.

Menurut Tri Widiyono, alasan penolakan yang daphtrikan pada saat pembuatan
SKP bilyet giro adalah :

Alasan Penolakan Bilyet Giro :

1. Saldo tidak cukup.

2. Rekening telah ditutup.

3. Persyaratan formal bilyet giro tidak terpenuhi.

4. Tanggal efektif bilyet giro belum sampai.

5. Bilyet giro dibatalkan oleh penarik setelah lbrenya tenggang waktu penawaran.
6. Sudah kadaluarsa.

7. Coretan/perubahan tidak ditandatangani olehrgena

8. Bea materai belum lunas.

9. Tanda tangan tidak cocok denggpecimen.

10. Stempel Kkliring tidak ada.

11. Stempel Kliring tidak sesuai dengan bank pereer

12. Endosemen pada cek atas hama (cek atas bdadérpda.

13. Warkat diblokir pembayaran (surat keterangggoksian terlampir).
14. Rekening diblokir oleh instansi yang berwenang

15. Warkat bukan untuk kami.

16. Perhitungaehcodeidak sesuai dengan nominal yang sebenatnya.

8Try Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbardidmdonesia Ghalia Indonesia,
Bogor, 2006, Hal 166.,
°Ibid.,
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Pada awalnya Pegawai BNI Tasikmalaya memilih alklang pada SKP karena sudah
merupakan kebiasaan suatu bilyet giro diblokir éenglasan hilang namun ternyata bilyet giro
tersebut tidak hilang melainkan adanya pemblokbidyet giro yang dilakukan oleh penerbit
yakni Acep Sofyan dengan alasan dugaan tindak giterthadap Hendri sehingga pegawai bank
dengan segera merevisi alasan pemblokiran tersBalgm hal ini Siska Goei merasa dirugikan
karena adanya pemberian informasi tidak benar nmemgdasan pemblokiran akibat kelalaian
atau ketidakhati-hatian yang dilakukan oleh Pegd@Mli Tasikmalaya sehingga ia merasa takut
dituduh sebagai penadah atau pencuri.

Pegawai BNI Tasikmalaya yang melakukan kelalaiarjakdalam pembuatan SKP
mempunyai hubungan kerja antara Bank Negara Intbriessikmalaya sebagai majikan atau
orang yang mengangkat orang lain untuk mewakilsanmya dan Pegawai BNI Tasikmalaya
sebagai orang yang diangkat untuk mewakili urusasan tersebut. BNI Tasikmalaya
merupakan suatu badan hukum, sehingga dalam lektitndbk dapat bertindak sendiri, tentu
dengan perantara orang.

Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Huk&erdata menentukan bahwa
“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat oraragr@ lain untuk mewakili urusan-urusan
mereka adalah bertanggungjawab tentang kerugiag gderbitkan oleh pelayan-pelayan atau
bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjgastnk mana orang-orang ini
dipakainya.” Dalam hal ini, BNI Tasikmalaya berlalagbagai majikan yang mengangkat
pegawai-pegawai  untuk mewakili urusan-urusannya inggh BNI  Tasikmalaya
bertanggungjawab atas kerugian yang diterbitkarh gdegawainya yang telah melakukan
kelalaian atau ketidakhati-hatian dalam memililsafapemblokiran bilyet giro.

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bank Indonessandd 8/29/PBI1/2006 Tentang Daftar
Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro &wog menentukan bahwa “Bank wajib

menatausahakan penolakan Cek dan/atau Bilyet @ing ditolak dengan alasan apapun secara
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lengkap dan benar.” Apabila Bank terbukti melakugalanggaran Pasal 13 ayat (1) maka dapat
dikenakan sanksi administrasi, diatur dalam Pasayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor
8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Pendatigk dan/atau Bilyet Giro Kosong
menentukan bahwa :

Bank yang atas dasar hasil pengawasan Bank Indoyasg dilakukan secara langsung
ditemukan tidak menatausahakan Penolakan Cek danBilyet Giro secara lengkap
dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13(Hyabaka dikenakan sanksi
kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratwsupiah) per kesalahan dan/atau
ketidaklengkapan dan paling banyak sebesar Rp1@00QO0 (sepuluh juta rupiah) per
hasil pengawasan.

BNI Tasikmalaya dapat dimintakan tanggung jawals &elalaian atau ketidakhati-
hatian yang dilakukan oleh Pegawai BNI Tasikmalagedasarkan ketentuan Pasal 1367 ayat (3)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana dalamnh&NI Tasikmalaya berperan sebagai
majikan yang telah mengangkat Pegawai BNI Tasikyaalmtuk mewakili urusannya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 aypt Peraturan Bank Indonesia Nomor
8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Pen&dk dan/atau Bilyet Giro Kosong maka
tanggung jawab BNI Tasikmalaya yakni dikenakan sarddministrasi berupa kewajiban
membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rup&hkesalahan dan/atau ketidaklengkapan
karena terbukti telah melanggar ketentuan IP4$a Peraturan Bank Indonesia Nomor
8/29/PBI/2006 yakni tidak menatausahakan Penol&elndan/atau Bilyet Giro secara lengkap

dan benar.

KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan

Bahwa dengan dipenuhinya empat syarat perjanjisunaselengan ketentuan Pasal 1320
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjiahbeli antara Hendri dan Siska Goei
merupakan perjanjian yang sah dan mengikat kedlazdn lpghak untuk melaksanakan hak dan

kewajiban masing-masing. Hendri bertanggung guegatatiap kerugian yang dialami oleh Siska
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Goei atas dasar wanprestasi karena lalai dalam mémeuatu perikatan yakni pembayaran
belum terlaksana sebagaimana mestinya dan teladnggar Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata karena tidak beritikad bailardamelaksanakan pembayaran yakni
menggunakan bilyet giro yang sudah diblokir damakidnemberikan informasi mengenai
pemblokiran bilyet giro. Sehingga Hendri wajib mamkan ganti rugi berupa biaya, rugi dan
bunga kepada Siska Goei sebagaimana ditentdkéam Pasal 1243 jo. Pasal 1246 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. BNI Tasikmalaya sebegdaga dapat dimintakan tanggung
jawab terhadap kelalaian pegawainya dalam menjatantugasnya yakni salah dalam
memberikan alasan pemblokiran bilyet giro berdamarRasal 1367 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata karena terbukti telah melanggar ked@nPasal 13 Peraturan Bank Indonesia
Nomor 8/29/PBI1/2006 yakni tidak menatausahakan R&an Cek dan/atau Bilyet Giro secara
lengkap dan benar maka wajib mendapatkan sanksinetirasi berupa kewajiban membayar
sesuai hasil pengawasan Bank Indonesia berdaskekamuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bank
Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006.

2. Saran

Rekomendasi yang ditawarkan adalah Hendaknya BaddnEsia dalam melaksanakan
fungsi pengawasannya harus lebih ketat seperti aveggj bank dalam memblokir bilyet giro
dan memberikan sanksi administratif kepapidlak bank yang tidak menatausahakan
pemblokiran bilyet giro dengan alasan benar damtteHendaknya Siska Goei mengajukan
gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri terhadapdHeatas wanprestasi karena tidak
melaksanakan pembayaran sebagaimana mestinya dak mhemiliki itikad baik yakni
menggunakan bilyet giro yang sudah diblokir senentidak bisa dilakukan pemindah bukuan
serta tidak memberikan informasi mengenai pembdokhilyet giro kepada Siska Goei.

107



: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 2 Nomor 1, April 2018

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan dan Kebudayakamus Besar Bahasa IndonesiBalai Pustaka,
Jakarta, 1988;

Harahap, Yahya5egi-segi Hukum Perjanjialdlumni, Bandung, 1986;

Simanjuntak, Emmy Pangaribuddukum Dagang Surat Surat Berhardgaeksi Hukum Dagang
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakd®83;

Subekti,Hukum PerjanjianIntermasa, Jakarta, 2005;

Suryohadibroto, Imam Prayogo dan Djoko Prakddarat Berharga Alat Pembayaran Dalam
Masyarakat ModernPT Rineka Cipta, Jakata, 1995;

Widiyono, Try, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbardiaimdonesia Ghalia
Indonesia, Bogor, 2006;

Widjanarto,Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indong§id Pustaka Utama Grafiti, Jakarta,
1994;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubaan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 Tentang Perbankan;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 TentBegyelenggaraan Kliring Lokal Dan
Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bdak Hasil Kliring Lokal,
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tenfaaftar Hitam Nasional Penarik Cek
dan/atau Bilyet Giro Kosong;
Putusan PN No. 131/Pid.Sus/2014/PN.Tsm

108



: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 2 Nomor 1, April 2018

OPTIMALISASI KUOTA PEREMPUAN DI PARLEMEN
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22-24/PUU-V1/2008

Oryza Puspa Yudha

orvza puspa@yahoo.com

Universitas Airlangga

Abstract

Women's representation in elections has been litibeonly 30% (thirty percent) of the total
number of MPs. This shows that in addition to womeractivity in politics, gender issues can
be an indicator of the legislative candidate's @igtin the general election. This is very contrary
to the number of Indonesians who are mostly woriée. Constitutional Court in Decision
Number 22-24 / PUU-VI / 2008 affirms the concepthef constitutionality of affirmative action.
The regulation on the 30% quota of women is nargd number of women in Parliament, but
only on the number of women at the time of thetieleof legislative candidates in the General
Election. This becomes an irony because it is ayeghonly at the time of general election that
in fact then women have to compete again with meinel general election.

Keywords: Affirmative positive, Parliament, Court Decision .Na2-24.

Abstrak

Keterwakilan perempuan di pemilihan umum telah w@iiahanya berkisar 30% (tiga puluh
persen) dari total keseluruhan jumlah anggota pete Hal ini sangatlah menunjukkan bahwa
disamping kurang aktifnya perempuan untuk terjulardabidang politik, masalalgenderpun
dapat menjadi indikator kemenangan calon legisidgifam pemilihan umum. Hal ini sangat
bertolak belakang dari jumlah penduduk Indonesiayysebagian besar merupakan perempuan.
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22-24/PU2008 tersebut menegaskan konsep
konstitusionalitasaffirmative action.Pengaturan mengenai jumlah kuota 30% perempuan itu
bukanlah merupakan suatu bentuk banyaknya jumledngmian di Parlemen, akan tetapi hanya
berdasarkan pada jumlah perempuan pada saat penddlon legislatif di Pemilihan Umum.
Hal ini menjadi suatu ironi karena yang diatur rempada saat pemilihan umum saja yang
notabene kemudian perempuan harus bersaing kedamgjan pria dalam pemilihan umum.

Kata Kunci: Afirmatif positif, Parlemen, Putusan MK No 22-24/8Y/1/2008.
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PENDAHULUAN

Demokrasi telah menjadi arus utama negara-negademmgang ada. Demokrasi berdiri
berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setmgawnegara memiliki kesamaan hak dan
kedudukan di dalam pemerintahan, oleh karena itiapsevarga negara sejatinya memiliki
kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekoasakyat inilah yang menjadi sumber
legitimasi dan legalitas kekuasaan negara. Indangsing memilih demokrasinya secara
perwakilan dalam tingkat parlemennya. Demokraswpkilan merupakan bentuk demokrasi
dalam skala besar yang membutuhkan lembaga-lempafiak tertentu sebagai jaminan
terlaksananya demokras tersebut. Hans Kelsen naayhbahwa dalam demokrasi perwakilan,
fungsi pemerintahan dialihkan dari warga negaraa#leporgan-organ negara. Untuk mengisi
organ-organ negara dilakukan melalui nominasi yalggnokratis untuk membentuk dan
mentransfer kekuasaan dari rakyat kepada otoriegara dalam bentuk pemilihan umum.
International Commision of Jurisiahun 1965 dalam konferensinya di Bangkok menyataka
bahwa Representative government is a government derikgngower and authority from the
people which power and authority are exercised ulgfo representative freely choosen and
responsible to thein

Diskriminasi baik dalam bentuk apapun didalam susgara hukumréchstaa} jelas
dilarang. Pelarangan tersebut berlaku bagi disk@sii secaragender,suku, agama, ekonomi,
dan lain sebagainya. Dalam negara hukum yang manhd#ak Asasi Manusia (HAM), setiap
orang dianggap sama dan memiliki kedudukan yangasdimadapan hukum. Secara khusus
perempuan, sebagai bagian dari masyarakat dalama segara, merupakan kelompok yang
juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak asasPgsal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa hak dan kebebasalu dimiliki oleh setiap individu
tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan bexdas) jenis kelamiA.

Keterwakilan perempuan dalam hal politpo(itical representatineney®agi perempuan
merupakan hal yang sangat fundamental sifatnyardakgara hukum yang menjunjung tinggi

! Hans Kelsen(eneral Theory of Law and Stafussel & Russel, New York, 1961, Hal. 289.,

2Saparinah SadliHak Asasi Perempuan Adalah Hak Asasi Manusia, dePamahaman Bentuk-Bentuk
Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan AlterfgihecahannyaKK Convention Watch, PKWJ Ul, Jakarta,
2000, Hal.1.,
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semangat Hak Asasi Manusia. Keterwakilan pptem dalam kancah perpolitikan sangat
penting karena sejatinya Pemilihan Umum (Pemilujupakan implementasi Pasal 2 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 18&%idulatan tertinggi berada di tangan
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Da&amilihan Umum sebagai jalan
pembuka kedaulatan rakyat tersebut dilaksanakagederara-cara yang demokratis.

Menurut Linda Amalia Sari Gumelar (mantan Menteen®erdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak ( PP-PA) menyatakan bahwa pergesempuan dibidang politik masih
rendah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Ind&mberdayaan Gender (IPG) di
Indonesia banyak dipengaruhi oleh sebagian konspiéempuan yang masih tertinggal baik
dibidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan palitikal tersebut juga disebut oleh Alif Basuki
mengenai ketertinggalan perempuan dari laki-lakigyderujung pada ketidakadilan terhadap
perempuan, dapat berawal dari permasalahan tet&agtruksi sosial masyarakat yang sudah
membudaya, depolitisasi kepentingan negara yangk tiddil terhadap kaum perempuan,
interpretasi agama yang tidak benar, atauatdggpga karena kurangnya akses perempuan

terhadap pengambilan kebijakan dan keputusan ptiblik

Tabel 1
Perempuan di Parlemen dalam 3 (tiga) Periode
Periode | Perempuan % L aki-L aki % Total %
1992 60 12,15 434 87,85 494 100
1997
1997 56 11,20 444 88,90 500 100
1999
1999 44 8,80 456 91,20 500 100
2004

Sumber: Sekjen, MPR RI (Indikator Wanita Indonesia, 199933

3 Titien Agustina,Perjalanan Perempuan Indonesia Dalam Mengejar Ku€tasi Parlemen,Jurnal Studi
Gender dan Anak, Volume Il, No. 1, Januari-Junif£al. 36.,

4 A.B. Lapian, dkk (et),Sejarah Dan Dialog Peradaban Persembahan a®un Prof. Dr. Taufik
Abdullah dalam Sarkawi B. HusaiRosisi Dan Peran Perempuan Dalam Parlemen di Jawauf, Jakarta, LIPI
Press, 2005, Hal. 563.,
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Tabdl 2
Perempuan di L embaga-lembaga Poalitik/Jabatan For mal

L embaga Perempuan % Laki-Laki %
MPR 18 12,15 117 90,8
DPR 44 11,20 455 91,2
MA 77 8,80 40 85,2
BPK 0 0 7 100
KPU 2 1,81 9 81,9
Gubernur 1 0,1 31 99,9
Walikota 5 1,5 331 98,5
PNS Gal IV 1883 7,0 25.110 93,0

dan I11

Hakim 536 16,2 2775 83,8
PTUN 35 234 150 76,6

Sumber: Ani Sujipto, 2002 diambil dari Divisi Perempuan daBMILU, CETRO 2001

Tabd 3

Perempuan di DPR, DPD, MPR

Hasil Pemilu 2004

No Partai Total % Perempuan % L aki-laki %
Poalitik Kurs
1 Golkar 127 231 18 14 109 86
2 PDIP 109 19,8 12 11 98 90
3 PPP 58 10,5 3 5 55 95
4 PD 56 10,2 6 11 49 89
5 PAN 53 9,6 7 13 46 87
6 PKB 52 9,5 7 13 45 87
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7 PKS 45 8,2 3 9 41 91
8 PBR 14 25 2 14 12 86
9 PDS 13 24 3 23 10 77
10 PBB 11 2,0 0 0 11 100
11 PDK 4 0,7 0 0 4 100
12 P.Pelopor 3 0,5 1 33 2 67
13 PKPB 2 0,4 0 0 2 100
14 PKPI 1 0,2 0 0 1 100
15 PPDI 1 0,2 0 0 1 100
16 PNI 1 0,2 0 0 1 100
TOTAL 550 100 62 11 488 89

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (2004).

Membandingkan prosentase perempuan dan laki-lakulglih parlemen dari tahun ke
tahun, menunjukkan angka betapa tingkat keterlib@@rempuan dalam dunia politik (baca:
parlemen) sangat rendah. Pembelajaran dari PemaihwrT 2004, dengan pengaturan tindakan
khusus sementara dalam bentuk memperhatikégrwiakilan perempuan dalam pencalonan
yang dilakukan oleh partai politik, juga tidak mejukkan kenaikan angka yang signifikan, oleh
karena pada umumnya, jikapun partai politik memkankperempuan sebagai calon anggota
legislatif, calon perempuan tidak banyak yang dgatkan pada nomor urut jadi.

Sebenarnya tidaklah tepat anggapan umum bahwa nyairketerlibatan perempuan
dalam dunia politik disebabkan oleh keengganannmguen untuk masuk di ranah politik. Jika
pun ada keengganan, ini adalah hasil konstruksalsgang bias jender dimana perempuan
dipersepsikan sebagai tidak patut berada dalanadaoiitik, tidak berani, tidak mau dan tidak
mampu terjun di dunia politik. Konstruksi ini yamgerupakan bentuk ketidakadilan jender itu
sendiri. Sementara itu, laki-laki justru dikonssikan sebagai yang mampu dan pantas untuk
berada di pentas politik dan urusan publik lainnya.

Meningkatnya perwakilan perempuan dalam parlembardpkan mampu meningkatkan

proses akomodasi aspirasi perempuan dan kelormpntan lainnya.Convention on The
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Elimination of Discrimination Against Women (CEDAWJ79 sebagaimana telah diratifikasi
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang d3ahgn Konvensi Mengenai
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadapt8/antuk menjamin partisipasi politik
perpuan, dalam ketentuan Bagian Il Pasal 7 UU NBahun 1984 menyatakan: “Negara-negara
peserta wajib membuat peraturan-peraturan yand tegak menghapus diskriminasi terhadap
wanita dalam kehidupan politik dan kehidupan keraeslkatan negaranya, khususnya menjamin
bagi wanita atas dasar persamaan dengan pria(d)akintuk memilih dan dipilih, (b). Untuk
berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan petakridan implementasinya, memegang
jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan degglsi pemerintahan di semua tingkat dan
(c). Untuk berpartisipasi dalam organisasi-orgasiisdan perkumpulan-perkumpulan non
pemerinatyang hubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara”.

Pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pemilinaom dan keikutsertaan
perempuan didalam parlemen yang ditujukamuk dapat meningkatkan hak-hak dan
kepentingan perempuan yang dapat diakomodir olglaraemerupakan suatu bentuk keadilan
dan kepastian hukum dalam bentuk negara hukeoh{staa}. Roscoe Pond mengatakan bahwa
adanya kepastian hukum memungkinkan adamyadictability’. Apa yang dikemukakan oleh
Roscoe Pond ini oleh van Apeldoorn dianggap sejdiimgan apa yang diketengahkan oleh
Oliver Wendell Holmes dengan pandangan Realisméthea prophecies of what the courts will
do in fact and nothing more pretentious are whatdan by law yang menurut van Apeldoorn
dikatakan bahwa pandangan tersebut kurang tepah&grada kenyataannya hakim juga dapat
memberi putusan yang lain dari apa yang diduga pketicari hukum Pada intinya terkait
kepastian hukum dalam sistem hukum apapun (Bai Law SystemmaupunCommom Law
Syster)y apabila hukum mengarah pada kepastian hukumyarsemakin tegas dan tajam suatu
peraturan hukum tersebut. Secara otomatis, keadian berada pada posisi dibawah. Adegium
hukum summum ius summa iniurgang bermakna keadilan tertinggi adalah ketidakadil
tertinggi akan semakin mengemuka karena terdap&tnpangan gntinom) antara kepastian

hukum dan keadilan.

5 Peter Mahmud MarzukPengantar [Imu HukumJakarta, Kencana Prenada Media Group, 280858
menutip pendapat dari J.G. RiddalrisprudenceOxford University Press, Oxford, 2005, h.89.
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Apabila membahas mengenai pemilihan umum dalamradgakum (echstaa}, perlu
diketahui mengenai tujuan diselenggarakannya pleamliumum tersebut. Apabila kita saat ini
berfikir mengenai apa yang telah dikatakan ini, amakan sangat terlihat kontradiksinya bahwa
sebenarnya seorang warga negara itu memperkendikaga dalam berbagai bentuk. Disatu
pihak warga negara itu merupakan suatu orang yargaai hamba dalam suatu negara, tetapi
dilain pihak warga negara juga merupakan orang yeerguasa. Warga negara ini seolah-olah
merupakan golonganonderdanentetapi dilain pihak pun dapat menjadi pembentakapran
perundang-undangan. Disatu pihak warga negaraetupakan orang yang diperintahkan, tetapi
disamping itu dapat juga bermakna sebagai orang yaemerintah. Sehingga dalam fokus
penelitian pada jurnal ini adalah berkaitan dengaakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
22-24/PUU-VI/2008 berpihak pada perempuan dalarkukeertaanya di Parlemen dan Urgensi

pemenuhan 30% kuota perempuan di Parlemen.

M etode Pendlitian
Tipe penelitianhukum normatifdimaksudkan untuk menelaah ketentuan-ketentuakum
positif, dan perangkat hukum positif yangelilit secara normatif akan digunakan sebagai
sumber bahan hukum. Penelitian Hukum harus dilakykada tataran Kenormatifan hukum.
Morris L Cohen yang sependapat dengdteter Machmud Marzuki menyatakan Legal
Research is the process of finding the law thategu activities in human sociéfy Seklilas
tampaknya apa yang dikemukakan olébrris L Cohen tersebut untuk tujuan praktis. Prosedur
demikian masih diperlukan dalam praktik hukum yamenentukan baik dampak peristiwva masa
lalu maupun implikasinya pada masa yang akan dadengan pernyataan itu sebenarnya apa
yang ia kemukakan juga meliputi teori hukum.

Penelitian pada hakikatnya dimulai dari hasrat dieitahuan manusia yang dinyatakan
dalam bentuk permasalahan atau pertanyaampSpérmasalahan diperlukan jawaban atau

pemecahannya, sehingga yang bersangkutan akandapatkan pengetahuan baru yang

6 Peter Machmud MarzukPenelitian HukumJakarta, Kencana Prenada Media, 2005, h. 56.
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dianggapnya benar. Tipe penelitian hukum disamgddegupa Doctrinal Research yakni
penelitian yang memberikan atau menghasilkanjgasan sistematis tentang norma-norma
(aturan/kaidah) hukum yang mengatur suatu gkatetertentu, dalam hal ini mengenai
optimalisasi 30% kuota perempuan didalam parleéfm@anelitian Hukum ini juga berfungsi
sebagai bahan untuk mereformasi hukuReform Oriented Researghyaitu penelitian untuk
mengevaluasi peraturan-peraturan perundang-undahg&om yang ada serta memberikan
rekomendasi terhadap perubahan-perubahan terhadaptugan-peraturan hukum yang
diketemukan sesuai dengan yang diinginkan sehidggat menjawab isu hukum yang diajukan.

PEMBAHASAN
1. Putusan MK No 22-24/PUU-VI1/2008 Sebagai Acuan Pemenuhan 30% Kuota
Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Dari Segi Keadilan Dan Kepastian Hukum.
Pemilihan umum disamping merupakan suatu gelaritikpuga merupakan suatu bentuk
penyerahan kekuasaan pada rakyat kepada organ-oeggma. Dengan hak pilih yang disebut
jugagelijk kiesrecht Hal ini berarti bahwa setiap pemilih hanya dapanhgeluarkan satu suara.
Inipun untuk menjamin sebanyak mungkin bahwa wakihg dipilih benar-benar mewakili
seluruh lapisan rakydtDengan adanya pilihan oleh rakyat ini, sekiranygatdapat turut serta
dalam mengawasi tindak-tanduk dari pemerintah. Shak lagi dari pihak rakyat dalam suatu
negara hukum. Akan tetapi sekiranya jangan diabatigekait hak yang diberikan pada rakyat ini

tidak sempurna. Dimaksud tidak sempurna adalahataggolah-olah hanya berkuasa sewaktu

7 Terkait dengarDoctrinal ResearchSoetadnyo Wignyosubroto menyatakan bahwa Penel@iaktrinal
adalah penelitian terhadap hukum yang dikonseplam dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang
pengonsep atau sang pengembangnya, meliputi:

1. Penelitian Doktrinal yang mengkaji hukum yangodisepkan sebagai asas hukum alam dalam sistenh mora
menurut doktrin hukum alam;

2. Penelitian Doktrinal yang mengkaji hukum yanigotisepkan sebagai kaidah Peraturan Perundang-uamdang
menurut Doktrin Positivisme;

3. Penelitian Doktrinal yang mengkaji hukum yangodisepkan sebagai putusan hakimconcretomenurut
Doktrin Realisme.
Dalam Prasetijo RijadMemahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks R Skripsi/TesisAL
Maktabah, Surabaya, 2017, Hal.33.

8 |bid. Hal.,8
9 Sudargo Gautam#&engertian Negara HukunBandung, Alumni, 1973, Hal. 79.
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dirinya belum memilih. Sesudah dilakukan pilihami dakyat kepada wakinya, maka sang wakil
dalam Parlemen bisa jadi tidak lagi menurut selselaendak si pemilih itu (konstituen)-nya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU3BIA999 Tentang Hak Asasi
Manusia, sesuatu hal ikatakan diskriminatipabila setiap pembatasan, pelecehan ata
pengucilan yang langsung ataupun tak langsung alikias pada pembedaan manusia atas dasar
agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongstaius sosial, status ekonomi, jenis kelamin,
bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengwangpenyimpangan atau penghapusan
pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asassimmalan kebebasan dasar dalam
kehidupan baik individual maupun kolektif dalam dmg politik, ekonomi, hukum, sosial,
budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang PartdilPtdlah ditentukan secara tegas
mengenai porsi keterwakilan perempuan dalam kepasgo suatu partai politik di Indonesia.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilraom sendiri menyatakan minimal
harus terdapat 30 % (tiga puluh persen) perempudbedan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR-RI). Astrid Anugerah berpendapawaabaik UU No. 2 Tahun 2008 dan UU
No. 10 Tahun 2008 merupakan instrumen hukang revolusioner dibidang perpolitikan,
karena melihat sangat sedikitnya porsi perempudand&epengurusan parpol maupun dalam
parlement® Pasal 2 ayat (2) UU No 2 Tahun 2008 Tentang P&uwditik sudah menerapkan
pendirian dan pembentukan partai politik menyermaR8 % (tiga puluh persen) keterwakilan
perempuan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 ters#ibuat karena untuk menghadapi
Pemilihan Umum tahun 2009 yang sudah menarapkebijakan affirmative action
didalamnyat!

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2@88anggal 9 Desember 2008
yang dalam putusannya membatalkan keberlakuan PaédHuruf a, b, ¢, d, dan e UU No. 10
Tahun 2008 terkait penggunaan nomor urut dalam rpeae calon legislatif (caleg) terpilih
melainkan dengan berdasarkan suara terbanyak gehihgngan pembatalan tersebut secara

10 Astrid AnugerahKeterwakilan Perempuan Dalam Polititakarta, Pancuran Alam, 2009, Hal. 1.
11 Nur Asikin Thalib,Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Kurssti(uji materil pasal 214
UU No. 10 Tahun 2008Yurnal Cita Hukum, Vol. I, No. 2 Desember 2014].1235
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otomatiszipper systefd yang berdasarkan nomor urut untuk menentukan ppsigimpuan tidak
dapat dilakukan. Sistermipper ini dilakukan dengan cara sebagai contoh nomor (rualeg
laki-laki, nomor urut 2 caleg perempuan, nomor WButaleg laki-laki, atau nomor urut 1 caleg
perempuan, nomor urut 2 dan nomor urut 3 caleglég atau nomor urut 1 dan nomor urut 2
caleg laki-laki, nomor urut 3 caleg perempuan dgtersisnya, yang pada intinya minimal harus ada
1 orang caleg perempuan dalam setiap 3 nomor @adelgandingan 3:1).
Dibatalkannya Pasal 214 Huruf a, b, ¢, d, dan eNdU10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Petaakdaerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah merupakan hasiinstitutional reviewdari ketentuan Pasal 55 ayat (2), Pasal 205
ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), seesaP214 UU No. 10 Tahun 2008. Pasal 214 UU
No. 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa “Penetapan taipitih anggota DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik PesBeailu didasarkan pada perolehan kursi
Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pleanildengan ketentuan:

a. Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, d&RD Kabupaten/Kota ditetapkan
berdasarkan calon yang memperoleh suara sekuraaggdaya 30% (tiga puluh
persen) dari BPP;

b. Dalam hal calom yang memenuhi ketentuanufha jumlahnya lebih banyak
daripada jumlah kursi yang diperoleh partai polipkserta pemilu, maka kursi
diberikan kepada calon yang memiliki nomor urutihekecil diantara calon yang
memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tigeghpguersen) dari BPP;

c. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon atauhlefjang memenuhi ketentuan huruf a
dengan perolehan suara yang sama, maka penentoanteilih diberikan kepada
calon yang memiliki nomor urut lebih kecil diantax@on yang memenuhi ketentuan
sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) B&®P, kecuali bagi calon yang
memperoleh suara 100 % (seratus persen) dari BPP:

d. Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan hurjuindahnya kurang dari jumlah
kursi yang diperoleh partai politik peserta pemitgka kursi yang belum terbagi
diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut;]

e. Dalam hal tidak ada calon yang memperoleh ssekarang-kurangnya 30% (tiga
puluh persen) dari BPP, maka calon terpilih ditkeséampberdasarkan nomor urut”.

Putusan Mahkkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VIR0@haka penentuan calon
legislatif terpilih Pemilu 2009 harus didasarkamgauara terbanyak secara berurutan, bukan

12 padahal ketentuan modeibper systemni dinilai oleh caleg perempuan cukup akomodagifizila
mendapat nomor urut 1, karena dipastikan memildu@gng yang besar untuk memperoleh kursi terutadkaa j
diajukan oleh sebuah partai politik besar (Videsd?&6 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012).

120



: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 2 Nomor 1, April 2018

atas dasar standar ganda, yaitu perolehan suaeg dan nomor urut terkecil caleg yang
ditetapkan partai politik bersangkutan sebagaimiadi&asi oligarkhi partai selama ini. substansi
Pasal 214 UU No. 10 Tahun 2008 merupakan acuaraksgdPasal 55 ayat (2) bahwa: “Di
dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud g@pata(1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon
terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang peramipakal calon™?

Pada gelaran pemilu tahun 2014, sudah diberlakylabity No.8 Tahun 2012 tentang
Pemilu. Kebijakan ini mewajibkan partai politik neatonkan sekurang-kurangnya 30% berjenis
kelamin perempuan dari total caleg di tingkat pupabvinsi, maupun kabupaten/kota. Secara
umum kebijakan affirmatif semakin disempurnakanl teéasebut dapat kita lihat pada UU No.
22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu yamdJk) No. 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pemilu, UU No. 2 Tahun 2008 tenkartpi Politik dan UU No. 10 Tahun
2008 diperbarui menjadi UU No. 8 Tahun 2012 tentRegiilu DPR, DPD, dan DPRD. Pada
Pasal 6 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2007 Jo UU No.Tabun 2011 Tentang Penyelenggara
Pemilu dinyatakan bahwa: kémposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan peremmedurang-kurangnya 30% (tiga puluh
perseratus)’

Kebijakan affirmatif juga dilakukan pada tingkatkepengurusan partai politik, yang
mana pada pasal 20 UU No. 2 Tahun 2008 tentangaiP&dlitik dinyatakan bahwa:
“kepengurusan partai politik tingkat provinsi damalbupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memafikan keterwakilan perempuan paling
rendah 30% (tiga puluh persen) yang diatur dalam ddh ART Partai Politik masing-masing.”
Kemudian UU No.8 Tahun 2012 menggantikan UU No.Tabun 2008 mengenai ketentuan
30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuanalF&asyat 2e, Pasal 55, Pasal 56 ayat 2 dan
Pasal 215B. Pasal 55 UU No0.8 Tahun 2012 tentandliBamUmum Anggota DPR, DPD, dan
DPRD dinyatakan bahwdbDaftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pds& memuat
paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilgerempuan? Sedangkan Pasal 215B UU
No.8 Tahun 2012. MenyatakatDalam hal terdapat dua calon atau lebih yang menit@n

13 Dessy Artina,Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUI2008 Terhadap Kuota 30%
PerempuanJurnal Universitas Riau, tanpa tahun, Hal. 12.
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ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a depgesiehan suara yang sama, penentuan
calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaranopehan suara calon pada daerah pemilihan
dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan”.

Dalam hal ini kepada setiap partai politik yang jadnpeserta pemilu wajib memenuhi
syarat 30% calon legislatif (caleg) perempuan diapedaerah pemilihan (dapil). Dengan
demikian, affirmative actionketerwakilan perempuan dalam daftar bakal caloakdkan tidak
hanya untuk DPR, tetapi berlaku pula untuk DPRDvidgd maupun DPRD Kabupaten/Kota.
Kuota diperlukan agar terjadi keseimbangan dankumtencapacritical mass(angka strategis).
Representasi yang dianggap signifikan adalah bdetisipasi perempuan mencapai angka

presentase 30%.

2. Pelaksanaan 30% Kuota Perempuan Di Parlemen Pasca Putusan MK No. 22-
24/PUU-V1/2008.

Sejarah mencatat Pemilihan Umum tahun 1992 misatiafa 2283 calon anggota yang
diusulkan oleh Organisasi Peserta Pemilu (OPP)|ajurperempuan hanya tercatat 248 orang
(9,20%) sedangkan jumlah calon anggota laki-lald52(80,90%). Hasil pemilu tahun 2002 juga
belum menunjukkan perubahan, bahkan kuota 30% ysevdkmpuan tidak dapat dipenuhi oleh
semua partai. Hal ini dikarenakan banyak faktomm@ntlain faktor budaya politik, stereotip
politik, dan komitmen partai politik.

Diketahui bahwa perempuan hanya terwakili 9,7% BRChasil pemilu 1997, kemudian
menurun menjadi 8,4% dari hasil pemilu 1999, ladikmmenjadi 11,5% dari hasil pemilu 2004
(Sastriyani; 2009: 164). Sementara itu, pada per2d09, persentase jumlah anggota DPR
perempuan mengalami peningkatan dibanding perietbelsmnya, yaitu berjumlah 18, 03 %
dari 560 anggota DPR, tetapi peningkatan ini tida&matis disebabkan oleh peningkatan
kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gendeb sabey perempuan ‘tertolong” oleh
penentuan nomor urut yang terlanjur mengacu padanszippersesuai UU. Caleg perempuan
yang berhasil lolos menjadi anggota legislatif dedggkan mereka menempati nomor urut kecil,
terutama antara nomor urut satu hingga ti§@anya, caleg perempuan tetap mengalami

kesulitan untuk meraih suara banyak kecuali baigcperempuan yang mempunyai jejaring
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luas dan terjalin dengan bagus, namun yamgildan jumlahnya sangat kecil. Persentase
anggota DPR-RI periode tahun 2009-2014 berdasgekas kelamin, anggota DPR-RI laki-laki
sejumlah 82,51% dan anggota DPR-RI perempuan sajuibi,4994*

Proporsi anggota legislatif perempuan yang terghigal mencapaaffirmative action
30 persen pada pemilu 2014. Proporsi tersebut ne@nggpenurunan dari 18,2 persen pada
tahun 2009 menjadi 17,3 persen di tahun 2014. Radamdidat perempuan yang mencalonkan
diri dan masuk dalam daftar pemilih dari partaiifgoinengalami peningkatan dari 33,6 persen
tahun 2009 menjadi 37 persen pada 2014.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22-24/PUI2008 tersebut menegaskan
konsep konstitusionalitasvirmative action MK berpendapat bahwa penentuan adanya kuota 30
% (tiga bpuluh persen) bagi caleg perempuan daralégcperempuan dari setiap 3 caleg,
sebagaimana Pasal 53 dan Pasal 55 ayat (2) UU WN®ahun 2008. MK berpendapat bahwa
tidak bertentangan dengan konstitusi karena pegitakiak-hak konstitusiongenderuntuk tidak
dikualifikasi diskriminatif, dimaknai untuk meleti&n secara adil hal yang selama ini ternyata
kaum perempuan secara tidak adil sesuai dengah Fadaayat (2) dan Pasal 28 H UUD NRI
1945.

Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI1/2008 yang menyatalidak berlaku lagi terhadap
Pasal 214 UU No. 10 Tahun 2008 memiliki akibat balidak ada lagi sistemipper(penentuan
nomor urut) bagi caleg. Seluruh suara sah yang knksudalam parpol tertentu akan dibagi
diantara para caleg berdasarkan jumlah suara yarggung diterima oleh caleg tersebut. Pada
tataran teoritiknya dalam negara hukurachtstaa} terutama di Indonesia, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 22-24/PUU-V1/2008 menetapkan baloakeg terpilih ditentukan berdasarkan
suara terbanyak (secara kuantitas) akan menimblkeabagai dampak yang signifikan bagi
jalannya mekanisme demokrasi di Indonesia yakni:

1. Semakin mendorong meningkatnya intensiate buying(jual beli suara). Putusan
Mahkamah Konstitusi ini turut berkontribusi dalamemdiring kapitalisasi politik
yang berpotensi melumpuhkan bangunan demokrasi NKRI

2. Dalam praktik berpotensi menggerogoti instippeipol sebagai akibat meningkatnya
intensitas pertarungan antar-caleg di internahpgiarpol (kanibalisme politik);

14 Data diambil dari pengolahan di Komisi Pemilihan wmRepublik Indonesia Tahun 2017.
15 Dessy ArtinaOp. Cit, Hal. 16.
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3. Tidak serta-merta memunculkagolitical accountabillity Sebaliknya berpotensi
besar menurunkan tingkat representasi politik nmegadi caleg yang memperoleh
suara yang kurang signifikan justru memperoleh ikkesena yang bersangkutan
memiliki  “suara terbanyak”. Kondisi demikian enggambarkan bahwa
sesungguhnya caleg yang bertarung dalam pemilinamusama sekali bukanlah
caleg yang diusung parpol, tapi sama dengan caltependen. Problem suara partai
yang sebelum Putusan MK diberikan kepada nomor tenkiecil ipper systejn
untuk menambah tingkat legitimasi elektabilitasegalerbuang sia-sia;

4. Sistem penerapan caleg terpilih berdasarkaara terbanyak juga merugikan
kepentingan caleg perempuan dan politik perempuada pumumnya, serta
bertentangan dengan agenda besar bangsa untuk noegdpartisipasi politik
perempuan melaluiaffirmative action yang dilindungi Pasal 28 H ayat (2) UUD
NRI 1945. Walaupun tetap dipertahankan, ketentussalP55 ayat (2) UU No. 10
Tahun 2008 (setiap 3 orang caleg terdapat sekdaarsgignya 1 caleg perempuan)
dan Pasal 53 (daftar bakal caleg memuatngakedikit 30% keterwakilan
perempuan) menjadi tidak memiliki arti.

Titik sentral dari adanya Putusan Mahkamah KorstitNomor 22-24/PUU-V1/2008
terhadap upayaaffirative action dalam UU No. 10 Tahun 2008, adalahjadéenya
ketidakpunyaan arti atas keberadaan ketenaffimative action Hal ini mencerminkan bahwa
salah satu tujuan Pemilihan Umum yaitu menyertaketerlibatan 30% (tiga puluh persen)
perempuan dalam parlemen sebagai respon kebutudraraspirasi masyarakat sebagaimana
tersebut diatas belumlah dapat diwujudkan. Sehgaupasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 22-24/PUU-VI/2008 sebagai suatu putusan hakem memiliki kekuatan eksekutorial
yang bersifat final f{(nal and binding seharusnya mampu merespon dan yang paling utama
adalah merealisasikan supaya kebijakan khusus yaergifat sementara dalam rangka

menciptakan representasi keterwakilan perempuaa mewujudkan negara hukum demokratis.

KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesmpulan

Keterwakilan perempuan di pemilihan umum telah t@disiahanya berkisar 30% (tiga
puluh persen) dari total keseluruhan jumlah anggatdemen. Hal ini sangatlah menunjukkan
bahwa disamping kurang aktifnya perempuan untylrtetalam bidang politik, masalajender
pun dapat menjadi indikator kemenangan calon latfislalam pemilihan umum. Hal ini sangat

bertolak belakang dari jumlah penduduk Indonesiaysebagian besar merupakan perempuan.
124



: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 2 Nomor 1, April 2018

Masalah sudut pandang antara mayoritas warga ndggem para wakil rakyat yang dipilih pun
semkin mengemuka. Sehingga apabila terjadi hal kdami, keadilan pun sangat jauh dari
harapan. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nom42RUU-V1/2008 tersebut menegaskan
konsep konstitusionalitaaffirmative action MK berpendapat bahwa penentuan adanya kuota 30
% (tiga bpuluh persen) bagi caleg perempuan daralégcperempuan dari setiap 3 caleg,
sebagaimana Pasal 53 dan Pasal 55 ayat (2) UU Ndalhun 2008. MK berpendapat bahwa
tidak bertentangan dengan konstitusi karena peatakiak-hak konstitusiongkenderuntuk tidak
dikualifikasi diskriminatif, menjadi permasaahamnibgakni kuota 30% itu bukanlah merupakan
suatu bentuk banyaknya jumlah perempuan di Parlerdean tetapi hanya berdasarkan pada
jumlah perempuan pada saat penilihan calon legidig®emilihan Umum. Hal ini menjadi suatu
ironi karena yang diatur hanya pada saat pemilibemum saja yang notabene kemudian

perempuan harus bersaing kembali dengan pria dagamiihan umum.

2. Saran

Sebaiknya Putusan MK No 22-24/PUU-VI/2008 dijadikatandart acuan bagi
pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dirRarledan dibuat dalam bentuk peraturan
perundang-undangan yang baru. Dibuat peraturanngang-undangan yang baru mengenai
bukan hanya keterwakilan perempuan sebanyak 30pemilihan umum saja, tetapi memang
dibuat bahwa keterwakilan perempuan 30% tetsdierlaku untuk pengisian jabatan di

parlemen.
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